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INTISARI 
NUR WILLY, Nomor Pokok E12112105, Program Studi Ilmu 
Pemerintahan, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Menyusun skripsi 
dengan judul : “Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 Kabupaten Barru”, dibawah 
bimbingan Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si sebagai pembimbing I dan 
Rahmatullah, S.IP, M.Si sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten 
Barru serta faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten Barru 
tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, yaitu 
suatu analisis yang berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang 
dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah 
menggali informasi dari para informan yang selanjutkan dideskripsikan dan 
diinterpretasi serta disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang 
diteliti. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dokumentasi, dan penelusuran data secara online. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, program dan kegiatan 
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 
Kabupaten Barru pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel dalam penelitian. Adapun 
yang menjadi kekurangan yaitu adanya beberapa target pada indikator 
sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya. Adapun faktor yang mempengaruhi 
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 
Kabupaten Barru adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama, 
faktor pendukung pelaksanaan RPJMD tersebut adalah adanya kolaborasi / 
kerja sama antar SKPD dan anggaran yang mencukupi. Kedua, faktor 
penghambat pelaksanaan RPJMD tersebut adalah SDM (Sumber Daya 
Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang bersifat  tidak 
menentu, adanya perubahan kebijakan, periode pemerintah pusat dan 
daerah yang berbeda, dan faktor kondisi alam. 
Kata Kunci : Evaluasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah 
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ABSTRACT 
Nur Willy, ID Number E12112105, Study Program of Governmental 
Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin 
University, Making thesis titled "Evaluation of the Implementation of the 
Local go government medium term development plan 2010-2015 
Kabupaten Barru", under the guidance of Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si as 
first preceptor and Rahmatullah, S.IP, M.Si as second preceptor. 
This study purpose to identify and analyze the implementation of the Local go 
government medium term development plan 2010-2015 Kabupaten Barru and  
supporting factors and obstacles factors in the implementation of the Local go 
government medium term development plan 2010-2015 Kabupaten Barru. 
The method used is a qualitative method, is a method to analysis that seeks 
relationships and the meaning of the data expressed in the form of 
statements, interpretations after digging for information from informants for 
described and interpreted and summarized as the answer to the fundamental 
issues that researched. Data is collected by using technique of interview, 
observation, documentation, and online search. 
Based on the research that has been done, programs and activities in the 
Local go government medium term development plan 2010-2015 Kabupaten 
Barru has been implemented by the local government work unit sampled in 
this study, as for the shortcomings that the existence of several targets at the 
target indicators were not fully achieved. The factors that affect the 
implementation of the Local go government medium term development plan 
2010-2015 Kabupaten Barru are supporting factors and obstacles factors. 
First, supporting factors of the implementation of local go government 
medium term development plan is their collaboration/cooperation between the 
local government work unit and insufficient budgets. Second, obstacles 
factors of the implementation of local go government medium term 
development plan is Human Resources is still lacking, their programs / 
activities that are erratic, policy change, period the central government and 
the local government are different, and natural conditions factors. 
Keywords : Evaluation, Local Go Government Medium Term 
Development Plan 
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Penelitian
Pada era reformasi saat ini, Indonesia dituntut untuk terus
meningkatkan pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun
suprastrukturnya. Terlebih lagi dengan mengingat bahwa Indonesia masih
tergolong negara berkembang yang harus terus bersaing dengan negara lain
dalam meningkatkan pembangunannya. Selain itu, era globalisasi juga
mengharuskan setiap negara untuk mengikuti perkembangan zaman yang
semakin maju, khususnya dalam aspek pembangunan baik tingkat nasional
maupun di tingkat daerah. Untuk mewujudkan peningkatan pembangunan
nasional, harus berawal dari peningkatan pembangunan daerah.
Dengan adanya otonomi daerah, memberikan peluang bagi setiap
daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Pelaksanaan
otonomi daerah selain berdasarkan pada aturan hukum, juga sebagai
penerapan tuntutan globalisasi yang wajib diberdayakan dengan cara
memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata & bertanggung
jawab. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat
memanfaatkan setiap potensi daerah dengan sebaik-baiknya sebagai
penunjang peningkatan pembangunan daerah tersebut, seperti yang di
2amanatkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah :
“Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan
berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan
daya saing daerah.”1
Dalam melakukan pembangunan, pemerintah memerlukan
perencanaan pembangunan yang baik dan akurat. Upaya pembangunan
yang terencana dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang
diharapkan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai dengan
kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha
pembangunan. Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang
sudah melewati separuh jalan, karena sisanya hanyalah tinggal
melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya
konsisten, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk
mencapai tujuan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan
pembangunan yang tepat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan suatu
pembangunan yang baik.
Selain itu, ada 3 alasan utama mengapa perencanaan pembangunan
masih banyak digunakan di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu :
1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bab X pasal 258 ayat 1.
31. Karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna
(Market Failure), maka kondisi masyarakat banyak yang masih
sangat terbelakang tingkat pendidikannya menyebabkan
mereka belum mampu bersaing dengan golongan yang sudah
maju dan mapan. Di samping itu, informasi belum tersebar
secara merata ke seluruh tempat karena masih banyak daerah
yang terisolir karena keterbatasan prasarana dan sarana
perhubungan. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah yang
dilakukan secara terencana menjadi sangat penting dan
menentukan terlaksananya proses pembangunan secara baik.
2. Karena adanya ketidakpastian masa datang sehingga perlu
disusun perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi
kemungkinan situasi buruk yang mungkin timbul di kemudian
hari berikut tindakan dan kebijakan preventif yang perlu
dilakukan sebelumnya.
3. Untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik
terhadap para pelaku pembangunan, baik di kalangan
pemerintah, swasta maupun masyarakat secara keseluruhan
sehingga dalam jangka panjang akan terwujud proses
4pembangunan yang terpadu, bersinergi, dan saling menunjang
satu sama lainnya.2
Struktur perencanaan pembangunan di Indonesia berdasarkan hirarki
dimensi waktunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dibagi menjadi
perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
(tahunan), sehingga dengan Undang-Undang ini kita mengenal satu bagian
penting dari perencanaan wilayah yaitu apa yang disebut sebagai rencana
pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJP-D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJM-D) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai
kelengkapannya.
Dalam merealisasikan tujuan pembangunan, maka segenap potensi
alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu
pula dengan Potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya
harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga mampu
2 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.
6.
5menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara
maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan tercapai.
Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan pada setiap
lembaga dibutuhkan suatu pola manajerial dalam pengelolaan
pembangunan, pola manajerial tersebut dimaksudkan agar hasil
pembangunan dan program-program pemerintahan lainnya dapat dirasakan
dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu hal yang dibutuhkan
adalah kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam
menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan. Selain itu juga
diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing
masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan program pembangunan.
Hal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
proses pemerintahan yang harus terus dilaksanakan secara berdaya guna
dan berhasil guna. Oleh karena itu dimulailah suatu usaha dalam rangka
pelaksanaan pembangunan disegala bidang yang didasarkan pada suatu
perencanaan yang cermat, tepat dan terpadu. Perencanaan menjadi suatu
hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan, sebab dengan
perencanaan yang tepat maka tujuan pembangunan dapat tercapai.
Pembangunan disegala bidang yang tengah dilaksanakan pemerintah
bersama masyarakat pada dasarnya sebagian besar dilaksanakan di daerah.
6Memperhatikan Pola Umum Pembangunan Nasional, pembangunan yang
dilaksanakan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang
bersangkutan, dan dituntut pembangunan yang bersifat multidimensional
yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.
Perencanaan pembangunan daerah seperti diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, mewajibkan daerah
untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang berdurasi
waktu 20 (dua puluh) tahun yang berisi tentang visi, misi dan arah
pembangunan daerah. Perencanaan ini kemudian dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima)
tahun, yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya RPJM Daerah
dijabarkan dalam perencanaan berdurasi tahunan yang disebut sebagai
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja,
dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Perencanaan sebagai salah satu syarat mutlak yang menjamin
kesuksesan pelaksanaan pembangunan mesti disesuaikan dengan potensi
7dan sumber daya yang dimiliki, disamping tetap memperhitungkan hambatan-
hambatan yang mungkin dapat terjadi serta alternatif pemecahannya, di
mana proses perencanaan pembangunan yang baik untuk diterapkan adalah
Bottom-Up planning yang merupakan langkah koordinasi untuk mendapatkan
data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang
menghasilkan perpaduan antar proyek, antar program, dan antar sektor, yang
juga berfungsi sebagai penyaring terhadap setiap program/proyek yang
direncanakan agar benar-benar menghasilkan perencanaan pembangunan
yang layak untuk dilaksanakan bukan hanya sekedar sebagai daftar
keinginan belaka.
Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah
kabupaten/kota memang patut mendapat perhatian. Sebab kedepan,
perencanaan pembangunan tidak hanya berorientasi pada output, akan tetapi
juga berorientasi pada process dan outcome. Oleh karena itu, setiap daerah
dituntut untuk mengembangkan, mulai dari rumusan dan formulasi
perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk penyusunan paying
perencanaan (garis-garis besar haluan pembangunan daerah) hingga
kerangka implementasi pembangunan daerah dalam bentuk rencana-
rencana strategis (strategic planning) dan rencana aksi (action planning).
Lebih jauh lagi bahwa tidak hanya sampai pada proses penyusunan namun
yang paling penting adalah bagaiamana pemerintah daerah dalam hal ini
8setiap SKPD yang ada bersama seluruh elemen yang terkait dapat
melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rencana pembangunan daerah tersebut.
Kabupaten Barru yang merupakan salah satu daerah di Sulawesi-
selatan, menjadi bagian dari daerah yang perlu memaksimalkan peningkatan
pembangunannya. Meskipun pada tiga tahun terakhir ini kabupaten Barru
mengalami kemajuan terutama dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang
berhasil meningkat dari 7,41 persen pada tahun 2011 menjadi 8,13 persen
pada tahun 2014 atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi
nasional yaitu 5,6 persen. Selain itu angka IPM (Indeks Pembangunan
Manusia) mengalami peningkatan dari 71,19 pada tahun 2011 menjadi 72,39
pada tahun 2014. Demikian halnya dengan angka kemiskinan juga
mengalami penurunan dari 10,68 persen pada tahun 2010 menjadi 9,28
persen pada tahun 2012. Namun pencapaian tersebut masih perlu
ditingkatkan kedepannya. Bupati Barru periode 2010-2015 mengemukakan
bahwa untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Barru
2010-2015, maka dilakukan upaya-upaya yang lebih terarah dan terintegrasi
melalui program prioritas, meliputi peningkatan akses, kualitas, dan
pemerataan pendidikan, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar penduduk
miskin dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan, peningkatan
akses, kualitas dan pemerataan kesehatan, peningkatan kualitas
9kelembagaan masyarakat dan pelayanan umum melalui reformasi birokrasi,
peningkatan daya saing daerah, peningkatan ketahanan ekonomi daerah dan
peningkatan kualitas kehidupan beragama serta aktualisasi peran dan fungsi
agama dalam aktivitas sehari-hari.3
Dari penjelasan diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa
kabupaten Barru menjadi daerah yang sedang merintis pembangunannya
untuk menjadi semakin maju. Untuk menjawab pertanyaan tentang
bagaimana perkembangan pembangunan di kabupaten Barru dapat dilihat
dari pelaksanaan rencana yang telah dibuat, khususnya RPJMD karena
terkait dengan visi dan misi pemerintah daerah terpilih. Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu
dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan penyusunannya
kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-Undang  Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di
samping itu, undang-undang tersebut mengamanatkan pula bahwa 3 (Tiga)
bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat diselesaikan dan
ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan
RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah.
Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah
3 Bappeda, Profil Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kabupaten Barru 2010-2015, Bappeda, Barru,
2015, hlm.3.
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daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut
untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan
yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik
melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2010-2015
KABUPATEN BARRU”.
1.2. Rumusan Masalah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten / Kota merupakan dokumen perencanaan daerah yang
penyusunannya berdasarkan dengan visi dan misi kepala daerah terpilih, dan
tetap mengacu pada dokumen perencanaan jangka panjang baik dari pusat
maupun dari daerah Provinsi. Rencana pembangunan daerah yang berdurasi
5 (lima) tahunan ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan
suatu daerah jika melihat pelaksanaan dan capaiannya.
Berdasarkan Uraian diatas, maka yang menjadi Rumusan Masalah
dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan RPJMD 2010-2015 kabupaten Barru ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan RPJMD
2010-2015 kabupaten Barru ?
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1.3. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan RPJMD 2010-
2015 kabupaten Barru.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan RPJMD 2010-2015 kabupaten Barru.
1.4. Manfaat Penelitian
Manfaat peneilitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemerintahan,
khususnya yang berkaitan dengan kajian perencanaan
pembangunan daerah, dan lebih spesifik mengenai
pelaksanaan RPJMD daerah kabupaten/kota.
2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi
bahan evaluasi pemerintah dalam pelaksanaan rencana
pembangunan daerah, khususnya RPJMD periode selanjutnya,
yang akan mempengaruhi pembangunan yang dilakukan di
kabupaten Barru.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan pustaka berupa uraian teori-teori yang akan menjadi
landasan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksudkan yaitu mengenai
perencanaan, pembangunan, perencanaan pembangunan, sistem
perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah,
dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
2.1. Tinjauan Tentang Perencanaan
Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004, pengertian perencanaan adalah
sebagai berikut :
“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”4
Waterson pada Development Planning, seperti yang dikutip oleh
Coralie Bryant dan Louise G. White mengungkapkan :
“Perencanaan adaalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih
banyak digembar-gemborkan dari pada dipraktekan, lebih
sering didiskusikan ketimbang didefinisikan.5
Ada pula definisi-definisi lain yang lebih luas dan umum serta layak
diingat, seperti yang dikemukakan oleh Russell Ackoff bahwa :
4 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1
5 Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 305-306.
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“Jika dikontraskan dengan pemecahan masalah, perencanaan
seharusnya tak lain adalah penanganan suatu sistem masalah
secara holistik”. Perencaan sering berarti penetapan tujuan-
tujuan dan prioritas-prioritas serta serangkaian kegiatan untuk
mencapainya.6
Definisi lain yang lebih provokatif diajukan oleh Friedmann yang
menulis bahwa :
“Perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan
instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien; ia adalah juga
suatu proses yang mungkin mengatur masyarakat menemukan
masa depannya”. Dilanjutkannya bahwa kita perlu membedakan
antara bentuk perencanaan alokatif dan inovatif. “Yang disebut
di depan mementingkan distribusi sumber daya yang terbatas di
kalangan para pemakai yang bersaing mendapatkannya; yang
disebut kemudian, mementingkan dilakukannya perubahan
struktural dalam suatu sistem hubungan kemasyarakatan.”7
Namun ada lagi butir ketiga mengenai perencanaan ini, yang
dikemukakan oleh Raymond Apthorpe;
“Perencanaan harus bersifat interdisiplin dan mencakup
perencanaan sosial maupun ekonomi. Kedua elemen itu sama
penting, tetapi karena tekanan yang diberikan pada model-
model ekonomi dewasa ini, maka tugas yang tidak dapat
ditunda ialah mencari jalan untuk menggabungkan informasi
sosial dalam proses perencanaan itu.”8
Robert Chambers seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G.
White mengemukakan :
“Perencanaan sebagai suatu proses belajar yang berlangsung
melalui ‘pencangkokan dan modifikasi prosedur secara diam-
diam’ dan bukan melalui rencana-rencana formal. Rencana
6 Ibid, hlm. 307.
7 Ibid.
8 Ibid.
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formal kadang-kadang dapat sia-sia. Yang lebih bermanfaat,
kata Chambers, ialah penajaman sasaran dan pelaksanaan
proyek-proyek yang telah ada, penghimpunan pengalaman
pelaksanaan yang dapat memberikan umpan balik pada
penyusunan usulan di waktu kemudian, perbaikan proses
anggaran dan alokasi, serta pengorganisasian prosedur
penyelidikan dan penelitian serta pengembangan pedesaan.”9
Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P mengemukakan :
“Perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis
kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor
noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor
pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan
dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai
tujuan tersebut.”10
Friedman dalam Glasson (1974: 5) yang dikutip oleh Robinson Tarigan
mengemukakan :
“Planning is primarily a way of thinking about social and
economic problems, planning is oriented predominantly toward
the future, is deeply concerned with the relation of goals to
collective decisions and strives for comprehensiveness in policy
and program : Perencanaan adalah cara berpikir tentang
masalah sosial dan ekonomi, perencanaan berorientasi
terutama ke masa depan, sangat prihatin dengan hubungan
tujuan untuk keputusan kolektif dan berusaha untuk
kelengkapan dalam kebijakan dan program.” 11
Conyers & Hills (1994) dalam Arsyad (1999: 19) yang dikutip kembali
oleh Robinson Tarigan menjelaskan :
“Perencanaan adalah suatu proses yang berkesinambungan
yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan
9 Ibid, hlm. 312.
10 Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm. 3.
11 Ibid, hlm. 4
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berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai
tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.”12
Dari berbagai uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan
penelitian yang akan dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa
perencanaan adalah; Proses pemilihan alternatif kegiatan yang akan
dilaksanakan di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan sumber
daya yang ada, dan mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah
kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, serta hasil yang ingin
dicapai dalam waktu tertentu.
Perencanaan mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan
agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan bagian
penting dalam setiap tindakan. Perencanaan memberikan gambaran besar
terhadap apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas. Perencanaan juga
penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Memiliki perencanaan yang
baik akan membuat pekerjaan lebih efektif. Pelaksanaan dan pengawasan
termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan merupakan unsur yang tidak
bisa dilepaskan dari perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan
pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.
12 Ibid, hlm. 5.
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2.2. Tinjauan Tentang Pembangunan
Michael Todaro seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G.
White, menjelaskan bahwa :
“Pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup
perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap
rakyat dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (inequality),
dan pemberantasan kemiskinan absolut.”13
Abdul Said dan Brady Tyson yang kembali dikutip oleh Coralie Bryant
dan Louise G. White, mengungkapkan :
“Pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang
untuk mempengaruhi masa depannya. Demikianlah, disini tercakup
pengertian “menjadi” (being) dan “mengerjakan” (doing).”14
Ini berarti bahwa proyek dan program-program bukan saja perlu
membuahkan perubahan-perubahan yang fisik dan kongkrit, melainkan juga
perlu menghasilkan hal-hal semacam itu dengan cara tertentu sehingga
rakyat memperoleh kemampuan yang lebih besar untuk memilih dan
memberikan tanggapan terhadap perubahan-perubahan tersebut. Ini berarti
bahwa perubahan yang terencana harus memperhatikan potensi individu-
individu di samping memperhatikan otonomi mereka sebagai pribadi-pribadi.
13 Coralie Bryant dan Louise G. White, Op. Cit, hlm. 3-4.
14 Ibid, hlm. 21.
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Prof. Dr. Sondang P. Siagian mendefinisikan :
“Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha
pertumbuhan dan perobahan yang berencana yang dilakukan
secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah,
menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (national-
building).”15
2.3. Tinjauan Tentang Perencanaan pembangunan
Arthur W. Lewis (1965) seperi di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan :
“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan
kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang
masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang
tersedia secara lebih produktif.” 16
M. L. Jhingan (1984) yang dikutip kembali oleh Sjafrizal, memberikan
definisi bahwa :
“Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan
pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja
oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu
sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu
pula.”17
Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pembangunan dapat
diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau
keputusan-keputusan yang dialkukan oleh pihak pemegang
kekuasaan/kebijakan (pemerintah) yang didasarkan pada data-data dan
15 Sondang P. Siagian, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 2.
16 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hlm. 24-25.
17 Ibid, hlm. 25
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fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu
rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun
nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.
2.4. Tinjauan Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 :
“Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka
panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat
Pusat dan Daerah.”18
Adapun Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu :
1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana19
Sasaran utama perencanaan pembangunan yang ingin dicapai
pemerintah dengan diterapkannya Sistem Perencanaan Pembangunan
18 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab 1
Pasal 1 Ayat 3.
19 Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab IV
Pasal 8.
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Nasional (SPPN) secara menyeluruh di Indonesia tersebut, mencakup lima
hal pokok yaitu :
1. Meningkatkan koordinasi  antar pelaku pembangunan sehingga
hasil yang diharapkan  menjadi lebih optimal.
2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan
daerah serta antar daerah yang terkait.
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam
penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, dan adil.20
2.5. Tinjauan Tentang Perencaaan Pembangunan Daerah
Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan
sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional.
Alasannya adalah karena potensi pembangunan masing-masing daerah
umumnya sangat berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya alam,
sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Perebedaan
potensi pembangunan daerah ini menyebabkan kemampuan daerah untuk
20 Sjafrizal, Ibid, hlm. 89-90.
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bertumbuh dan berkembang menjadi tidak sama antara satu daerah dengan
daerah lainnya. Alasan lain yang cukup penting adalah bahwa pada
perencanaan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah tidak
terlalu menonjol sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat. Sedangkan
dalam perencanaan pembangunan daerah motor utamanya adalah
pemerintah daerah sendiri.
Dalam era otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 yang lalu,
perencanaan pembangunan daerah semakin diperlukan dan menentukan
karena kewenangan pemerintah daerah sudah semakin besar. Namun
demikian, perlu diingat bahwa sesuai dengan undang-undang SPPN 2004
perencanaan pembangunan daerah adalah merupakan satu kesatuan yang
tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan
perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah harus tetap mengacu dan mempedomani
dokumen perencanaan pembangunan nasional agar terwujud sinergi dan
keterpaduan pembangunan baik antara pusat dan daerah, maupun antar
daerah sendiri. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam undang-undang
no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai perencanaan
pembangunan daerah, yaitu :
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“Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana
pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.”21
Adapun pendekatan serta prinsip yang digunakan dalam perencanaan
pembangunan daerah, telah dijelaskan pula dalam undang-undang
pemerintahan daerah 2014, sebagai berikut :
“Perencanaan pembangunan daerah menggunakan
pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah
dan bawah-atas.22
“Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.23
Adapun produk akhir (output) dari perencanaan pembangunan daerah
berupa dokumen yang dijelaskan pula dalam uu pemerintahan daerah no. 23
tahun 2014, yang terdiri atas :
1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)
2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
3. RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)24
21 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bab X pasal 260 ayat 1.
22 Ibid, pasal 261 ayat 1.
23 Ibid, pasal 262 ayat 1.
24 Ibid, pasal 263 ayat 1
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2.6. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)
Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan
penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-
Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamantkan pula
bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat
diselesaikan dan ditetapkan. Di sini terlihat betapa penting dan mendesaknya
penyusunan RPJMD dalam pemerintahan dan pengelolaan pembangunan
suatu daerah. Lebih jauh lagi bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut,
pemerintah daerah dalam hal ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya
dituntut untuk melaksanakan dengan baik dan maksimal setiap program dan
kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencaaan tersebut.
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa penyusunan dokumen
RPJMD harus sudah dapat diselesaikan dan ditetapkan selambat-lambatnya
3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah baru dilantik. Dalam paraktiknya
dilapangan, penyusunan dan penetapan RPJMD selama 3 (Tiga) bulan ini
jelas terlalu singkat waktunya sehingga sulit direalisasikan. Terlebih lagi bila
RPJMD tersebut akan ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda)
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yang ternyata juga cukup memakan waktu dalam pembahasan di DPRD
setempat. Karena itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
masa penyusunan RPJMD tersebut diperpanjang menjadi maksimum 6
(Enam) bulan sesudah kepala daerah resmi dilantik.25
Selain mengenai periode waktu RPJMD, yang juga menjadi bagian
penting adalah pola penulisan. Hal yang penting diupayakan dalam hal ini
adalah seberapa jauh dokumen perencanaan tersebut bersifat operasional
dan bermanfaat untuk mengarahkan para pelaku pembangunan daerah
dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sehingga sasaran yang
diinginkan dapat terwujud. Adapun Variasi dalam pola penulisan RPJMD
dijelaskan oleh Szafrizal dalm bukunya tentang Perencanaan Pembangunan
Daerah Dalam Era Otonomi Daerah.
“Secara umum, dewasa ini terdapat dua pola penulisan RPJMD yang
berlaku di Indonesia. Pertama, adalah mengikuti pola Bappenas yang
dapat dilihat dari buku RPJM Nasinal 2004-2009 dan 2010-2014 yang
telah diterbitkan sebelumnya secara resmi. Pola ini didasarkan pada
amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan
bahwa penyusunan RPJMD harus mengacu pada RPJM Nasional.
Kedua, adalah mengikuti pola penulisan sebagaimana ditetapkan
dalam Surat Edaran (SE) Mendagri No. 050/2020/SJ tanggal 11
agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
dan RPJM Daerah yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk
Permendagri 54 Tahun 2010.”26
25 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta,
2015, hlm. 318.
26 Ibid, hlm. 320.
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Berdasarkan uraian diatas mengenai pola penyusunan RPJMD,
berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
SPPN, aspek yang penting dipertimbangkan dalam menentukan pola
penulisan RPJMD mana yang akan digunakan adalah tergantung dari
seberapa jauh suatu pola penulisan rencana tersebut secara operasional
dapat berfungsi sebagai alat untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan
pelaku para pembangunan. Disamping itu perlu pula dipertimbangkan
seberapa jauh pola penulisan rencana tersebut dapat menjabarkan visi dan
misi daerah bersangkutan dan mudah dipahami oleh pelaku pembangunan
dan publik.
Adapun unsur dalam daftar isi RPJMD pola Permendagri 54 tahun
2010, adalah sebagai berikut :
1. Pendahuluan
2. Gambaran umum kondisi daerah
3. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
4. Analisis isu-isu strategis
5. Visi, misi, tujuan, dan sasaran
6. Strategi dan arah kebijakan
7. Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
8. Penetapan indikator kinerja daerah
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9. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan27
Berdasarkan unsur yang telah diuraikan diatas, untuk menjelaskan
pelaksanaan RPJMD suatu daerah dapat dilihat dari program pembangunan
yang dijabarkan dari kebijakan umum, kemudian diuraikan ke dalam kegiatan
pembangunan, serta melihat capaiannya berdasarkan indikator kinerja atau
indikator sasaran yang telah ditetapkan.
2.7. Kerangka Konsep
Setiap daerah dituntut untuk terus melakukan pembangunan yang
sesuai dengan tujuan negara Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan
perencanaan yang baik, cermat, dan akurat. Berkaitan dengan hal tersebut
telah di atur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Undang-Undang No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada bagian pembangunan
daerah.
Keberhasilan perencanaan pembangunan suatu daerah tergantung
bagaimana proses penyusunannya. Pada tingkat daerah kabupaten/kota,
Bappeda menjadi badan yang berperan penting dalam hal tersebut, yang
tentunya tetap di dukung oleh pihak-pihak terkait lainnya seperti kepala
daerah dan masyarakat daerah tersebut. Setealah proses penyusunan, yang
27 Ibid, hlm. 326.
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menjadi bagian paling penting adalah bagaimana pemerintah daerah dalam
hal ini setiap SKPD beserta dengan pihak pendukung lainnya dapat
melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rencana pembangunan tersebut.
Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Barru
merupakan daerah yang harus memperlihatkan kemajuan dalam
pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut harus di mulai dengan
adanya perencanaan yang baik. Dalam perencanaan pembangunan terdapat
sistem yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat,
dalam hal ini sistem yang penulis maksud adalah pendekatan (teknokratis,
partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas) dan prinsip (transparan dan
partisipatif) yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah
seperti yang terdapat dalam uu no. 23 tahun 2014 tentang pemeritahan
daerah bab X yang membahas mengenai pembangunan daerah bagian
kedua tentang perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian akan
berlanjut pada proses/tahapan perencanaan yang berupa penyusunan
rencana hingga evaluasi, seperti yang dijelaskan pada uu no. 25 tahun 2004
tentang SPPN. Dari proses tersebut akan menghasilkan dokumen
perencanaan pembangunan daerah berupa RPJPD yang berisi tentang visi
misi dan arah pembangunan daerah yang berdurasi 20 (dua puluh) tahun,
RPJMD yang berdurasi waktu 5 (lima) tahun yang memuat kebijakan
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keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program
SKPD dan lintas SKPD, program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja, dan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD,
berdurasi tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.
Kemajuan pembangunan suatu daerah (kabupaten Barru) dapat dilihat
dari keberhasilan rencana pembangunannya terutama RPJMD yang
didalamnnya terdapat penjabaran dari visi misi pemerintahan daerah pada
satu periode, untuk itu perlu adanya proses evaluasi. Dalam melakukan
evaluasi, penulis akan menjabarkan pelaksanaan RPJMD yang dimaksud
berdasarkan program pembangunan yang kemudian dituangkan ke dalam
kegiatan pembangunan, serta melihat capaian dari program dan kegiatan
pembangunan tersebut berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan,
setelah itu penulis melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi pelaksanaan tersebut, berupa faktor pendukung dan faktor
penghambatnya. Berikut ini skema kerangka konsep penelitian ini :
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Gambar I. Kerangka Konsep Penelitian
PELAKSANAAN RPJMD 2010-2015
KABUPATEN BARRU
- Program pembangunan daerah
- Kegiatan pembangunan daerah
- Capaian program dan kegiatan
berdasarkan indikator sasaran
(Terlampir)
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PELAKSANAAN RPJMD
2010-2015 KABUPATEN BARRU
-Faktor Pendukung :
1. Adanya Kolaborasi / Kerja Sama Antar SKPD
2. Anggaran Yang Mencukupi
-Faktor Penghambat :
1. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Masih Kurang
2. Adanya Program / Kegiatan Yang Bersifat Kondusif / Tidak
Menentu
3. Adanya Perubahan Kebijakan
4. Ritme / Periode Pemerintah Pusat dan Daerah Yang Berbeda
5. Faktor Kondisi Alam
EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD 2010-2015
KABUPATEN BARRU
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BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengungkap informasi
kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna
dengan cara mendeskripsikan permasalahan secara faktual, sistematik dan
akurat.
Melalui pendekatan kualitatif ini, data dan informasi diterjemahkan dan
diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga realita mengenai pelaksanaan
rencana pembangunan jangka menengah daerah di Kabupaten Barru dapat
terungkap sebagaimana yang diinginkan.
3.2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Barru provinsi Sulawesi-
Selatan, dalam hal ini kantor Bappeda dan kantor SKPD Kabupaten Barru
yang menjadi sampel dalam penelitian. Lokasi ini dipilih berdasarkan yang
telah penulis kemukakan pada latar belakang bahwa kabupaten Barru
merupakan daerah yang sedang merintis pembangunannya, dan RPJMD
memiliki peran penting dalam pembangunan, sehingga penulis tertarik
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melakukan penelitian mengenai evaluasi pelaksanaan RPJMD di daerah
tersebut.
3.3. Informan Penelitian
Informan adalah  orang yang darinya dapat diperoleh informasi
tentang segala aspek yang relevan dengan pelaksanaan rencana
pembangunan jangka menengah di Kabupaten Barru. Tentunya, informan
yang dimaksud adalah mereka-mereka yang secara langsung terlibat dalam
pelaksanaan RPJMD tersebut. Secara garis besar, para informan tersebut,
antara lain:
- Staf Bappeda, dalam hal ini adalah :
- Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan Dan Statistik
Bappeda Kabupaten Barru.
- Sekretaris Bidang Penelitian, Pengembangan Dan
Statistik Bappeda Kabupaten Barru
- SKPD Kabupaten Barru, sebagai sampel dalam hal ini adalah :
- Para Kepala Dinas/Sekretaris Dinas (Dinas Pertanian
Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Kelautan dan
Perikanan, Diskoperindag, Dinas Pekerjaan Umum).
- Sekretaris BPMD
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- Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat
3.4. Jenis Dan Sumber Data
A. Data Primer
Data Primer, yaitu data yang di peroleh secara langsung di
lapangan dengan sumber data adalah responden yang dijadikan
sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan
memahami permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian.
B. Data sekunder
Data Sekunder, yaitu data penelitian yang di peroleh dari
Instansi terkait, berupa dokumen-dokumen, laporan-laporan dan buku-
buku serta hasil penelitian Ilmiah yang di anggap relevan dengan
masalah dan tujuan penelitian.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh
penulis dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan, yaitu melalui
beberapa teknik pengumpulan data sebagai  berikut:
a. Wawancara; yaitu suatu cara untuk mendapatkan dan
mengumpulkan data melalui tanya jawab dan dialog atau
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diskusi dengan informan yang dianggap mengetahui tentang
kondisi objektif dari masalah yang diangkat penulis di daerah
yang dimaksud dalam penelitian ini.
b. Observasi; yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan
pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk
memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek
penelitian.
c. Dokumentasi; yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan
menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan
yang diteliti.
d. Penelusuran Data Online, yaitu mencari dan memperoleh data
yang berhubungan dengan penelitian dengan mengakses
internet.
3.6. Definisi Operasional
Definisi operasional dibuat dengan tujuan mengoperasionalkan
konsep-konsep atau variabel-variabel penelitian agar dapat diukur dalam
menjawab masalah. Untuk mempermudah dan memperjelas pemahaman
terhadap konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka
dikemukakan definisi operasional sebagai berikut :
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1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bappeda
dalam menyusun  langkah-langkah strategis yang melibatkan
berbagai unsur sebagai pemanfaatan sumber-sumber daya
yang ada dan akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dalam
meningkatkan pembangunan daerah kabupaten Barru.
2. Produk akhir (output) dari perencanaan pembangunan daerah
berupa ditetapkannya dokumen perencanaan yaitu RPJPD
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), dan
RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
3. RPJMD merupakan rencana pembangunan daerah berdurasi 5
tahun yang didalamnya terdapat penjabaran visi misi
pemerintahan daerah. Untuk melihat keberhasilan pemerintah
daerah selama satu periode yaitu dengan mengevaluasi
pelaksanaan RPJMD tersebut, serta melihat faktor pendukung
dan penghambat pelaksanaannya.
4. Pelaksanaan RPJMD yang di maksud penulis adalah RPJMD
dari SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian, yaitu BPMD
(Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Badan
Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, Dinas
Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas Kelautan
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dan Perikanan, Dikoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian,
dan Perdagangan), dan Dinas Pekerjaan Umum.
5. Untuk menjelaskan pelaksanaan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru, penulis akan menguraikan program
pembangunan daerah, kegiatan pembangunan daerah, serta
capaian dari program dan kegiatan pembangunan berdasarkan
indikator sasaran yang telah ditetapkan dari masing-masing
SKPD yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.
3.7. Teknik Analisis Data
Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data
dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Yaitu suatu analisis yang
berusaha mencari hubungan dan makna dari data yang dinyatakan dalam
bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali informasi
dari para informan yang selanjutkan dideskripsikan dan diinterpretasi serta
disimpulkan sebagai jawaban dari masalah pokok yang diteliti.
35
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Profil Daerah Penelitian
4.1.1. Luas dan Batas Wilayah
Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau,
Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak di pesisir
pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78
Km. Secara geografis terletak diantara Koordinat 4º0.5’35” - 4º47’35” Lintang
Selatan dan 199º35’00” - 119º49’16” Bujur Timur dengan luas wilayah
1.174,72 Km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 Km disebelah Utara Kota
Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui
perjalanan darat ± 2,5 Jam. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas
7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau,
Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja,
Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu dan
terdiri dari 14 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai
berikut :
- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
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- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.
Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan merupakan
daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-
Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel I. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru
NO Kecamatan Desa/Kelurahan LuasKM2 %
1 TANETE RIAJA 7 174,29 14,84
2 TANETE RILAU 10 79,17 6,74
3 B A R R U 10 199,32 16,97
4 SOPPENG RIAJA 7 78,90 6,71
5 MALLUSETASI 8 216,58 18,44
6 PUJANANTING 6 314,26 26,75
7 BALUSU 6 112,20 9,55
Total 54 1174,72 100%
Sumber Data : Kabupaten Barru dalam Angka, Tahun 2015
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Gambar II. Peta Wilayah Kabupaten Barru
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4.1.2. Iklim dan Cuaca
Tabel II
Jumlah Hari Hujan dan Curah Hujan setiap Bulan di Kabupaten Barru, 2014
Bulan/Tahun Jumlah Hari Hujan Curah Hujan
Januari 24 689
February 15 246
Maret 16 363
April 12 266
Mei 13 156
Juni 14 114
Juli 6 102
Agustus 4 44
September 0 0
Oktober 1 17
November 16 173
Desember 22 660
2014 143 2830
2013 162 5266
2012 161 2350
2011 172 3664
Sumber : Kabupaten Barru Dalam Angka, 2015.
4.1.3. Keadaan Sosial Dan Ekonomi
4.1.3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk
Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014 pada bulan Juli penduduk
Kabupaten Barru berjumlah sekitar 170 316 jiwa. Dari jumlah tersebut
tercatat bahwa penduduk perempuan lebih banyak dibanding dengan laki-
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laki, sehingga mempunyai rasio jenis kelamin sekitar 92 yang berarti diantara
100 perempuan terdapat 92 laki-laki .
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Barru dari tahun1990
(SP90 146 653 jiwa) sampai tahun 2000 (SP00 151 247 jiwa) adalah 0,34
persen per tahun. Sedangkan LPP selama periode 2000-2014 (SP00 dan
Penduduk Tahun 2014) sekitar 1,22 persen per tahun. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa dalam dua periode di atas, pertambahan penduduk di
daerah ini dapat dikendalikan .
Kalau dilihat dari komposisi umur penduduk dapat diperoleh Angka
Beban Tanggungan (ABT) yang secara kasar dapat mencerminkan indikator
ekonomi. Makin rendah ABT diperkirakan indikator ekonomi penduduk suatu
daerah makin baik, karena dapat dikatakan bahwa jumlah tanggungan
penduduk usia produktif (usia 15- 65 tahun) yaitu penduduk usia muda (0-14
tahun) dan usia lanjut (65 tahun ke atas) juga semakin mengecil. ABT di
Kabupaten Barru sekitar 56,36 hal ini menunjukkan bahwa setiap seratus
penduduk usia produktif secara hipotesis/teori menanggung sekitar 56
penduduk usia non produktif (usia muda dan lanjut).
4.1.3.2. Keadaan Kesehatan
Angka Harapan Hidup (e0) atau lamanya hidup terhitung sejak lahir,
yang ternyata sedikit mengalami peningkatan dari 67,69 tahun (tahun 2012)
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menjadi 67,73 tahun (tahun 2014). Besar kecilnya AHH dipengaruhi oleh
banyak variabel baik yang bersifat endogen (kondisi bawaan) maupun
eksogen (pengaruh dari luar). Khusus untuk varibel eksogen dapat dibuat
daftar yang cukup panjang diantaranya mencakup input makanan, upaya
kesehatan dan kondisi lingkungan yang juga dipengaruhi oleh variabel
lainnya.
Pengaruh variabel-variabel tersebut dapat bersifat langsung maupun
tidak langsung, dapat seketika maupun dengan tenggang waktu (time lag)
tertentu. Pengaruh variabel-variabel tersebut bekerja secara tersendiri
maupun bersinergi dengan variabel lain.
Sementara itu, terdapat beberapa variabel yang diperkirakan
berpengaruh terhadap AHH/e0. Secara umum diharapkan bahwa dengan
semakin tingginya persentase balita yang ditolong kelahirannya oleh tenaga
medis akan semakin tinggi kemungkinan kelangsungan hidupnya.
Tetapi perkiraan hubungan tersebut dapat menyimpang jika pertolongan
tenaga medis digunakan untuk proses kelahiran yang abnormal dan dengan
penanganan yang sudah terlambat. Demikian pula jika dihubungkan dengan
beberapa variabel lain seperti persentase bayi yang disusui secara eksklusif
selama 4-6 bulan, persentase balita yang telah diimunisasi secara lengkap,
serta tingkat ketersediaan puskesmas dan dokter.
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Terlepas dari keterkaitan tersebut gambaran data menunjukkan perlu
adanya intervensi, terutama dari pemerintah untuk memperbaiki derajat
kesehatan masyarakat seperti perluasan cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga medis.
4.1.3.3. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan penduduk Kabupaten Barru berdasarkan hasil
Susenas 2014 ternyata cukup bervariasi. Hal ini tercermin dari indikator yang
mencakup rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, angka rata-
rata lama sekolah sekolah dan persentase penduduk yang telah menamatkan
SLTP ke atas.
Rata-rata Lama Sekolah (MYS), terlihat diatas 7 tahun. Hal ini
menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru rata-rata hanya
menamatkan sekolah sampai pada tingkat SD, ini tercermin masih rendahnya
penduduk yang tamat SLTP ke atas. Sementara itu Angka Partisipasi
Sekolah (APS) pada usia SLTP (13-15 tahun) dan SLTA (16-18 tahun) serta
perguruan tinggi (19-24 tahun) juga masih tergolong rendah. Kondisi seperti
ini mungkin disebabkan oleh faktor fasilitas pendidikan yang masih kurang
memadai dan sukar dijangkau, disamping masih rendahnya kesadaran para
orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.
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4.1.3.4. Keadaan Ketenagakerjaan
Bekerja adalah kegiatan untuk memperoleh atau membantu
memperoleh penghasilan bagi kelangsungan hidup seseorang atau
sekelompok orang tertentu. Bekerja atau tidaknya seseorang dipengaruhi
oleh adanya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan non ekonomi. Adanya
tekanan kebutuhan ekonomi akan memaksa paling tidak satu orang dari
suatu rumahtangga untuk bekerja. Makin besar tekanan tersebut makin
banyak anggota rumah tangga yang terjun ke pasar tenaga kerja baik bekerja
maupun mencari pekerjaan. Mereka yang bekerja dan mereka yang sedang
mencari pekerjaan disebut dengan angkatan kerja (AK).
Dalam kondisi krisis ekonomi sesungguhnya akan semakin banyak
penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja, tetapi kondisi krisis pula
yang mengakibatkan terbatasnya peluang/kesempatan kerja. Salah satu
akibatnya dapat berupa peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT),
tetapi data tahun 2013 dibandingkan data tahun 2014 menunjukkan
penurunan TPT (dari 4,51 persen menjadi 2,27 persen).
Dampak krisis ekonomi lebih terasa pada sektor industri, yang banyak
mengandalkan komponen import. Mereka yang kehilangan pekerjaan dari
sektor industri kemudian sebagian beralih ke sector pertanian dan jasa
(termasuk perdagangan) yang bersifat fleksibel dalam penyerapan tenaga
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kerja. Hal ini tercermin dari penyerapan tenaga kerja sektor industri relatif
kecil dibanding dengan sektor pertanian dan jasajasa.
Gambaran dampak krisis terhadap keadaan ketenagakerjaan tingkat
propinsi sekilas tidak terlalu mengkhawatirkan, tetapi keadaan
ketenagakerjaan di beberapa kabupaten/kota ternyata mengalami
kemerosotan. Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah dalam bentuk
kombinasi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) disertai
dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Hal tersebut terutama
berkaitan dengan sangat minimnya kesempatan kerja yang berakibat pada
tingginya TPT dan bahkan sebagian keluar dari angkatan kerja.
4.1.3.5. Fasilitas Perumahan
Keadaan perumahan (kualitas dan fasilitas) menggambarkan tingkat
kesejahteraan dan budaya, serta kondisi sosial-ekonomi penduduk yang
dapat saling berinteraksi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi kondisi
kesehatan penduduk. Rumah tradisional penduduk Kabupaten Barru adalah
rumah panggung yang berlantai dan berdinding kayu, serta beratap
dedaunan.
Seiring dengan perkembangan teknologi serta ekspose terhadap pola
hidup masyarakat lain berangsur-angsur terjadi perubahan. Perubahan yang
utama adalah jenis atap yang beralih dari dedaunan menjadi seng, serta
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perubahan pemanfaatan kolong rumah panggung menjadi tempat hunian
sehingga lantai dan dinding berubah menjadi tembok/semen. Perkembangan
berikutnya adalah pergeseran pembangunan rumah baru dari rumah
panggung menjadi bukan panggung. Pergeseran tersebut diantaranya
mengakibatkan adanya rumah yang masih berlantai tanah, yang tentunya
berdampak kurang baik bagi kesehatan penghuninya.
4.1.3.6. Ekonomi (PDRB)
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB atas
dasar harga konstan yang diperoleh pada tahun tertentu dibandingkat
dengan nilai PDRB sebelumnya. Penggunaan angka atas dasar harga
konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga,
sehingga perubahan yang diukur adalah perubahan produksi yang
menggambarkan pertumbuhan riil ekonomi, sedangkan harga konstan yang
dimaksud adalah harga konstan tahun 2010.
Bila diperhatikan selama periode 2010-2014, terlihat bahwa
perekonomian Kabupaten Barru berpluktuasi, hal ini terlihat bahwa
pertumbuhan ekonomi berada kisaran 6,06 persen sampai 8,39 persen,
dengan pertumbuhan rata-rata 7,43 persen. Secara keseluruhan
pertumbuhan ekonomi didaerah ini dalam periode tersebut cukup tinggi, pada
tahun 2014 pertumbuhan sedikit melambat yang disebabkan melambatnya
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pertumbuhan sektor peternakan yang mempunyai share 4,51 persen
terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Barru.
Struktur ekonmi Kabupaten Barru dapat dilihat dari peranan masing-
masing kategori dalam sumbangannya terhadap PDRB total atas dasar harga
berlaku (ADHB). Di Kabupaten Barru tahun 2014, peranan sektor pertanian
terhadap perekonomian masih cukup besar yakni sebesar 7,63 persen,
meningkat dibanding tahun 2013 yaitu 5,35 persen. Tingginya peranan ini
ditopang oleh lapangan usaha tanaman pangan dengan kontribusi 4,02
persen pada tahun 2014 naik dari 1,13 persen pada tahun 2013 . Hal ini
menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Barru
perekonomiannya masih mengandalkan pada pertanian tanaman pangan.
Tabel dibawah ini menyajikan pertumbuhan dan perkembangan
ekonomi Kabupaten Barru Tahun 2010-2014 :
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Tabel III
Perkembangan dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barru seri
2010 Tahun 2010-2014
Tahun
PDRB adl
Berlaku
(Juta Rp)
Perkembangan
(Persen)
PDRB adlh
Konstan
(Juta Rp)
Pertumbuhan
(Persen)
(1) (2) (3) (4) (5)
2010 2.560.344,98 2.560.344,98
2011 2.914.969,86 13,85 2.768.518,38 8,13
2012 3.363.617,10 15,39 3.000.719,47 8,39
2013 3.816.794,62 13,47 3.238.153,56 7,91
2014 4.396.905,91 15,20 3.453.222,26 6,64
Rata-rata XXXXX 14,48 XXXXX 7,77
Sumber : IPM Publikasi Bappeda, 2015.
Kategori lain mempunyai kontribusi cukup besar terhadap
pembentukan total PDRB Kabupaten barru adalah kategori Perdagagan
besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 11,49 persen,
kategori jasa lainnya sebesar 15,27 persen dan kategori transportasi dan
pergudangan sebesar 10,71. persen. Sebaliknya yang paling kecil
kontribusinya adalah kategori pengadaan air, pengolahan sampah, limbah
dan daur ulang yaitu hanya 0,33 persen,
Penghitungan PDRB perkapita dihitung dengan membagi PDRB atas
harga berlaku dengan penduduk pertengahan tahun. Hasil olahan
menunjukkan bahwa PDRB perkapita di Kabupaten Barru pada tahun 2011
sebesar Rp.17.386.923 dan tahun 2012 naik menjadi Rp.20.017.479, tahun
2013 naik menjadi Rp.22.544.297.kemudian pada tahun 2014 naik menjadi
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Rp.25.816.165. Angka tersebut bukan merupakan penerimaan secara riil
merata disemua penduduk, tetapi menggambarkan rata-rata tingkat
pendapatan penduduk.
4.1.4. Visi dan Misi
Visi Pemerintah daerah Kabupaten Barru 2010-2015 mengacu pada
yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan
kepala daerah tahun 2010 yaitu;
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru
selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :
1. Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru
menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang
meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek
huruf dan daya beli masyarakat.
2. Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh
masyarakat Barru.
3. Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang
dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya/adat-
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istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan
antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya
keberlanjutan pembangunan.
4. Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing
dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan
dan harga diri.
5. Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan
kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi yang ditetapkan sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas manusia
2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk
kesejahteraan masyarakat
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif
4. Mengembangkan interkoneksitas wilayah.
5. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih
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4.2. Pembahasan
4.2.1. Pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diwajibkan
penyusunannya kepada pemerintah tingkat daerah sesuai dengan Undang-
Undang  Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Di samping itu, undang-undang tersebut mengamantkan pula
bahwa 3 (Tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik, penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut harus dapat
diselesaikan dan ditetapkan, meskipun kemudian karena berbagai
pertimbangkan, akhirnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006, masa penyusunan RPJMD tersebut diperpanjang menjadi
maksimum 6 (Enam) bulan sesudah kepala daerah resmi dilantik. Di sini
terlihat betapa penting dan mendesaknya penyusunan RPJMD dalam
pemerintahan dan pengelolaan pembangunan suatu daerah. Lebih jauh lagi
bahwa setelah penyusunan RPJMD tersebut, pemerintah daerah dalam hal
ini setiap SKPD serta pihak pendukung lainnya dituntut untuk melaksanakan
dengan baik dan maksimal setiap program dan kegiatan yang telah
ditetapkan pada dokumen perencaaan tersebut.
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Pada bagian ini penulis akan memaparkan program pembangunan
daerah dari setiap SKPD yang dijadikan sampel oleh penulis, program
tersebut terdapat dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru yang
dirumuskan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah daerah tersebut, kemudian menguraikan bagaimana pelaksanaan
dan capaian berdasarkan indikator sasaran dari program dan kegiatan
tersebut.
1. BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)
Berdasarkan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru, program
pembangunan dari BPMD sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan masyarakat miskin
2. Program percepatan pembangunan pedesaan
3. Program peningkatan peran perempuan di pedesaan
4. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
5. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
6. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
7. Program pengembangan otonomi daerah
8. Program pengembangan otonomi desa
Dari setiap program yang telah ditetapkan di atas, kemudian
dijabarkan menjadi kegiatan pembangunan, sebagai berikut :
51
1. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PIK PAKET)
2. Pendampingan dan administrasi PNPM-MP yang terintegrasi
3. Pembinaan dan pemberdayaan peran perempuan dan
Kelompok Dasa Wisma
4. Pembinaan, pelatihan, dan pelaksanaan HKG dan Rakerda
PKK
5. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan,
Dusun/Lingkungan ( MUSRENBANGDES)
6. Pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat
7. Pembinaan dan penguatan penyelenggaraan alokasi dana desa
8. Perlombaan desa/kelurahan
9. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
10.Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang
pembangunan kawasan pedesaan
11.Pelatihan keterampilan manajemen BUMDES
12.Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan/BUMDES
13.Pelatihan keterampilan usaha industri kerajinan
14.Pengembangan dan rekayasa TTG dan teknologi baru
pedesaan
Kegiatan pembangunan diatas sebagai bentuk realisasi dari program
yang telah ditetapkan dalam RPJMD, yang secara umum telah dilaksanakan
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dalam 5 (lima) tahun masa berlaku RPJMD itu sendiri, namun diakui oleh
sekretaris BPMD bahwa meskipun sudah melewati durasi waktu berlakunya
RPJMD, namun BPMD tetap melakukan pembinaan terhadap
program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
“Kalau kita di BPMD sendiri, terkait dengan RPJMD kemarin, walaupun
sebagian kegiatan sesuai amanah RPJMD itu sendiri sudah sampai 5
(lima) tahun, namun ada beberapa program kegiatan yang tetap
menjadi lokus pembinaan kita ke depan, artinya bukan hanya sampai
di 2015 (berkelanjutan), cuma mungkin programnya tidak se-detail apa
yang ada di RPJMD sebelumnya karena disini sisa melakukan
pembinaan ke bawah, misalnya program yang terkait dengan
kemiskinan, disitu ada salah satu kegiatan implementasi
penaggulangan kebijakan terpadu (PIK PAKET), terkait dengan
program tersebut walaupun sudah tidak diberikan bantuan lagi, namun
tetap dilakukan pembinaan terhadap kelompok yang telah diberikan
bantuan sebelumnya”28
Pelaksanaan RPJMD oleh BPMD juga dibuktikan dengan adanya
terobosan-terobosan yang dilakukan semenjak masa berlaku RPJMD
tersebut, sebagai berikut :
1. Dana 500 juta/desa
2. PNPM Terintegrasi
3. PIK PAKET
4. BUMDES
28 Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 09.13 wita.
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5. PKUP 29
Adapun capaian dari RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
berdasarkan indikator sasarannya, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Jumlah desa dengan kelompok masyarakat miskin yang
mendaptkan fasilitasi dari 28 kelompok dari 24 desa/kelurahan
pada tahun 2009 menjadi 54 kelompok dari 54 desa/kelurahan
pada tahun 2015. Dari target 54 kelompok dari 54 desa/kelurahan
telah terealisasi sebanyak 59 kelompok dari 54 desa/kelurahan,
sehingga sasaran yang ada telah dicapai bahkan melampaui
target.
- Meningkatnya kualitas peran serta perempuan pada lembaga
pemerintah, politik, ekonomi produktif, sosial budaya, agama dan
pembinaan organisasi perempuan dari 40 % tahun 2009 menjadi
80 % pada tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut
telah ditargetkan pencapaian 73,35 %, dan telah terealisasi
sepenuhnya sebanyak 73,35 % pula.
- Desa/dusun yang melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan secara partisipatif dengan basis data yang akurat
dari 50 % pada tahun 2009 menjadi 90 % pada tahun 2015.
29 Bappeda, Profil Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kabupaten Barru 2010-2015, Bappeda, Barru,
2015, hlm. 53.
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Berdasarkan indikator sasaran tersebut, ditetapkan target
sebanyak 83,35 % dan telah terealisasi sepenuhnya sebanyak
83,35 % pula.
- Desa/kelurahan yang mengikuti perlombaan desa/kelurahan
sebanyak 13 desa/kelurahan setiap tahun. Dari 13 desa/kelurahan
yang telah ditargertkan tersebut. Pada realisasinya telah sesuai
yaitu 13 desa/kelurahan setiap tahun.
- Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan
anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terlatih
sebanyak 5 orang/desa pada tahun 2009 menjadi 12 orang/desa
pada tahun 2015. Dari target 12 orang yang telah terealisasi
sebanyak 10 orang pada tahun 2014.
- Aparat pemerintah desa/kelurahan yang memahami perencanaan
partisipatif dari 25 % pada tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun
2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut ditetapkan target
sebanyak 66 %, dan telah terealisasi sebanyak 66 % pula.
- Jumlah desa/kelurahan yang memiliki BUMDES / Lembaga
Ekonomi Masyarakat dari 0 desa pada tahun 2009 menjadi 40
desa pada tahun 2015 dan berfungsinya BUMDES sebesar 60 %
pada tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut,
ditetapkan target dengan jumlah desa/kelurahan yang memiliki
BUMDES / Lembaga Ekonomi Masyarakat sebanyak 40
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desa/kelurahan, dan telah dicapai sepenuhnya dengan jumlah 40
desa/kelurahan tersebut, serta berfugsinya BUMDES dengan target
48 % juga telah direalisasikan sebanyak 48 % pula.
- Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok usaha yang
menerapkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 20 desa/kelurahan pada
tahun 2009 menjadi 40 desa/kelurahan pada tahun 2015.
Berdasarkan indikator sasaran tersebut, ditetapkan target 36 %
dan telah direalisasikan sepenuhnya sebanyak 36 % tersebut.
Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa
meskipun program dari RPJMD telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan
pembangunan selama lima tahun, namun kedepannya tetap perlu
ditindaklanjuti dengan adanya pembinaan, serta perlu adanya sinkronisasi
antara RPJMD selanjutnya agar tetap mendukung apa yang telah
dilaksanakan pada RPJMD 2010-2015 tersebut.
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Program pembangunan dari Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
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2. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
3. Program pendidikan politik masyarakat
4. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
5. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
6. Program pengembangan wawasan kebangsaan
Setiap program tersebut telah dijalankan oleh Badan Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat, namun pelaksanaannya
sendiri bersifat fleksibel berdasarkan pada jumlah anggaran yang diberikan,
seperti yang diungkapkan oleh kepala Kesbangpol :
“Kita sudah laksanakan semua program tersebut sesuai dengan dana
yang ada, dengan adanya kegiatan itu tentunya ada pengaruh positif
dalam meningkatkan keamanan masyarakat”30
Pelaksanaan yang dimaksud adalah dengan adanya turunan dari
program pembangunan tersebut yang berupa kegiatan yang dilakukan
selama periode berlakunya RPJMD, sebagai berikut :
1. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan
lingkungan
2. Pemantauan orang asing dan lembaga LSM asing
3. Penguatan jaringan Kominda
30 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 10.35 wita.
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4. Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
5. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Miras dan
Narkoba
6. Seminar, Talk Show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
7. Pelaksanaan forum komunikasi, sosialisasi, dan dialog
8. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
bangsa
9. Fasilitasi forum pengkajian masalah strategis daerah
10.Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan
beragama
Adapun capaian dari program dan kegiatan dari Badan Kesatuan
Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat pada RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru berdasarkan indikator sasarannya, adalah sebagai berikut :
- Menurunnya tingkat kriminalitas dari 1.435 kasus pada tahun 2009
menjadi 1.005 kasus pada tahun 2015. Berdasarkan target
ditetapkan 1.077 kasus pada tahun 2014 kasus, dan realisasinya
adalah 1.013 kasus pada tahun tersebut, berarti telah mencapai
sasaran.
- Kondusifnya kehidupan berdemokrasi dan politik di masyarakat dari
60 % pada tahun 2009 menjadi 90 % pada tahun 2015.
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Berdasarkan indikator sasaran tersebut target pada tahun 2014
yaitu sebanyak 80 % telah terealisasi.
- Menurunnya Penyakit Masyarakat (PEKAT) dari 103 kasus pada
tahun 2009 menjadi 61 kasus pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut, target pencapaian sampai 2014 dengan
68 kasus, pada realisasinya hanya ada 51 kasus, sehingga target
telah dicapai.
- Jumlah dialog forum wawasan kebangsaan yang difasilitasi dari 2
kali pada tahun 2009 menjadi 10 kali pada tahun 2015. Dari
indikator sasaran tersebut, target pada tahun 2014 yaitu 9 kali telah
terealisasi sebanyak 10 kali.
- Tertanganinya permasalahan strategis daerah dari 50 % pada
tahun 2009 menjadi 75 % pada tahun 2015. Dari target tersebut
telah direalisasikan mencapai 100 % pada tahun 2014.
- Rukunnya kehidupan dan kesadaran beragama dari 75 % pada
tahun 2009 menjadi 95 % pada tahun 2015. Berdasarkan indikator
sasaran tersebut telah ditargetkan 90 % pada tahun 2014 namun
hanya terealisasi sebanyak 75 %.
Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa program pembangunan
yang ada dalam RPJMD yang kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan
pembangunan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
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Perlindungan Masyarakat, selama lima tahun terakhir pada dasarnya telah
dilaksanakan meskipun masih ada yang belum mencapai target, dan dalam
pelaksanaannya menyesuaikan dengan anggaran yang diberikan. Artinya
bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sangat tergantung oleh seberapa
besar anggaran yang diterima, selain itu pelaksanaan program dan kegiatan
kadang bersifat kondisional, mengingat bahwa beberapa program atau
kegiatan tersebut terkait dengan masalah-masalah sosial yang sulit untuk
diprediksi kedepannya.
3. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
Program pembangunan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Perkebunan yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
adalah sebagai berikut :
1. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat pertanian
2. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunan
3. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
4. Program pembinaan dan produksi pertanian
Program tersebut diatas kemudian dituangkan ke dalam kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan dalam jangka waktu berlakunya RPJMD.
Kegiatan pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan kemiskinan bidan pertanian/perkebunan
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2. Peningkatan produksi, produktifitas, dan mutu produk
perkebunan, produk pertanian
3. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
4. Pengembangan perbenihan/perbibitan
5. Peningkatan perlindungan tanaman
6. Perluasan areal tanaman pangan dan holtikultura
Adapun pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan di atas telah
dijalankan dengan melakukan berbagai usaha seperti yang dijelaskan oleh
Sekretaris Dinas Pertaninan Tanaman Pangan dan Perkebunan :
“Kalau di RPJMD sendiri, misalnya akselerasi peningkatan masyarakat
pertanian, itu kita dorong seluruh pelaku (petani) harus mampu
meningkatkan produksinya karena tolak ukur dari kesejahteraan dalam
bidang pertanian, adalah meningkatnya produksi yang dicapai, untuk
memacu itu maka kita dari dinas pertanian memfasilitasi, mengawal,
mendampingi, terutama pengembangan SDM petani, kelembagaan
petani, sarana dan prasarana yang dibutuhkan petani, termasuk
sarana produksi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan
sarana tani dalam sistem budidaya seperti benih, pupuk, dan
sebagainya”31
Selain itu usaha lain yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Perkebunan adalah dengan mendorong masyarakat pertanian
untuk melakukan ketaatan, kepatuhan, dan kebersamaan. Kemudian
menerapkan triparti antara masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang
mendukung usaha-usaha pertanian.
31 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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“Dinas pertanian sendiri mendorong petani melakukan 3 hal yaitu
kepatuhan, ketaatan, dan kebersamaan, karena kita harus
menjalankan triparti yaitu masyarakat sebagai pelaku, pemerintah
sebagain pengawal, dan pihak-pihak lain yang ingin berkolaborasi
untuk melihat petani sejahtera, itu yang kita bangun kebersamaan.”32
Pencapaian dari program dan kegiatan juga terbukti dari adanya
terobosan-terobosan yang dicapai selama lima tahun berlakunya RPJMD,
seperti :
- Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN)
Dalam upaya memenuhi kebutuhan beras adalah melalui
ekstensifikasi dan intensifikasi lahan tanaman padi dengan penerapan
inovasi teknologi budidaya padi. Berdasarkan intruksi Presiden
berkaitan dengan peningkatan produksi beras, Pemerintah Kabupaten
Barru menindaklanjuti melalui dukungan terhadap program SLPPT
(Sekolah Pengelolaan Tanaman Terpadu), program System of Rice
Intensification (SRI), dan pencetakan sawah baru.
- Cetak sawah baru
Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan produksi beras yang
menjadi program pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada
tahun 2012 telah dicetak sawah baru seluas 600 Ha dan tahun 2013
seluas 600 Ha.33
32 Ibid.
33 Bappeda, Profil Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kabupaten Barru 2010-2015, Bappeda, Barru,
2015, hlm. 78-79.
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Adapun capaian dari program dan kegiatan Dinas Pertanian, Tanaman
Pangan dan Perkebunan dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
berdasarkan indikator sasarannya adalah sebagai berikut :
- Persentase KK miskin di daerah pertanian yang mendapatkan bantuan
dari 28,13 % pada tahun 2009 menjadi 78,13 % pada tahun 2015.
Berdasarkan indikator sasaran tersebut, ditargetkan sebanyak 45,63
% pada tahun 2014 dan telah terealisasi melampaui target yaitu 79,69
% pada tahun tersebut.
- Meningkatnya penggunaan bibit unggul pertanian yang terjamin
kualitasnya dari 15,35 % pada tahun 2009 menjadi 91,40 % pada
tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut ditargetkan 73,4
% capaian pada tahun 2014 dan telah terealisasi 75,2 % pada tahun
tersebut.
- Jumlah dan jenis dampak perubahan iklim terhadap produksi pertanian
tanaman pangan dan perkebunan yang ditangani dari 4 kasus pada
tahun 2009 menjadi 3 kasus pada tahun 2015. Target tersebut telah
dicapai dengan 0 kasus pada tahun 2014.
- Jumlah kawasan sentra tanaman pangan holtikultura yang terbentuk
dari 4 kawasan pada 2009 menjadi 7 kawasan pada 2015.
Berdasarkan target tersebut telah terealisasi sepenuhnya dengan
terbentuknya 7 kawasan pada tahun 2014.
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Dari penjelasan di atas, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan
Perkebunan secara umum telah melaksanakan apa yang tertuang di RPJMD
dan juga telah memperoleh capaian-capaian tertentu, meskipun demikian
masih banyak hal yang menjadi kendala seperti faktor alam serta kondisi
pasar/harga barang yang membingkai perjalanan pelaksanaan setiap
program atau kegiatan tersebut.
“kita sudah jalankan kegiatan-kegiatan yang tertuang di rpjmd ini,
secara langsung dan tidak langsung memang sudah lama kami
lakukan, hanya memang di pertanian yang membingkai kita adalah
faktor lingkungan/alam yang tidak menentu, ada juga faktor
pasar/harga”34
Hal-hal seperti yang dijelaskan di atas yang terkadang mengakibatkan
produksi yang terbatas, tidak menentu, serta kurang mampu melahirkan
produksi yang berkelanjutan. Selain itu hal lain yang perlu diperhatikan
dengan mengingat bahwa pertanian/perkebunan merupakan multi sector,
sehingga kemampuan petani/SDM juga perlu diperbaiki melalui pelatihan dan
pengawalan.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan
Berikut ini adalah program pembangunan dari Dinas Kelautan dan
Perikanan yang tertuang dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru :
1. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir
34 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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2. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
3. Program pengembangan perikanan tangkap
4. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan
5. Program pengembangan budidaya perikanan
6. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan
7. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut
8. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar
Program pembangunan tersebut diatas kemudian direalisasikan
melalaui kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama lima tahun
sesuai dengan periode berlakunya RPJMD terkait. Kegiatan pembanguna
yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Penanggulangan kemiskinan bidang kelautan dan perikanan
2. Pengadaan alat dan sarana pengolahan dan pemasaran ikan
3. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
4. Rehabilitasi terumbu karang buatan
5. Rehabilitasi sumber daya kawasan pesisir
6. Pembinaan SDM kelautan dan perikanan
7. Pengadaan alat uji kualitas air dan tanah
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8. Rehabilitasi saluran irigasi tambak
9. Pengembangan bibit unggul
10.Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap
11.Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dan statistik
perikanan tangkap
12.Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan
13.Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan
14.Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan
Sumberdaya Kelautan
15.Pembinaan/pengawasan sumberdaya kelautan
16.Penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
17.Pembinaan dan pengembangan perikanan
18.Kajian kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
Berdasarkan dari penjelasan Kasubag program Dinas Kelautan dan
Perikanan bahwa hampir setiap program dan kegiatan sesuai amanah
RPJMD telah dilaksankan. Adapun yang tidak terlaksana hanya kegiatan
yang masuk dalam JUKNIS (Petunjuk Teknis).
“Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, biasa kegiatan yang
masuk di JUKNIS ( petunjuk teknis) kegiatan, misalnya kita
rencanakan armada di awal sesuai RPJMD 15 unit, tapi berjalannya
RPJMD tersebut, ada JUKNIS dari pusat bahwa pengadaan sarana
tersebut tidak boleh lagi, nah aturan-aturan dari pusat tersebut
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biasanya yang akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita
rencanakan”35
Terlepas dari hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan telah
menjalankan setiap program dan kegiatan yang direncanakan, seperti
contohnya dalam hal kemiskinan dan pembinaan SDM.
“Terkait kemiskinan, dengan program pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir,itu selama lima tahun, kita ada target, tahun awal
itu cuma 343 masyarakat miskin yang tersentuh dengan kegiatan
perikanan, lima tahun kita targetkan menjadi 512, selama lima tahun
itu kami berikan pendampingan, tahun pertama dan tahun kedua itu
kita arahkan mereka ke koperasi, disini kami ada koperasi perikanan,
itu 2 tahun pendampingannya melalui modal, tapi modal yang akan
dikembalikan ke koperasi, tahun berikutnya, 2013, 2014 sampai 2015
kita ubah menjadi pendampingan alat tangkap, ada data masyarakat
miskin yang diberikan oleh Bappeda yang diarahkan kepada mereka (
nelayan miskin ), itu sudah terealisasi sampai 2015 terkait pendekatan
bantuan sarana, mengenai program penggabungan sistem
penyuluhan, di sini kami pembinaan masyarakat, ada 3 masyarakat
perikanan, ada penangkap, pembudi daya, dan ada pengolah, jadi
ketiga-tiganya itu menjadi target pembinaan SDM, setiap tahunnya kita
laksanakan pembinaan SDM oleh 3 kelompok tersebut, kurang lebih
ada 90 orang tiap tahun”36
Pencapaian lainnya dari sektor kelautan dan perikanan selama
periode RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru yaitu terkait dengan sub sektor
budidaya khususnya udang. Produksi udang Vannamei saat ini menduduki
35 Hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru hari
senin tanggal 18 januari 2016 pukul 13.20 wita.
36 Ibid.
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posisi tertinggi di dunia melampaui Meksiko. Produktivitas udang vannamei di
Kabupaten Barru telah mencapai 153 ton/Ha.37
Adapun capaian dari program dan kegiatan Dinas Kelautan dan
Perikanan berdasarkan indikator sasaran yang terdapat dalam RPJMD 2010-
2015 Kabupaten Barru, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Jumlah KK miskin di daerah pesisir yang mendapatkan bantuan dari
343 pada tahun 2009 menjadi 512 pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut, ditargetkan 479 KK pada tahun 2014 dan
telah terealisasi sebanyak 506 pada tahun tersebut.
- Berkembangnya industri pengolahan hasil perikanan dari 200 pada
tahun 2009 menjadi 225 pada tahun 2015. Berdasarkan target
tersebut telah terealisasi sepenuhnya sebanyak 225 unit pada tahun
2014.
- Meningkatnya produksi hasil perikanan tangkap dari 17.207,8 ton pada
tahun 2009 menjadi 19.788,9 ton pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasarn tersebut, ditargetkan 19.318,2 ton pada tahun 2014,
namun yang terealisasi hanya sebanyak 17.882,6 ton pada tahun
tersebut.
37 Bappeda, Profil Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kabupaten Barru 2010-2015, Bappeda, Barru,
2015, hlm. 75.
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- Meningkatnya produksi perikanan budidaya dari 2.752,3 ton pada
tahun 2009 menjadi 5.480 ton pada tahun 2015. Berdasarkan indikator
sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 5.116,66 ton pada tahun 2014,
namun terealisasi hanya sebanyak 4.757,28 ton pada tahun tersebut.
- Berkembangnya jumlah kapal yang menggunakan teknologi
penangkapan secara modern dari 3 unit pada tahun 2009 menjadi 15
unit pada tahun 2015. Berdasarkan target tersebut telah terealisasi
sebanyak 16 unit pada tahun 2014.
- Jumlah sarana dan prasarana penangkapan ikan yang layak dan
memadai dari 1 unit pada tahun 2009 menjadi 5 unit pada tahun 2014.
Dari target tersebut telah dicapai sepenuhnya sebanyak 4 unit pada
tahun 2014.
- Menurunnya jumlah kerusakan sumber daya laut dari rata-rata 7 kasus
per tahun pada tahun 2009 menjadi rata-rata 5 kasus per tahun pada
tahun 2015. Dari target tersebut telah terealisasi rata-rata 0 kasus per
tahun pada tahun 2014.
- Jumlah kawasan minapolitan yang terbentuk dari 0 pada tahun 2009
menjadi 1 kawasan pada tahun 2015. Target tersebut telah terealisasi
yaitu dengan terbentuknya 1 kawasan pada tahun 2014.
Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana usaha dari Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada
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dalam RPJMD, serta capaian yang diperoleh berdasarkan usaha tersebut.
Untuk itu kedepannya Dinas terkait bersama dengan masyarakat dan pihak
lain yang mendukung perlu mempertahankan apa yang telah dicapai serta
memperhatikan aspek-aspek lain yang masih perlu untuk dikembangkan.
5. Diskoperindag (Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
Perindustrian, dan Perdagangan)
Program pembangunan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan yang ada dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru adalah
sebagai berikut :
1. Program pemberdayaan masyarakat miskin
2. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
3. Program pengembangan industri kecil dan menengah
4. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
UMKM
5. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
6. Program penciptaan iklim usaha UMKM yang kondusif
7. Program peningkatan kualitas koperasi
8. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
Program pembangunan tersebut di atas kemudian direalisasikan
menjadi kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan selama periode
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berlakunya RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru. Program tersebut adalah
sebagai berikut :
1. Fasilitasi pemodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di
pedesaan
2. Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri
kecil dan industri menengah
3. Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap
pemanfaatan sumber daya
4. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan kluster industri
5. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dan
menengah dengan swasta
6. Magang dan kunjungan kerja pengusaha
7. Survey pendataan sosialisasi dan penyuluhan
8. Pelatihan teknologi produksi kewirausahaan, GKM, dan AMT
9. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
10.Penyelenggaraan promosi produk UMKM
11.Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan
12.Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil dan
menengah
13.Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
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14.Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan
koperasi
15.Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi
berprestasi
16.Peningkatan dan pengembangan jaringan kerja sama usaha
koperasi
17.Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
18.Pengembangan pasar lelang daerah
19.Pendataan, sosialisasi dan pelatihan ekspor
20.Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat
jaringan klaster industri
21.Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri
kecil dan menengah
22.Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM
23.Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan
pengaduan konsumen
24.Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
25.Operasinalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
Seluruh program dan kegiatan pembangunan tersebut pada dasarnya
telah dilaksanakan berdasarkan anggaran yang telah diberikan, yang
kemudian kemajuannya tergambar dari peningkatan indikator-indikator
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ekonomi selama periode berlakunya RPJMD itu sendiri. Hal tersebut seperti
yang dijelaskan pula oleh Kepala Diskoperindag.
“Pada dasarnya semua sudah berjalan, terkhusus untuk
penanggulangan kemiskinan misalnya, pemerintah kan sudah
memberikan anggaran kepada semua skpd yang mempunyai tupoksi
untuk itu, sesuai dengan dukumen perencanaan, termasuk
diskoperindag sendiri, yang fokusnya kepada pelaku usaha”38
Berbagai usaha dalam rangka mecapai sasaran program dan kegiatan
Diskoperindag yang tertuang dalam RPJMD telah dilakukan, seperti misalnya
proteksi serta dukungan terhadap pelaku-pelaku usaha yang ada di
Kabupaten Barru. Berbagai usaha tersebut selama lima tahun terakhir
dijelaskan pula oleh Kepala Diskokoperindag bahwa pemerintah telah
berusaha melindungi pelaku usaha serta menangani segala bentuk kendala
serta hal-hal yang masih dianggap kurang dengan berbagai kebijakan.
“Kemajuannya sendiri kan sudah tergambar melalui indikator-indikator
ekonomi, contohnya kebijakan pemerintah Barru untuk tidak
memberikan izin kepada toko modern berwara laba, contohnya
indomaret, alfamart, dan lain-lain. Jadi di Barru itu belum di izinkan,
kenapa? Untuk melindungi pelaku usaha kita (UMKM yang ada)
karena mereka ( toko modern berwara laba ) adalah pengusaha besar,
sehingga apabila dia masuk di kabupaten berhadapan dengan pelaku
usaha yang masih sederhana, pasti kalah, jadi kita belum memberikan
izin, meskipun demikian kita (pemerintah) tidak berarti tertutup
terhadap pesaing luar, cuma ada proteksi kepada pelaku-pelaku
usaha kita, khususnya pengecer-pengecer yang ada di tingkat rumah
tangga. Sebenarnya pelaku-pelaku usaha yang ada di Kabupaten
Barru sudah memiliki produk, hanya saja kelemahannya ada 2, yaitu
kemasan dan pemasaran, makanya pemerintah daerah membentuk
kebijakan, menyiapkan  satu lokasi sebagai outlet untuk produk-produk
38 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Barru pada hari selasa tanggal 19 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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UMKM, itu yang ada di Latimpa (nama daerah), pengguanaannya
sudah intens itu selama 2 tahun terakhir ini”39
Adapun capaian program dan kegiatan dari Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan, yaitu
sebagai berikut :
- Jumlah KK miskin yang mendapatkan fasilitasi dari 718 KK pada tahun
2009 menjadi 968 KK pada tahun 2015. Berdasarkan target tersebut
telah terealisasi sebanyak 901 pada tahun 2014.
- Berkembangnya industri rumah tangga kecil dan menengah dari 1467
pada tahun 2009 menjadi 1717 pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut ditargetkan 1657 IKM pada tahun 2014 dan
telah terealisasi sepenuhnya pada tahun tersebut yanitu 1657 IKM.
- Berkembangnya produksi industri pengolahan / jumlah wirausahaan
sector industri dan UMKM dari 16.095 unit pada tahun 2009 menjadi
20.100 unit pada tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut
ditargetkan 19.114 unit pada tahun 2014, namun terealisasi hanya
18.048 unit pada tahun tersebut.
- Meningkatnya penerapan tenaga kerja sektor industri dan UMKM dari
24.213 pada tahun 2009 menjadi 30.123 pada tahun 2015.
Berdasarkan indikator sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 28.733
39 Ibid.
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TK pada tahun 2014 dan terealisasi sebanyak 104.63 TK pada tahun
tersebut.
- Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan mandiri dari 20 pada
tahun 2009 menjadi 47 pada tahun 2015. Berdasarkan indikator
sasaran tersebut ditargetkan 40 koperasi pada tahun 2014 dan
terealisasi hanya 39 koperasi pada tahun tersebut.
- Jumlah desa yang memiliki pasar yang layak dari 13 desa dan 6
kecamatan pada tahun 2009 menjadi 27 desa dan 7 kecamatan pada
tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut ditargetkan
sebanyak 23 desa pada tahun 2014, namun terealisasi hanya
sebanyak 15 desa.
- Jumlah sentra industri kecil dan menengah yang terbentuk dari 1 pada
tahun 2009 menjadi 36 pada tahun 2015. Berdasarkan indikator
sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 25 sentra pada tahun 2014 dan
terealisasi hanya sebanyak 20 sentra pada tahun tersebut.
- Meningkatnya penerapan tenaga kerja sektor industri dari 5.656 orang
pada tahun 2009 menjadi 5.906 orang pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 5.846 TK pada tahun
2014 dan terealisasi sebanyak 5.846 pula pada tahun tersebut.
- Persentase pengaduan konsumen yang mampu difasilitasi dari 50 %
pada tahun 2009 menjadi 100 % pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 86 % pada tahun
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2014 dan telah terealisasi sebnayak itu pula yaitu 86 % pada yahun
tersebut.
Berdasarkan uraian tersebut diatas telah tergambar pelaksanaan
program dan kegiatan dalam RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru dari
Diskoperindag, serta capian yang telah diperoleh berdasarkan indikator
sasaran yang telah ditetapkan. Meskipun masih ada yang belum tercapai
sepenuhnya namun secara mendasar setiap program dan kegiatan telah
dilaksankan, dan yang mejadi kekurangan pada pelaksaan tersebut dapat
menjadi acuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan ke depannya untuk
lebih baik dan lebih maksimal.
6. Dinas Pekerjaan Umum
Program pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan
RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru, adalah sebagai berikut :
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
2. Program pembangunan jalan dan jembatan
3. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
5. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan
jaringan pengairan lainnya
6. Program percepatan pembangunan pedesaan
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7. Program pengendalian pemanfaatan ruang
8. Program pembangunan saluran Drainase perkotaan dan perdesaan
9. Program penyehatan lingkungan dan pemukiman
10.Program pengendalian banjir
Program pembangunan tersebut kemudian dituangkan ke dalam
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal
ini Dinas Pekerjaan Umum. Kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut :
1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranan dan sarana
persampahan
2. Penyediaan prasarana dan sarana
3. Pembangunan jalan dan jembatan
4. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
5. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan
6. Pembangunan/peningkatan saluran dan bending
7. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun
8. Pengembangan infrastruktur pedesaan terintegrasi
9. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang
10.Pembangunan saluran Drainase/gorong-gorong
11.Penataan lingkungan pemukiman kawasan perkotaan dan
pedesaan
12.Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendali banjir
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13.Rehabilitasi pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
14.Pembangunan prasarana pengaman pantai
15.Pembangunan gedung kantor
16.Pengembangan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan
Pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan diatas telah dijalankan
oleh Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang
mendukung selama lima tahun terakhir masa berlaku RPJMD, hal tersebut
juga sesuai dengan pernyataan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, bahwa
seluruh kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan dana yang telah diberikan,
baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat.
“Kami sudah menjalankan setiap program dan kegiatan yang ada,
buktinya bisa dilihat sendiri dengan berbagai perubahan yang ada
selama lima tahun ini, kami rasa semua sudah berjalan dengan baik,
karena masing-masing juga memiliki staf ahli di setiap bidang, selain
itu anggaran yang ada juga sudah tidak ada kendala karena apabila
anggaran daerah tidak cukup, ada anggaran provinsi, bahkan
anggaran dari pusat.”40
Pencapaian dari program dan kegiatan di atas juga dibuktikan dengan
adanya terobosan-terobosan selama 2010-2015, seperti :
1. Sarana olahraga
2. Islamic Center dan masjid agung
3. Taman kota
40 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barru pada tanggal 19
januari 2016 pukul 11.40 wita.
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4. Lampu median jalan / penerangan jalan41
Adapun capaian program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum
berdasarkan indikator sasaran sesuai dengan RPJMD 2010-2015 Kabupaten
Barru, dapat diuraikan sebagai berikut :
- Persentase kecamatan yang dilayani TPA terpadu dari 28,75 % pada
tahun 2009 menjadi 42,85 % pada tahun 2015. Berdasarkan indikator
sasaran tersebut ditargetkan 42,85 % pada tahun 2014 namun yang
terealisasi hanya 29,99 % pada tahun tersebut.
- Persentase wilayah kota yang bebas sampah berserakah dari 14,28 %
pada tahun 2009 menjadi 28,57 % pada tahun 2015. Berdasarkan
target tersebut telah terealisasi melampaui target pada tahun 2014
yaitu sebesar 62,28 %.
- Persentase dusun lingkungan yang memiliki akses jalan dan jembatan
baik. Untuk jalan dari 447,90 Km (45,23 %) pada tahun 2009 menjadi
618,43 Km (62,45 %) pada tahun 2015. Berdasarkan indikator sasaran
tersebut ditargetkan sebanyak 583.06 km atau 58,88 % pada tahun
2014 dan terealisasi sebanyak 626.54 Km atau 63,27 % pada tahun
tersebut.
41 Bappeda, Profil Pembangunan Dan Kemasyarakatan Kabupaten Barru 2010-2015, Bappeda, Barru,
2015, hlm. 71-74.
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- Persentase kawasan strategis, sarana perekonomian dan desa yang
terlayani air bersih dari 30 desa/kelurahan (55,56 %) pada tahun 2009
menjadi 41 desa/kelurahan (75,93 %) pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut telah terealisasi melampaui target pada
tahun 2014 yaitu sebanyak 57 desa/kelurahan (105,55 %).
- Persentase desa yang memiliki jaringan irigasi teknis dari 25,93 %
pada tahun 2009 menjadi 51,85 % pada tahun 2015. Berdasarkan
target tersebut telah terealisasi sebesar 65,676 % pada tahun 2014.
- Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan fasilitasi
pengembangan infrastruktur dasar dari 60,4 % pada tahun 2009
menjadi 100 % pada tahun 2015. Pada tahun 2014 target yang
ditetapkan telah dicapai bahkan melampaui target yaitu sebesar
129,40 %.
- Jumlah spot wilayah rawan banjir yang tertangani dari 583,25 Ha
(45,60 %) pada tahun 2009 menjadi 705,62 Ha pada tahun 2015 dan
kekeringan yang tertangani dari 19.538 Ha (48,2 %) pada tahun 2009
menjadi 20.997,35 Ha (51,80 %) pada tahun 2015. Berdasarkan
indikator sasaran tersebut ditargetkan sebanyak 676,82 Ha rawan
banjir dan 20.711,12 kekeringan pada tahun 2014 dan yang terealisasi
sebesar 649,90 Ha rawan banjir dan 20.510,84 Ha kekeringan pada
tahun tersebut.
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- Meningkatnya ketersediaan fasilitas pada tempat-tempat pelayanan
umum dari 279 titik pada tahun 2009 menjadi 593 titik pada tahun
2015. Berdasarkan indikator sasaran tersebut ditargetkan sebanyak
533 titik pada tahun 2014 dan terealisasi 542 titik pada tahun tersebut.
Pelaksanaan program dan kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum
berdasarkan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru serta pencapaian yang
telah di dapatkan selama lima tahun terakhir memang sudah dirasakan oleh
masyarakat, meskipun masih ada capian yang belum sesuai target yang
telah ditetapkan. Untuk itu kedepannya masih banyak yang perlu di perbaiki
serta ditingkatkan, terutama dari sarana maupun prasarana baik perkotaan
ataupun pedesaan untuk menciptakan kenyamanan bagi masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa program dan kegiatan pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten
Barru pada dasarnya telah dilaksanakan oleh setiap SKPD yang dijadikan
sampel dalam penelitian. Adapun yang menjadi kekurangan yaitu adanya
beberapa target pada indikator sasaran yang tidak dicapai sepenuhnya.
Untuk lebih memperjelas pelaksanaan RPJMD tersebut dapat di lihat
berdasarkan tabel capaian sasaran pembangunan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru sebagai berikut :
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Indikator Sasaran Satuan
Target sd Tahun Realisasi sd Tahun Program Kegiatan
SKPD
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 7 8
Jumlah desa
dengan kelompok
masyarakat miskin
yang mendapatkan
fasilitasi dari  28
kelompok dari 24
Desa/Kel pada
tahun 2009
menjadi 54
kelompok dari 54
Desa/Kel pada
tahun 2015
Kelomp
ok
28 28 37 46 54 54 28 28 35 49 59 Program
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Penanggulangan
Kimiskinan Terpadu
(PAKET)
BPMD
Desa/K
el
24 24 34 44 54 54 24 24 31 45 54 Program percepatan
pembangunan
pedesaan
Pendampingan dan
Administrasi PNPM-
MP yang terintegrasi
BPMD
Persentase KK
miskin di daerah
pertanian yang
mendapatkan
bantuan dari 28,13
%  pada Tahun
2009 menjadi
78,13 % Tahun
2015
persen 28.13 28.13 31.88 37.5 45.63 78.13 28.13 28.13 31.88 48.44 79.69 Program
Peningkatan
Kesejahteraan
Masyarakat
Pertanian
Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Pertanian /
Perkebunan
DINAS
PERTANI
AN
TANAMA
N
PANGAN
DAN
PERKEBU
NAN
Jumlah KK miskin
di daerah pesisir
yang mendapatkan
bantuan dari 343
KK pada tahun
2009 menjadi 512
KK tahun 2015
KK 364 389 417 447 479 512 385 404 416 446 506 Program
Pemberdayaan
ekonomi masyarakat
pesisir
Penanggulangan
Kemiskinan Bidang
Kelautan dan
perikanan
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
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Jumlah KK miskin
yang mendapatkan
fasilitasi dari 718
KK pada Tahun
2009 menjadi 968
KK Tahun 2015
KK 718 718 778 838 903 968 718 718 778 838 901 Program
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Fasilitasi
Permodalan bagi
usaha mikro kecil
dan menengah di
perdesaan
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
Berkembangnya
industri pengolahan
hasil hasil
perikanan dari 200
pada tahun 2009
menjadi 225 pada
tahun 2015
unit 204 208 212 216 220 225 204 208 213 220 225 Program
Optimalisasi
Pengelolaan dan
Pemasaran
Produksi Perikanan
Pengadaan Alat dan
Sarana Pengolahan
dan Pemasaran Ikan
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
Berkembangnya
industri rumah
tangga, kecil dan
menengah dari
1467 pada Tahun
2009 menjadi 1717
pada Tahun 2015
IKM 1467 1477 1537 1597 1657 1717 1467 1477 1537 1597 1657 Program
Pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi UMKM
Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah
tangga,industri kecil
dan industri
menengah
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
Meningkatnya
penggunaan bibit
unggul pertanian
yang terjamin
kualitasnya dari
15,35% dari tahun
2009 menjadi
91,40% pada tahun
2015
Persen 16.7 28.9 42.15 57.15 73.4 91.4 16.7 30.45 44.35 58.56 75.2 Program
Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian /
Perkebunan
Peningkatan
Produksi,
produktivitas dan
mutu Produk
Perkebunan, Produk
Pertanian
DINAS
PERTANI
AN
TANAMA
N
PANGAN
DAN
PERKEBU
NAN
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Meningkatnya
produksi hasil
perikanan tangkap
dari 17.207,8 Ton
pada tahun 2009
menjadi 19.788,9
ton tahun 2015
ton 17,435
.4
17,906
.1
18,376
.8
18,847
.5
19,318
.2
19,788
.9
17,435
.4
16,567
.7
17,07
9
17,180
.4
17,882.6 Program
Pengembangan
perikanan tangkap
Pendampingan pada
kelompok nelayan
perikanan tangkap
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
Meningkatnya
produksi perikanan
budidaya dari
2.752,3 ton pada
tahun 2009
menjadi 5.480 ton
tahun 2015
ton 3,663.
30
4,026.
64
4,389.
98
4,753.
32
5,116.
66
5,480 3,666.
30
3,481.
14
4,073.
15
4,664.
40
4,757.28 Program
Pengembangan
budidaya perikanan
Pengadaan alat uji
kualitas air dan
tanah
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
Berkembangnya
jumlah kapal yang
menggunakan
teknologi
penangkapan
secara modern dari
3 unit pada tahun
2009 menjadi 15
unit tahun 2015
unit 4 8 10 12 14 15 4 10 12 14 16 Program
Pengembangan
perikanan tangkap
Pengadaan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
Jumlah sarana dan
prasarana
penangkapan ikan
yang layak dan
memadai dari 1
unit di tahun 2009
menjadi 5 unit
tahun 2015
Unit 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 Program
Pengembangan
perikanan tangkap
Rehabilitasi
sedang/berat
Tempat Pelelangan
Ikan
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
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Berkembangnya
produksi  industri
pengolahan /
jumlah
wirausahaan sektor
industri dan UMKM
dari 16.095 unit
pada Tahun 2009
menjadi 20.100 unit
Tahun 2015
unit 16107 16159 17144 18129 19114 20100 16107 16159 17144 17244 18048 Program
Pengembangan
kewirausahaan dan
keunggulan
kompetitif UMKM
Penyelenggaraan
pelatihan
kewirausahaan
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STRIAN &
PERDAG
ANGAN /
BAGIAN
ADM.
PEREKO
NOMIAN
Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja sektor industri
dan UMKM dari
24.213 pada Tahun
2009 menjadi
30.123 Tahun 2015
TK 24413 24613 25963 27343 28733 30123 24413 24613 25963 26307 30063 Program Penciptaan
iklim usaha UMKM
yang kondusif
Pengembangan
jaringan infrastruktur
usaha kecil dan
menengah
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
46.67 53.34 60.01 66.68 73.35 80 46.67 53.34 60.01 66.68 73.35 Pembinaan ,
Pelatihan dan
pelaksanaan HKG
dan rakerda PKK
BPMD
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Meningkatnya
jumlah koperasi
yang sehat dan
mandiri dari 20
pada Tahun 2009
menjadi 47   pada
Tahun 2015
kopera
si
22 24 28 34 40 47 22 24 28 34 39 Program
Peningkatan kualitas
kelembagaan
koperasi
Koordinasi
pelaksanaan
kebijakan dan
program
pembangunan
koperasi
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
Menurunnya
tingkat Kriminalitas
dari 1.435 kasus
pada tahun 2009
menjadi 1.005
kasus pada tahun
2015
Kasus 1,363 1,291 1,219 1,148 1,077 1,005 1,265 1,178 1,179 1,055 1,013 Program
Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Pelatihan
pengendalian
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
BADAN
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
Persentase
desa/dusun yang
melaksanakan
perencanaan dan
pelaksanaan
pembangunan
secara partisipatif
dengan  basis data
yang akurat dari 50
% pada tahun 2009
menjadi 90 % pada
tahun 2015
Persen 56.67 63.34 70.01 76.68 83.35 90 56.67 63.34 70.01 76.68 83.35 Program
peningkatan
partisipasi
masyarakat dalam
membangun Desa
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan
Desa/Kelurahan,Dus
un / Lingkungan
(MUSRENBANGDE
S)
BPMD
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Persentase desa/
kelurahan yang
mengikuti
perlombaan
desa/kelurahan
sebanyak 13 desa/
kelurahan setiap
tahun
Desa/K
el
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Program
Peningkatan
kapasitas aparatur
pemerintah Desa
Perlombaan Desa /
Kelurahan
BPMD
Jumlah anggota
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa (LKD) dan
anggota Badan
Permusyawaratan
Desa (BPD) yang
terlatih sebanyak 5
orang/desa pada
tahun 2009
menjadi 12
orang/desa pada
tahun 2015
Orang/
desa
6 7 8 9 10 12 6 7 8 9 10 Program
peningkatan
keberdayaan
masyarakat
Pedesaan
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Pedesaan
BPMD
Persentase aparat
pemerintah desa/
kelurahan yang
memahami
perencanaan
partisipatif dari 25
% pada tahun 2009
menjadi 75 % pada
tahun 2015
Persen 30 39 48 57 66 75 30 39 48 57 66 Pelatihan aparatur
Pemerintah Desa
dalam bidang
pembangunan
kawasan perdesaan
BPMD
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Jumlah
desa/kelurahan
yang memiliki
BUMDES/Lembaga
Ekonomi
Masyarakat dari 0
desa pada tahun
2009 menjadi 40
desa pada tahun
2015 dan
berfungsinya
BUMDES sebesar
60 % pada tahun
2015
Program
Pengembangan
Otonomi Daerah
Pelatihan
keterampilan
Manajemen
BUMDES
BPMD
- Jumlah
desa/kelurahan
yang memiliki
BUMDES/Lembaga
Ekonomi
Masyarakat
Desa/K
el
7 25 40 40 40 40 7 25 40 40 40
- berfungsinya
BUMDES
Persen 0 0 0 36 48 60 0 0 0 36 48 Program Program
percepatan
pembangunan
pedesaan
Pengembangan
Lembaga ekonomi
perdesaan /
BUMDES
Jumlah desa/
kelurahan yang
memiliki kelompok
usaha yang
menerapkan
Teknologi Tepat
Guna (TTG) 20
desa/ kelurahan
pada tahun 2009
menjadi 40 desa/
kelurahan pada
tahun 2015
Desa/K
el
23 26 29 32 36 40 23 26 29 32 36 Program
pengembangan
lembaga ekonomi
pedesaan
Pelatihan
keterampilan Usaha
Industri kerajinan
BPMD
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Kondusifnya
kehidupan
berdemokrasi dan
politik di
masyarakat dari 60
% pada tahun 2009
menjadi 90 % pada
tahun 2015
Persen 60 70 70 80 80 90 77 77 76 76 78 Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Pembinaan Ormas,
Orpol, LSM dan
Organisasi Profesi
BADAN
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
Menurunnya
jumlah kerusakan
sumberdaya laut
dari dari rata-rata 7
kasus per tahun
Pada tahun 2009
menjadi rata-rata 5
kasus per tahun
pada tahun 2015
Kasus 7 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 Program
Pemberdayaan
Masyarakat dalam
Pengawasan dan
Pengendalian
Sumberdaya
Kelautan
Pembentukan
Kelompok
Masyarakat
Swakarsa
Pengamanan
Sumberdaya
Kelautan
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
Persentase
kecamatan yang
dilayani TPA
terpadu dari 28,75
% Pada tahun
2009 menjadi
42,85 % pada
tahun 2015
Persen 28.75 28.75 41.75 41.75 42.85 42.85 28.75 28.89 28.89 28.89 29.99 Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Peningkatan
Operasi dan
pemeliharaan
prasarana dan
sarana
persampahan
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Persentase wilayah
kota yang bebas
sampah
berserakan dari
14,28% pada tahun
2009 menjadi
28,57% pada tahun
2015
Persen 15.28 15.28 21.79 23.89 26.19 28.57 28.56 28.56 35.07 41.58 62.28 Program
pengembangan
kinerja pengelolaan
persampahan
Penyediaan
prasarana dan
sarana
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
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Jumlah dan jenis
dampak perubahan
iklim terhadap
produksi pertanian
tanaman pangan
dan perkebunan
yang ditangani dari
4 kasus pada tahun
2009 menjadi 3
kasus Tahun 2015
jenis 4 4 3 3 3 3 1 1 0 0 0 Program
Peningkatan
ketahanan pangan
pertanian /
Perkebunan
Peningkatan
Perlindungan
Tanaman
DINAS
PERTANI
AN
TANAMA
N
PANGAN
DAN
PERKEBU
NAN
Menurunnya
Penyakit
Masyarakat
(PEKAT) dari 103
kasus pada tahun
2009 menjadi 61
kasus pada tahun
2015
kasus 96 89 82 72 68 61 96 65 30 57 51 Program
Peningkatan
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat
(PEKAT)
Penyuluhan
Pencegahan
Peredaran /
Penggunaan Miras
dan Narkoba
BADAN
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
Jumlah dialog
forum wawasan
kebangsaan yang
difasilitasi dari 2
kali 2009 pada
tahun menjadi 10
kali pada tahun
2015
Kali 3 4 5 7 9 10 3 4 6 8 10 Program Kemitraan
pengembangan
wawasan
kebangsaan
Seminar, Talk Show,
Diskusi peningkatan
wawasan
kebangsaan
BADAN
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
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Tertanganinya
permasalahan
strategis daerah
dari 50 % pada
tahun 2009
menjadi 75 % pada
tahun 2015
Persen 50 60 60 70 70 75 75 75 75 100 100 Program
Peningkatan
keamanan dan
kenyamanan
lingkungan
Fasilitasi forum
pengkajian masalah
strategis daerah
BADAN
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
Persentase
dusun/Lingkungan
yang memiliki
akses jalan dan
jembatan baik. u/
Jalan dari  447,90
Km (45,23 %) Pada
Tahun 2009
Menjadi 618,43 Km
(62,45%) Pada
Tahun 2015
Km 462.85 481.86 517.41 557.02 583.06 618.43 447.9 449.78 474.7
3
537.71 626.54 Program
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan Jalan
dan Jembatan
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Persen 46.74 48.66 52.25 56.25 58.88 62.45 45.23 45.42 47.94 54.3 63.27 Program
Rehabilitasi /
pemeliharaan jalan
dan jembatan
Rehabilitasi/Pemelih
araan  Jalan dan
Jembatan
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Persentase
kawasan strategis,
sarana
perekonomian dan
desa yang terlayani
air bersih dari 30
Desa/Kel (55,56 %)
Pada Tahun 2009
menjadi 41
Desa/Kel (75,93 %)
Pada Tahun 2015
Desa/K
el
32 34 37 39 40 41 30 32 36 49 57 Program
Pembangunan
Infrastruktur
Pedesaan
Pembangunan
Sarana dan
Prasarana Air Bersih
Pedesaan
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Persen 59.264 62.968 68.524 72.228 74.08 75.93 55.56 59.26 66.67 90.74 105.55
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Persentase desa
yang memiliki
jaringan irigasi
teknis dari 25,93 %
tahun 2009
menjadi 51,85%
tahun 2015
Persen 28.26 36.78 40.13 43.14 48.07 51.85 25.93 34.45 47.72
6
53.776 65.676 Program
Pengembangan dan
Pengelolaan
Jaringan Irigasi,
rawa dan jaringan
pengairan lainnya
Pembangunan/
Peningkatan saluran
dan bendung
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Persentase
desa/kelurahan
yang mendapatkan
fasilitasi
pengembangan
infrastruktur dasar
dari 60,4% pada
tahun 2009
menjadi 100 %
tahun 2015
Persen 60.40 80.40 80.40 90.20 100.00 100.00 60.40 80.40 100.0
0
119.60 129.40 Program percepatan
pembangunan
pedesaan
Pengembangan
Infrastruktur
pedesaan
terintegrasi
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Jumlah desa yang
memiliki pasar
yang layak dari 13
Desa dan 6
Kecamatan pada
tahun 2009
menjadi 27 Desa
dan 7 Kecamatan
pada tahun 2015
desa 14 15 17 20 23 27 14 15 15 15 15 Program
Peningkatan
Efisiensi
Perdagangan Dalam
Negeri
Pengembangan
pasar dan distribusi
barang/ Produk
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
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Persentase
tersusunnya
rencana
pemanfaatan ruang
dari 47,83% tahun
2009 menjadi
78,26% tahun 2015
Persen 48.83 48.83 59.53 64.88 75.58 78.26 47.83 47.83 58.1 87.52 138.35 Program
Pengendalian
pemanfaatan ruang
Penyusunan
kebijakan
pengendalian
pemanfaatan ruang
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Jumlah kawasan
pemukiman
perkotaan layak
huni yang
terbentuk dari
42,85 % pada
tahun 2009
menjadi 71,43 %
tahun 2015
persen 45.85 45.85 53.45 60.3 65.74 71.43 42.85 46.15 46.33 49.1 61.49 Program
Pembangunan
saluran drainase
perkotaan dan
perdesaan
Pembangunan
saluran Drainase /
gorong-gorong
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Jumlah kawasan
sentra tanaman
pangan hortikultura
yang terbentuk dari
4 kawasan pada
tahun 2009
menjadi 7 kawasan
pada tahun 2015
kawasa
n
4 4 5 6 7 7 4 4 5 7 7 Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
Perluasan Areal
Tanaman Pangan
dan Holtikultura
DINAS
PERTANI
AN
TANAMA
N
PANGAN
DAN
PERKEBU
NAN
Jumlah Kawasan
minapolitan yang
terbentuk dari 0
pada tahun 2009
menjadi 1 kawasan
pada tahun 2005
kawasa
n
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 Program
pengembangan
budidaya perikanan
Pembinaan dan
pengembangan
perikanan
DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
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Jumlah sentra
industri kecil dan
menengah yang
terbentuk dari 1
pada tahun 2009
menjadi 36 sentra
pada tahun 2015
sentra 5 7 9 16 25 36 4 6 8 11 20 Program
Pengembangan
industri kecil dan
menengah
Pembinaan industri
kecil dan menengah
dalam memperkuat
jaringan klaster
industri
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
Meningkatnya
penyerapan tenaga
kerja sektor industri
dari 5.656 orang
pada tahun 2009
menjadi 5.906
orang pada tahun
2015
TK 5676 5706 5746 5796 5846 5906 5676 5706 5746 5796 5846 Program
Pengembangan
sistem pendukung
usaha bagi UMKM
Penyelenggaraan
pembinaan industri
rumah tangga,
Industri kecil dan
industri menengah
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
Jumlah spot
wilayah rawan
banjir yang
tertangani dari 583,
25 Ha (45,60%)
tahun 2009
menjadi 705,62 Ha
tahun 2015 dan
kekeringan yang
tertangani  dari
19.538 Ha (48,2%)
tahun 2009
menjadi 20.997,35
Ha (51,80%) tahun
2015
Program
Pengendalian Banjir
Peningkatan
Pembangunan
Pusat-Pusat
Pengendali Banjir
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
94
Rawan Banjir Ha 603.62 615.62 636.02 656.42 676.82 705.62 583.25 595.27 615.6
6
629.72 649.90 Program
Pengendalian Banjir
Rehabilitasi
Pemeliharaan
bantaran dan
tanggul sungai
DINAS
PEKERJA
AN UMUM
Rukunnya
kehidupan dan
kesadaran
beragama dari 75%
pada tahun 2009
menjadi 95% pada
tahun 2015
Persen 75 80 80 90 90 95 95 95 75 75 75 Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
Peningkatan
toleransi dan
kerukunan dalam
kehidupan
beragama
DINAS
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
50 50 50 50 75 100 50 50 50 50 75 DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
50 50 60 80 90 100 50 50 52.6 89.4 89.4 DINAS
KELAUTA
N DAN
PERIKAN
AN
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Tabel IV. Capaian Sasaran Pembangunan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru
50 50 10.71 21.43 57.14 100 50 50 50 21.43 42.86 DINAS
KESATUA
N
BANGSA,
POLITIK
DAN
PERLIND
UNGAN
MASYAR
AKAT
Persentase
pengaduan
konsumen yang
mampu difasilitasi
dari 50 % pada
tahun 2009
menjadi 100 %
pada tahun 2015
persen 53 58 65 74 86 100 53 58 65 74 86 Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Fasilitasi
penyelesaian
permasalahan-
permasalahan
pengaduan
konsumen
DINAS
KOPERAS
I USAHA
MIKRO
KECIL &
MENENG
AH
PERINDU
STIAN &
PERDAG
ANGAN
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4.2.2. Faktor Pendukung dan Penghambat pelaksanaan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru
Selama lima tahun pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru,
banyak faktor yang mempengaruhi perjalanannya, baik faktor pendukung
maupun penghambatnya. Pada bagian ini penulis akan menguraikan faktor-
faktor tersebut.
4.2.2.1. Faktor Pendukung
Selama lima tahun perjalanan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru,
telah memperlihatkan pelaksanaan yang cukup baik. Hal tersebut dapat
terjadi karena kerja sama dan dukungan dari setiap pihak yang terlibat.
Selain itu terdapat berbagai faktor yang mendukung sehingga program dan
kegiatan dalam RPJMD tersebut dapat dilaksanakan. Ada 2 faktor
pendukung yang akan penulis jelaskan pada bagian ini, yaitu adanya
kolaborasi / kerja sama antar SKPD dan anggaran yang mencukupi.
1. Adanya kolaborasi / kerja sama antar SKPD
Berdasarkan data yang penulis peroleh terkait dengan pelaksaan
RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru, faktor yang cukup mendukung
sehingga program/kegiatan dalam RPJMD tersebut dapat dilaksanakan
adalah karena adanya kolaborasi / kerja sama antar SKPD. Dalam hal ini
bahwa ada program pembangunan yang dilaksanakan bersama beberapa
97
SKPD, seperti program terkait kemiskinan, program percepatan pembagunan
pedesaan, dan lain sebagainya. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh
Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda.
“Karena rata-rata perjalanan RPJMD ini berbicara percepatan dan ada
kolaborasi didalamnya antar SKPD, kolaborasi itu mensupport
percepatan pembangunan untuk pencapaian target-target RPJMD,
contohnya percepatan pembangunan pedesaan, percepatan
pembangunan pedesaan itu besinergi dengan percepatan
penanggulangan kemiskinan, jadi ada 17 SKPD yang mengeroyok
kemiskinan, berjalan parallel dengan program percepatan
pembangunan pedesaan, lahirlah program kabupaten yang disupport
oleh nasional seperti PNPM, PPIP, kalau di BARRU kita itu ada PIK
PAKET (percepatan implementasi kegiatan penanggulangan
kemiskinan terintegrasi), BUmdes, PKUP (program komuniti unggulan
pedesaan), dengan anggaran 500 juta per desa, tentu merupakan
upaya percepatan untuk mencapai target yang ada di RPJMD”42
Terkait dengan percepatan pembangunan, sekeretaris BPMD (Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) juga mengungkapkan hal yang sama,
khususnya mengenai percepatan pembangunan pedesaan. Beliau
menjelaskan adanya kolaborasi program/kegiatan yang dilaksanakan
sehingga mempermudah dan mempercepat pencapian target pembangunan
oleh SKPD terkait.
“Kemarin ada yang namanya program percepatan pembangunan
pedesaan, yang merupakan janji politik bupati/wakil bupati terpilih,
dimana program percepatan ini adalah beberapa program kegiatan
yang ada di skpd tetapi itu lebih ke percepatan pembangunan
pedesaan, jadi ada beberapa kegiatan termasuk di dalamnya
BUMDES, PIK PAKET, PKUP, PMPN terintegrasi, dan PPIP
42 Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik Bappeda
Kabupaten Barru pada hari selasa tanggal 12 januari 2016 pukul 11.05 wita.
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terintegrasi, itu masuk dalam satu bingkai program percepatan,
dimana setiap desa diberikan bantuan lima ratus juta rupiah”43
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas mengenai adanya
kolaborasi / kerja sama antar SKPD dalam pelaksanaan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru, hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam perencanaan
yang berorientasi pada pelaksanaan, yang termasuk ke dalam persyaratan
untuk terjaminnya pelaksanaan rencana, seperti yang dijelaskan oleh
Sjafrizal.
“Untuk dapat mewujudkan perencanaan pembangunan yang
berorientasi pada pelaksanaan, maka hal pertama yang perlu
diusahakan antara lain adalah perlunya dukungan elite politik yang
terdapat di daerah bersangkutan. Elite politik tersebut meliputi
pimpinan daerah, pimpinan dinas dan instansi, serta anggota DPRD
setempat. Alasannya jelas karena para elite politik inilah yang
mengambil keputusan tentang kebijakan program dan kegiatan
pembangunan pada daerah bersangkutan. Dengan demikian, bila para
elite politik ini mempunyai komitemen yang kuat, maka pelaksanaan
perencanaan pembangunan akan dapat terjamin dan demikian pun
sebaliknya bilamana komitemen elite politik tersebut sangat rendah
atau tidak ada sama sekali.”44
Penjelasan di atas dapat dihubungkan dengan apa yang telah
diungkapkan sebelumnya mengenai adanya kolaboarsi / kerja sama antar
SKPD. Dalam hal ini bahwa elite politik yang ada di Kabupaten Barru sudah
memberikan dukungan serta memiliki komitmen dalam pelaksanaan RPJMD
dengan menetapkan kebijakan yang dimaksud tersebut, sehingga
43 Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 09.13 wita.
44 Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi, Rajawali Pers, Jakarta, 2015,
hlm. 130.
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program/kegiatan sesuai dengan amanah RPJMD dapat dilaksanakan oleh
masing-masing pelaksana kegiatan.
2. Anggaran yang mencukupi
Faktor kedua yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan RPJMD
2010-2015 Kabupaten Barru adalah anggaran yang diberikan sudah
mencukupi berdasarkan data dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait
dalam pelaksanaan tersebut. Penjelasan pertama mengenai anggaran yang
dianggap mendukung masih terkait dengan percepatan pembangunan seperti
yang dijelaskan sebelumnya, pernyataan tersebut diungkapkan oleh
sekretaris BPMD.
“Sebelumnya tidak ada program seperti ini (program percepatan
pembanguan pedesaan) sehingga dapat dikatakan anggaran di desa
sangat terbatas, nah dengan adanya pengalaman kami selama 5
tahun terakhir, sebetulnya teman-teman di desa dapat dikatakan
dengan adanya kebiajakan uu no.6 terkait dengan desa, maka kami
khususnya di bpmd tidak kelabakan lagi mengelolah anggaran, karena
selama 5 tahun ini mereka sudah terbiasa dengan anggaran yang 500
juta tersebut, jadi sudah ada pengalaman mengelolah anggaran yang
cukup besar”45
Berdasarkan penjelasan tersebut, mengartikan bahwa selama lima
tahun terakhir (masa periode RPJMD) pemerintah desa sebagai pelaksana
pembangunan desa cukup di bantu dengan diberikannya dana sebesar 500
juta/desa tersebut. Selain dapat menjalankan program/kegiatan
45 Hasil wawancara dengan Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 09.13 wita.
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pembangunan, dengan adanya anggaran tersebut juga mengajarkan kepada
BPMD untuk lebih baik lagi dalam mengelolah anggran demi terlaksananya
setiap program/kegiatan dari RPJMD selanjutnya.
Penjelasan lain mengenai dukungan dalam hal anggaran juga
dingkapkan oleh pihak dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Beliau
mengungkapkan bahwa anggaran yang diterima selama ini selalu meningkat,
sehingga dalam menjalankan program/kegiatan RPJMD sudah tidak
terhambat lagi jika dalam persoalan anggaran.
“Anggaran yang kami miliki meningkat terus, bahkan tahun 2015 Cuma
7 Milyar, dan tahun ini diberikan 26 Milyar, ada dana langsung ke
masyarakat dan pembangunan struktur sarana prasarana dan
sebagainya, kita biasanya mendapatkan dana dari APBD, ketika
APBD tidak mencukupi ada dana dari provinsi, ketika tidak mencukupi
lagi, ada dana dari pusat (APBN), jadi selama ini mengenai anggaran
sudah tidak bermasalah lagi”46
Penjelasan yang sama mengenai anggran yang mencukupi juga
diungkapkan oleh sekretaris dinas pertanian. Pernyataan tersebut
mengungkapkan bahwa anggaran yang diberikan cukup mendukung dan
bahkan cenderung terus meningkat. Hal tersebut diakui merupakan bukti
keberpihakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“keberpihakan pemerintah sendiri untuk meningkatkan sector
pertanian sangat besar, begitupun dari pusat, terbukti dengan
46 Hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru hari
senin tanggal 18 januari 2016 pukul 13.20 wita.
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anggaran yang diberikan 5 milyar, bahkan cenderung meningkat dari
tahun ke tahun”47
Berdasarkan uaraian mengenai dukungan anggaran yang telah
dijelaskan di atas, dapat dikaitkan dengan poin lainnya mengenai persyaratan
untuk terjaminnya pelaksanaan rencana yang diungkapkan Sjafrizal yaitu
menjaga konsistensi perencanaan dan anggaran. Bila konsistensi dapat
dijaga maka pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan menjadi lebih
terjamin karena pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sangat
tergantung pada ketersediaan anggaran.
Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran secara teoritis
sudah lama ada dalam ilmu perencanaan pembangunan yang terkenal
dengan istilah Planning, Program and Budgeting System (PPBS). Namun
demikian, pelaksanaannya ternyata cukup sulit karena adanya berbagai
kepentingan di dalamnya. Barulah setelah Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2003 tentang Keuangan Negara dikeluarkan, maka hal ini sudah menjadi
keharusan untuk dilaksanakan oleh para dinas dan instansi yang terlibat.
Untuk dapat menjaga konsistensi antara perencanaan dan
penganggaran, undang-undang nomor 17 tahun 2003 tersebut juga
mengamanatkan bahwa anggaran pembangunan yang disususn oleh
pemerintah pusat dan daerah haruslah dalam bentuk Anggaran Kinerja
47 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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(Performance Budget). Dalam hal ini besarnya alokasi anggaran didasarkan
pada target kinerja dari SKPD bersangkutan serta program dan kegiatan
yang dilakukan. Dengan cara demikian, pengalokasian anggaran
pembangunan daerah akan dapat menjadi lebih terarah dan efisien serta
dapat menjamin pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan
semula oleh SKPD bersangkutan.
4.2.2.2. Faktor Penghambat
Berdasarkan penjelasan pada bagian sebelumnya, dapat dikatakan
bahwa pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru sudah berjalan.
Meskipun demikian, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan menjadi
penghambat dalam pelaksanaannya untuk menjadi lebih maksimal lagi.
Adapun faktor penghambat yang dimaksud diantaranya adalalah SDM
(Sumber Daya Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang
bersifat kondusif / tidak menentu, adanya perubahan kebijakan, ritme/periode
pemerintah pusat dan daerah yang berbeda, dan faktor alam.
1. SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih kurang
Untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam rencana
pembangunan daerah, dalam hal ini RPJMD, sumber daya manusia adalah
salah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Namun berdasarkan data yang
penulis peroleh, hal ini masih menjadi kendala karena dianggap masih
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kurang sehingga terdapat bagian-bagian tertentu yang belum terisi atau
dapat dikatakan belum memiliki staf yang cukup. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan.
“SDM sendiri sebenarnya masih kurang, karena kami hanya memiliki
26 pegawai, dan kami memiliki program-program yang langsung
menyentuh masyarakat, disini pegawai kadang tidak memiliki staf, di
bagian-bagian kegiatan itu tidak ada”48
Permasalahan mengenai kurangnya sumber daya manusia juga
diungkapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat. Beliau menyatakan bahwa jika berpatokan pada struktur, maka
dapat dikatakan bahwa SDM yang mereka miliki belum mencukupi.
“Kalo dari SDM sendiri sebenarnya kami masih kekurangan pegawai,
karena masih ada bagian-bagian tertentu yang tidak memiliki staf,
terutama pada bagian-bagian bawah dalam struktur”49
Selain penjelasan di atas, pernyataan lain yang mengungkapkan
permasalahan yang sama juga berasal dari Kepala Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan. Beliau mengungkapkan bahwa jumlah SDM
yang ada pada Dinas tersebut juga masih kurang.
“Dari sisi jumlah SDM memang masih kurang, karena ada bidang yang
tidak memiliki pejabat fungsional, semua pejabat struktural, sehingga
terjadi hal yang seharusnya dilakukan oleh pejabat fungsional atau staf
tertentu, namun terpaksa dilakukan oleh kepala bagian misalnya
48 Hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru hari
senin tanggal 18 januari 2016 pukul 13.20 wita.
49 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 10.35 wita.
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padahal itu bukan tugasnya tapi karena keadaan jadi harus
menyesuaikan”50
Pernyataan diatas menggambarkan bahwa salah satu faktor yang
masih menghambat pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Barru adalah
kurangnya SDM, sehingga hal tersebut dapat menjadi pertimbangan
kedepannya untuk dapat diatasi sehingga pelaksanaan RPJMD dapat lebih
maksimal lagi.
2. Adanya program/kegiatan yang bersifat tidak menentu
Dalam pelaksanaan rencana pembangunan, hal pertama yang harus
diperhatikan sebelumnya adalah perencanaannya, karena pada rencana
tersebut terdapat hal-hal yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran
pembangunan. Namun salah satu yang menjadi kendala adalah adanya
program/kegiatan yang bersifat kondusif / tidak menentu sehingga sangat
sulit untuk diprediksi ke depannya.
Kondisi tersebut terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan
Perlindungan Masyarakat. Kepala Badan tersebut mengungkapkan kendala
nya dalam pelaksanaan RPJMD terutama kegiatan yang menyangkut
masalah sosial yang tidak bisa diprediksi jumlah kejadiannya.
“Sebenarnya kami susah memprediksi kedepannya, seperti misalnya
kriminalitas, kita punya target tapi kan kejadian di luar sana kita tidak
50 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Barru pada hari selasa tanggal 19 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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bisa pastikan, misalnya kita target sekian kasus, namun ternyta yang
kejadian lebih dari itu, jadi susah mengukurnyam walaupun kita sudah
berusaha, karena kita di sini terkait maslah-masalah sosial kan susah
diprediksi, misalnya unjuk rasa, sangat susah memprediksi sekian kali
terjadi, meskipun kita sudah meminimalisir, namun karena berbagai
faktor bisa saja lebih dari target yang telah kami prediksikan”51
Permaslahan seperti yang dijelaskan di atas merupakan hal yang tidak
dapat dihindarkan, karena sasaran program dan kegiatannya memang
bersifat kondusif dan sangat fleksibel. Untuk mengantisipasinya hanya bisa
dilakukan dengan melakukan prediksi dan target dengan semaksimal
mungkin.
3. Adanya perubahan kebijakan
Persyaratan lain yang diperlukan untuk dapat menjamin pelaksanaan
dari suatu rencana pembangunan, dalam hal ini RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru, adalah bahwa perencanaan tersebut harus selalu dapat
disesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi daerah tersebut. Hal ini
diperlukan mengingat kondisi sosial ekonomi dan politik daerah selalu
mengalami perubahan yang cukup drastis. Di samping itu, undang-undang
dan peraturan berlaku serta kebijakan nasional juga sering berubah yang
otomatis mempengaruhi kondisi daerah. Akibat perubahan tersebut,
dokumen perencanaan yang sudah di susun dan ditetapkan sebelumnya
menjadi tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi daerah dewasa ini.
51 Hasil wawancara dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 10.35 wita.
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Hal seperti itulah yang menjadi salah satu kendala yang dianggap
mempengaruhi perjalanan pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Barru selama
periode 2010-2015. Kondisi seperti itu diungkapkan oleh Kasubag Program
Dinas Kelautan dan Perikanan, yang menjelaskan bahwa ada kegiatan yang
tidak terlaksana karena adanya JUKNIS (petunjuk teknis) dari pemerintah
pusat kepada dinas terkait, yang akhirnya mengakibatkan pelaksaan tidak
sesuai lagi dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.
“Adapun kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana, biasa kegiatan yang
masuk di JUKNIS (petunjuk teknis) kegiatan, misalnya kita rencanakan
armada di awal sesuai rpjmd 15 unit, tapi berjalannya rpjmd tersebut,
ada JUKNIS dari pusat bahwa pengadaan sarana tersebut tidak boleh
lagi, nah aturan-aturan dari pusat tersebut biasanya yang akhirnya
tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan”52
Terkait dengan permasalahan mengenai perubahan kebijakan juga
diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
Beliau menyatakan bahwa salah satu kendala yang sangat terasa selama
pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru adalah adanya perubahan
peraturan/kebijakan yang memerlukan penyesuaian kembali.
“Paling yang terasa itu hambatan eksternal, mempengaruhi karena
menjadi dasar langkah  yaitu peraturan-peraturan yang ada contohnya
uu perdagangan, perindustrian, kan semua itu peraturan baru
sehingga tingkat sosialisasi kepada PNS ( pegawai ) dan masyarakat
agak terhambat, karena bagaimana mau melakukan ketika mereka
sendiri  kurang meng-update pengetahuan mengenai misalnya tupoksi
mereka masing-masing, kemudian adanya perubahan kewenangan,
yang tadinya menjadi kewenangan kabupaten, sekarang menjadi
52 Hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru hari
senin tanggal 18 januari 2016 pukul 13.20 wita.
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kewenangan provinsi, begitupun sebaliknya, contohnya metrology,
selama ini  menjadi kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan
provinsi, walaupun uu memberikan tenggang waktu 2 tahun
penyerahan secara total ke kabupaten, tidak bisa serta merta kita
memiliki semua unsur-unsurnya secara cepat, karena adanya
perubahan kewenangan berarti fungsi berubah, kalau fungsi berubah
kemungkinannya skpd juga berubah, jadi kita harus menyesuaikan
lagi”53
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menyatakan bahwa salah satu
kendala dalam pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru adalah
adanya perubahan kebijakan/aturan. Kemudian  jika hal tersebut
dihubungkan dengan apa yang dipaparkan pada bagian awal bahwa syarat
untuk terjaminnya pelaksanaan rencana pembangunan adalah dengan
melakukan penyesuaian rencana (planning Adjustment).
Penyesuaian rencana tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
melalui revisi perencanaan (Mid-term Review) setelah menjalani suatu
periode tertentu dan menyusun rencana tahunan (Annual Plan) secara rutin
setiap tahunnya. Untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) penyesuaian dapat dilakukan setelah perencanaan berjalan sekitar
2-3 tahun.
Penyesuaian rencana melalui penyusunan rencana tahunan yang
dilakukan secara rutin, merupakan cara yang lazim digunakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini. Sesuai dengan
53 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten Barru pada hari selasa tanggal 19 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa setiap tahunnya
daerah harus menyusun RKPD oleh Bappeda yang merupakan jabaran lebih
konkret dari RPJMD dan Renja oleh masing-masing SKPD yang merupakan
jabaran dari Renstra SKPD yang sudah ada.
4. Periode pemerintahan pusat dan daerah yang berbeda
Kendala yang lain dalam pelaksanaan RPJMD 2010-2015 Kabupaten
Barru tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan sebelumnya, yaitu
ritme/periode pemerintahan pusat dan daerah yang berbeda. Hal ini juga
masih berhubungan dengan penyesuaian rencana (Planning Adjustment).
Periode kepengurusan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi berbeda
dengan periode kepengurusan pemerintah di daerah, dalam hal ini adalah
Kabupaten Barru. Periode RPJMD adalah 2010-2015, sedangkan periode
pemerintah pusat adalah 2014-2019 dan periode pemerintah provinsi adalah
2013-2018, artinya bahwa harus dilakukan penyesuaian kembali pada saat
pergantian kepemimpinan atau memasuki periode baru di pusat/provinsi
karena visi misi nya pun akan berganti. Kondisi seperti itulah yang
diungkapkan oleh Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Yang jadi masalah itu, dipusat kan sekarang 2 tahun kepemimpinan
jokowi, sementara provinsi juga, berarti rpjm pusat dan provinsi bisa
bersamaan, tapi berbeda dengan kita karena ini sudah akhir, sekarang
2016 masa transisi, berarti kita selesai mereka sudah jalan 2 tahun,
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jadi ini yang biasanya tidak sejalan antara program kita dengan pusat,
namun kita harus mengikuti dan menyesuaikan kembali”54
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, menggambarkan bahwa
pelaksanaan RPJMD harus selalu menyesuaikan dengan perencanaan dari
pusat maupun dari provinsi, sehingga hal tersebutlah yang kadang di anggap
sebagai hal yang dapat menjadi kendala selama pelaksanaannya.
Berkaitan dengan permasalaha tersebut diatas, sesuai dengan prinsip
demokrasi dan otonomi daerah, pemilihan kepala daerah dilakukan melalui
sistem pemilihan langsung oleh rakyat yang waktunya berbeda-beda antara
satu daerah dengan daerah lain sesuai dengan waktu berakhirnya jabatan
kepala daerah sebelumnya. Oleh karena periode waktu RPJMD ditetapkan
maksimum 6 bulan sejak kepala daerah mulai dilantik, maka otomatis periode
waktu berlakunya RPJMD tentunya juga akan berbeda-beda antara satu
daerah dengan daerah lainnya sesuai dengan berakhirnya masa jabatan
kepala daerah bersangkutan. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari
pelaksanaan otonomi daerah dan pilkada di Indonesia.
Perbedaan jangka waktu berlaku RPJMD tersebut yang menyebabkan
terjadinya beberapa permasalahan baik dalam penyusunan maupun sampai
pada pelaksanaan rencana pembangunan daerah di Indonesia. Pertama,
menyangkut dengan keterpaduan perencanaan antara RPJMD dengan
54 Hasil wawancara dengan Kasubag Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru hari
senin tanggal 18 januari 2016 pukul 13.20 wita.
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RPJPD sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang menjadi sukar
diwujudkan karena RPJP mempunyai jangka waktu yang sama di seluruh
daerah yaitu 2005-2025, sedangkan RPJMD berbeda-beda tergantung dari
masa jabatan kepala daerah bersangkutan. Kedua, sinkronisasi dan
konsistensi rencana pembangunan antar daerah yang berdekatan dan
berkaitan serta dengan pembangunan nasional juga sulit untuk diwujudkan.
Akibatnya proses pembangunan nasional yang terpadu, efisien, dan
bersinergi antara satu daerah daerah lain sulit untuk dapat diwujudkan.
Ada dua kemungkinan jalan keluar yang dapat diperkirakan akan
dapat ditempuh untuk mewujudkan kesamaan periode waktu perencanaan
tersebut. Pertama, melakukan penyamaan periode waktu pelaksanaan
rencana melalui undang-undang sebagaimana yang pernah dilakukan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada zaman
pemerintahan orde baru yang lalu. Kalau periode perencanaan tersebut
berbeda dengan masa jabatan kepala daerah, maka kepala daerah harus
mengikuti periode tersebut sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku. Dengan demikian, masa jabatan kepala daerah tidak harus sama
dengan masa berlakunya RPJMD. Kedua, melakukan kegiatan pilkada
secara serentak di seluruh Indonesia sehingga masa jabatan kepala daerah
dan jangka waktu berlakunya RPJMD otomatis menjadi sama. Cara kedua ini
juga dapat pula mengurangi biaya pelaksanaan pilkada pada masing-masing
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daerah. Alternatif mana yang akan dipilih tentunya akan sangat tergantung
pada kebijakan pemerintah nasional.
5. Faktor Kondisi Alam
Kendala lain yang dirasakan selama pelaksanaan RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru adalah mengenai faktor alam/lingkungan. Hal tersebut
dianggap sebagai kendala yang cukup berarti dan sulit untuk ditanggulangi,
terutama dari SKPD yang pelaksanaan program dan kegiatannya sangat
berhubungan dengan kondisi alam dan lingkungan. Hal tersebut diungkapkan
oleh Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan.
“Di sisi lain memang banyak hal yang menjadi kendala, secara
eksternal, di pertanian sendiri kami dipengaruhi faktor utama adalah
kondisi alam, alam kita di sini 2 tahun terakhir kurang bersahabat,
musim kemarau berkepanjangan, sementara tanaman pertanian
membutuhkan air sepanjang penyelenggaraan usaha tani, buka berarti
bahwa selalu berarti harus ada air, namun membutuhkan air pada
fase-fase tertentu”55
Faktor tersebut diatas masih tetap berhubungan dengan syarat
terjaminnya pelaksanaan rencana yaitu dengan melakukan penyesuainan
rencana (Planning Adjustment). Dalam artian bahwa pemerintah dalam hal ini
SKPD terkait yang memiliki program dan kegiatan pembangunan yang
bergantung atau dipengaruhi oleh faktor alam dan lingkungan harus memiliki
penyesuaian rencana yang baik serta alternatif-alternatif untuk
55 Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Petanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten
Barru pada hari senin tanggal 18 januari 2016 pukul 14.15 wita.
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menanggulangi jika diperhadapkan dengan kondisi alam/lingkungan yang
tidak mendukung.
Berkaitan dengan permasalahan di atas, meskipun pada umumnya
penyesuaian rencana pada RPJMD dapat dilakukan setelah perencanaan
berjalan sekitar 2-3 tahun, namun penyesuaian rencana tersebut dapat
dilakukan lebih awal karena terjadi suatu bencana alam / kondisi alam yang
mengubah kondisi secara drastis. Penyesuaian rencana melalui penyusunan
rencana tahunan yang dilakukan secara rutin, merupakan cara yang lazim
digunakan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 diamanatkan bahwa setiap
tahunnya daerah harus menyusun RKPD oleh Bappeda yang merupakan
jabaran lebih konkret dari RPJMD dan Renja oleh masing-masing SKPD yang
merupakan jabaran dari Renstra SKPD yang sudah ada.
Bilamana terjadi perubahan yang cukup signifikan sehingga
memerlukan penyesuaian rencana, maka RPJMD atau Renstra yang telah
ada tidak perlu diubah, tetapi cukup dimasukkan ke dalam RKPD oleh
Bappeda dan Renja oleh SKPD terkait pada waktu penyusunan rencana
tahunan tersebut. Misalnya terjadi bencana alam yang merusak dan
berdampak pada prasarana dan fasilitas pembangunan pada daerah
tersebut. Untuk menanggulangi akibat dari bencana tersebut pemerintah
daerah dapat membuat rencana baru yang sebelumnya belum ada dalam
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RPJMD dan memasukkannya ke dalam RKPD tahun bersangkutan. Dalam
hal ini penyusunan RKPD dan Renja SKPD sekaligus juga berfungsi sebagai
addendum terhadap dokumen perencanaan  yang sudah ada dan sedang
berlaku pada saat itu. Dengan cara demikian, perencanaan tersebut sudah
bersifat Rolling Plan (Perencanaan Bergulir) karena dapat disesuaikan
dengan perubahan kondisi daerah pada setiap tahunnya.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Kabupaten Barru merupakan salah satu daerah yang sementara
merintis pembangunannya dengan melakukan berbagai upaya berupa
program dan kegiatan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana
pembangunan daerah khususnya RPJMD karena merupakan jabaran dari
visi dan misi pemerintah daerah terpilih pada periode 2010-2015. Adapun
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2010-2015 Kabupaten Barru tersebut dijelaskan berdasarkan pelaksanaan
dari SKPD yang menjadi sampel yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (BPMD), Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Pekerjaan Umum.
Pelaksanaan dari setiap SKPD tersebut diuraikan berdasarkan
program pembangunan daerah, kegiatan pembangunan, serta capaian dari
program dan kegiatan berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan
pada dokumen RPJMD 2010-2015 Kabupaten Barru tersebut. Dari uraian
tersebut terlihat bahwa RPJMD yang dimaksud secara mendasar telah
dilaksanakan selama lima tahun masa berlakunya, adapun yang menjadi
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kekurangan yaitu adanya beberapa target pada indikator sasaran yang tidak
dicapai sepenuhnya. Namun terlepas dari itu, pelaksanaan RPJMD tersebut
telah memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pembangunan di
Kabupaten Barru selama lima tahun terakhir. Kemudian sebagai tindak lanjut
dari pelaksanaan tersebut perlu adanya pembinaan kedepannya untuk tetap
mempertahankan apa yang telah dicapai dan lebih meningkatkan lagi ke
depannya, serta perlu adanya sinkronisasi antar dokumen selanjutnya
sehingga program dan kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tetap
bersinergi dengan program dan kegiatan pembangunan yang akan
ditetapkan pada periode berikutnya.
Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaa RPJMD 2010-2015
Kabupaten Barru adalah faktor pendukung dan faktor penghambat. Pertama,
faktor pendukung pelaksanaan RPJMD tersebut adalah adanya kolaborasi /
kerja sama antar SKPD dan anggaran yang mencukupi. Kedua, faktor
penghambat pelaksanaan RPJMD tersebut adalah SDM (Sumber Daya
Manusia) yang masih kurang, adanya program/kegiatan yang bersifat tidak
menentu, adanya perubahan kebijakan, ritme pemerintah pusat dan daerah
yang berbeda, dan faktor kondisi alam.
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5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, penulis
berharap dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barru pada periode
selanjutnya dapat lebih maksimal lagi, serta target capaian yang telah
ditetapkan dapat dilaksanakan sepenuhnya.
Adapun faktor pendukung yang ada dapat dipertahankan dan tetap
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ada di
Kabupaten Barru kedepannya. Kemudian segala faktor penghambat yang
telah dirasakan dapat menjadi pelajaran kedepannya sehingga segala hal
yang menghambat tersebut dapat diatasi dan ditangani oleh seluruh pihak
yang terlibat dalam pembangunan daerah, baik pemerintah maupun
masyarakat dapat bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan setiap
program dan kegiatan pembangunan  Kabupaten Barru sehingga tercapai
pembangunan yang lebih baik dan semakin maju di masa yang akan datang.
Secara garis besar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam palaksanaan
rencana pembangunan daerah khusunya RPJMD selanjutnya adalah :
1. Mempertahankan perencanaan yang berorientasi pada pelaksanaan
2. Melakukan penyesuaian rencana (Planning Adjustment)
3. Tetap menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran
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4. Memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari kualitas maupun
dari kuantitasnya.
5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat
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Lampiran 2. Foto-foto Penelitian
Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 
MISI 2 : Optimalisasi Pemanfaatan / Sumberdaya Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat 
 
 
No 
 
Tujuan 
 
Indikator 
kinerja Tujuan 
 
Kebijakan Umum 
 
Sasaran 
 
Indikator Sasaran 
 
Program 
 
Kegiatan 
 
SKPD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2 Tercapainya 
kesejahteraan 
ekonomi dan 
sosial 
masyarakat 
Angka 
kemiskinan di 
bawah 9 persen 
Akselerasi 
penanggulangan 
kemiskinan secara 
terintegrasi 
Berkurangnya 
jumlah penduduk 
miskin, 
kedalaman 
kemiskinan dan 
kerentanan untuk 
miskin 
Jumlah desa dengan 
kelompok masyarakat 
miskin yang mendapatkan 
fasilitasi dari 28 
kelompok dari 24 
Desa/Kel pada tahun 
2009 menjadi 54 
kelompok dari 54 
Desa/Kel pada tahun 
2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Penanggulangan 
Kimiskinan Terpadu 
(PAKET) 
BPMD 
Program percepatan 
pembangunan 
pedesaan 
Pendampingan dan 
Administrasi PNPM-MP 
yang terintegrasi 
BPMD 
Meningkatnya jumlah fakir 
miskin yang mendapatkan 
pelayanan dan fasilitasi 
dari 150 RT pada Tahun 
2009 menjadi 1200 RT 
Tahun 2015 
Program 
pemberdayaan fakir 
miskin, komunitas 
adat terpencil (KAT) 
Dan penyandang 
masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS) lainnya 
Pelatihan keterampilan 
berusaha bagi keluarga 
miskin 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Fasilitasi manajemen 
usaha bagi keluarga 
miskin 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Pengadaan sarana dan 
prasarana pendukung 
usaha bagi keluarga 
miskin 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
 
1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Persentase KK miskin di 
daerah pertanian yang 
mendapatkan bantuan 
dari 28,13 % pada Tahun 
2009 menjadi 78,13 % 
Tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pertanian 
Penanggulangan 
Kemiskinan Bidang 
Pertananian / Perkebunan 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
Persentase KK miskin di 
daerah peternakan yang 
mendapatkan bantuan 
ternak dari 454 KK pada 
Tahun 2009 menjadi 574 
KK Tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pertanian 
Penanggulangan 
Kemiskinan Bidang 
Peternakan 
DINAS 
PETERNAKAN 
Jumlah KK miskin di 
daerah pesisir yang 
mendapatkan bantuan 
dari 343 KK pada tahun 
2009 menjadi 512 KK 
tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
ekonomi masyarakat 
pesisir 
Penanggulangan 
Kemiskinan Bidang 
Kelautan dan perikanan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Persentase masyarakat 
miskin di sekitar hutan 
yang mampu mengelola 
hasil hutan non kayu 
secara produktif dari 
37,5% pada tahun 2009 
menjadi 75% pada tahun 
2015. 
Peningkatan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 
Pertanian 
Penanggulangan 
kemiskinan bidang 
kehutanan 
DINAS KEHUTANAN 
Jumlah masyarakat rawan 
pangan yang ditangani 
dari 17 Desa  pada 
Tahun 2009 menjadi 40 
Desa pada Tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
kesejahteraan Petani 
Penguatan Masyarakat 
rawan Pangan 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
 
2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Persentase siswa miskin 
yang mendapatkan 
beasiswa dari 6.898 pada 
Tahun 2009 menjadi 
26.898 Tahun 2015 
Program Wajib 
Belajar Pendidikan 
Dasar Sembilan 
Tahun 
Pemberian Beasiswa bagi 
siswa kurang mampu 
tingkat SD/MI dan 
SMP/M.Ts 
DINAS PENDIDIKAN 
Program Pendidikan 
Menengah 
Pemberian Beasiswa bagi 
siswa kurang mampu 
tingkat SMA/SMK/M.Ts 
DINAS PENDIDIKAN 
Persentase masyarakat 
miskin yang memperoleh 
jaminan askeskin dari 
91,53% pada tahun 2009 
menjadi 100% pada tahun 
2015 
Program Pelayanan 
kesehatan penduduk 
miskin 
Usaha Pelayanan 
Kesehatan Daerah 
Terpencil 
DINAS KESEHATAN 
Pelayanan kesehatan 
akibat gizi buruk/busung 
lapar 
DINAS KESEHATAN 
Program Promosi 
kesehatan dan 
pemberdayaan 
masyarakat 
Pengembangan jaminan 
pemeliharaan kesehatan 
masyarakat (JPKM) 
DINAS KESEHATAN 
Meningkatnya cakupan 
pelayanan kesehatan 
dasar masyarakat miskin 
dari 65,6 % pada tahun 
2009 menjadi 100% pada 
tahun 2015 
Program Pelayanan 
Kesehatan penduduk 
miskin 
Pengembangan pelayanan 
kesehatan penduduk 
miskin 
RUMAH SAKIT 
UMUM DAERAH 
Jumlah KK miskin yang 
mendapatkan fasilitasi 
dari 718 KK pada Tahun 
2009 menjadi 968 KK 
Tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Fasilitasi Permodalan bagi 
usaha mikro kecil dan 
menengah di perdesaan 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
 
3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Meningkatnya persentase 
KK miskin yang 
mendapatkan pelayanan 
KTP, KK dan akte 
kelahiran gratis dari 
7,51% pada tahun 2009 
menjadi 32,86 % pada 
tahun 2015 
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 
Pelayanan KTP, KK dan 
Akte kelahiran gratis bagi 
Keluarga Miskin 
DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN 
SIPIL 
Meningkatnya persentase 
KK miskin yang 
mendapatkan kontrasepsi 
gratis dari 49,63% pada 
tahun 2009 menjadi 
60,01% pada tahun 2015 
Program Keluarga 
berencana 
Penyediaan pelayanan KB 
dan Alat Kontrasepsi bagi 
keluarga miskin 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Meningkatnya persentase 
kelompok UPPKS yang 
produktif dari 14 
kelompok pada tahun 
2009 menjadi 28 
kelompok pada tahun 
2015 
Program 
Peningkatan peran 
perempuan di 
perdesaan 
Pelatihan perempuan di 
perdesaan dalam bidang 
usaha ekonomi produktif 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Meningkatnya persentase 
KK miskin yang 
mendapatkan bantuan 
RASKIN dari 82,83 % 
pada tahun 2009 menjadi 
100 % pada tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Pemberian bantuan beras 
bersubsidi 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEREKONOMIAN 
Terbentuknya 
kelembagaan dan 
terkoordinasikannya 
program-program dan 
kegiatan-kegiatan 
kemiskinan dari 0 tahun 
2009 menjadi 1  pada 
Tahun 2015 
Program 
Perencanaan 
pembangunan 
Ekonomi 
Penyusunan master plan 
penanggulangan 
kemiskinan 
BAPPEDA 
 
4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Jumlah KK miskin yang 
mendapatkan fasilitasi 
dari 996 orang  pada 
Tahun 2009 menjadi 
4.980 Tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Optimalisasi BAZ BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
Meningkatnya Persentase 
KK /orang miskin yang 
mendapatkan sertifikasi 
tanah gratis dari 0 KK 
pada tahun 2009 menjadi 
100 KK pada tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Pelayanan sertifikasi tanah 
gratis bagi masyarakat 
miskin 
BAGIAN 
PERTANAHAN 
Meningkatnya persentase 
KK /orang miskin yang 
mendapatkan IMB gratis 
dari 0 KK pada tahun 
2009 menjadi 150 KK 
pada tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat Miskin 
Pelayanan IMB Gratis DINAS PUK 
Persentase KK /orang 
miskin yang mendapatkan 
fasilitasi perumahan yang 
layak dari 10,10 % 
KK/orang pada tahun 
2009 menjadi 40,25 % 
KK/orang pada tahun 
2015 
Pengembangan 
Perumahan 
Fasilitasi dan stimulasi 
pembangunan perumahan 
masyarakat kurang 
mampu 
DINAS PUK 
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     Persentase KK /orang 
miskin yang mendapatkan 
fasilitasi air bersih yang 
layak dari 18,21 % 
KK/orang pada tahun 
2009 menjadi 37,65 % 
KK/orang pada tahun 
2015 
Program lingkungan 
sehat perumahan 
Penyediaan sarana air 
bersih dan sanitasi dasar 
terutama bagi masyarakat 
miskin 
DINAS PUK 
Rata-rata 
pertumbuhan 
PDRB perkapita 
mencapai 5,38 
persen 
Pemantapan 
Struktur 
Perekonomian 
Daerah 
Terjadinya 
transformasi 
struktur 
perekonomian 
yang berimbang 
antara sektor 
primer, sekunder 
dan tersier 
Berkembangnya industri 
pengolahan hasil hasil 
Peternakan dari 1 pada 
Tahun 2009 menjadi 2 
Tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
penerapan teknologi 
peternakan 
Pengadaan sarana dan 
prasarana teknologi 
peternakan tepat guna 
DINAS 
PETERNAKAN 
Rata-rata 
pertumbuhan 
ekonomi 
mencapai 5,85 
persen 
Pembangunan pusat-pusat 
etalase/eksebisi/ promosi 
atas hasil produksi 
peternakan 
DINAS 
PETERNAKAN 
Rata-rata 
pendapatan 
perkapita 
mencapai Rp. 
9.705.962,55 
Promosi atas hasil 
produksi peternakan 
unggulan daerah 
DINAS 
PETERNAKAN 
Berkembangnya industri 
pengolahan hasil hasil 
perikanan dari 200 pada 
tahun 2009 menjadi 225 
pada tahun 2015 
Program 
Optimalisasi 
Pengelolaan dan 
Pemasaran Produksi 
Perikanan 
Pengadaan Alat dan 
Sarana Pengolahan dan 
Pemasaran Ikan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Berkembangnya industri 
pengolahan hasil hutan 
dari 1 unit pada tahun 
2009 menjadi 6 unit pada 
tahun 2015. 
Program 
Pemanfaatan 
Potensi Sumber 
Daya Hutan 
Pengembangan Hasil 
Hutan Non Kayu 
DINAS KEHUTANAN 
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     Berkembangnya industri 
rumah tangga, kecil dan 
menengah dari 1467 pada 
Tahun 2009 menjadi 1717 
pada Tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
sistem pendukung 
usaha bagi UMKM 
Penyelenggaraan 
pembinaan industri rumah 
tangga,industri kecil dan 
industri menengah 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Program 
Pengembangan 
industri kecil dan 
menengah 
Fasilitasi bagi industri kecil 
dan menengah terhadap 
pemanfaatan sumber daya 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Pembinaan industri kecil 
dan menengah dalam 
memperkuat jaringan 
kluster industri 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Fasilitasi kerjasama 
kemitraan industri mikro 
kecil dan menengah 
dengan swasta 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Magang dan kunjungan 
kerja pengusaha 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Survei pendataan 
sosialisasi dan penyuluhan 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
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       Pelatihan teknologi 
produksi kewirausahawan, 
GKM, dan AMT 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Meningkatnya 
penyerapan tenaga kerja 
pada sektor Non 
pertanian dari 40,41 % 
pada Tahun 2009 menjadi 
42,19 % Tahun 2015 
Program 
Peningkatan kualitas 
dan produktifitas 
tenaga kerja 
Pembangunan balai 
latihan kerja 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Pengadaan peralatan 
pendidikan dan 
keterampilan bagi pencari 
kerja 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Pendidikan dan pelatihan 
keterampilan bagi pencari 
kerja 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Peningkatan 
profesionalisme tenaga 
kepelatihan dan instruktur 
BLK 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Penyusunan data base 
tenaga kerja daerah 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Program 
Perlindungan 
Pengembangan 
Lembaga 
Ketenagakerjaan 
Sosialisasi berbagai 
peraturan pelaksanaan 
tentang ketenagakerjaan 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
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       Peningkatan pengawasan, 
perlindungan dan 
penegakan hukum 
tehadap keselamatan dan 
kesehatan kerja 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Fasilitasi penyelesaian 
prosedur pemberian 
perlindungan hukum dan 
jaminan sosial 
ketenagakerjaan 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA DAN 
TRANSMIGRASI 
Persentase 
desa/kelurahan yang 
mendapatkan fasilitasi 
pengembangan komoditi 
unggulan dari 0 persen 
pada tahun 2009 menjadi 
92,59 persen tahun 2015 
Program percepatan 
pembangunan 
pedesaan 
Pengembangan komoditi 
unggulan perdesaan 
KANTOR 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN 
Terciptanya 
jaringan 
kerjasama dengan 
lembaga mitra 
lainnya 
Terbentuknya kerjasama 
dalam pelayanan publik 
dan ekonomi dari 4 pada 
tahun 2009 menjadi 6 
pada tahun 2015 
Program Kerjasama 
Pembangunan 
Fasilitasi Kerjasama 
dengan Dunia 
Usaha/Lembaga 
BAPPEDA / DPKD / 
DINAS PENDIDIKAN 
Kontribusi sektor 
pertanian 
sebesar 44 
persen dan 
angka 
pengangguran 
dibawah 8 
persen 
Peningkatan 
kuantitas dan 
kualitas produksi 
pertanian 
Meningkatnya 
produksi dan 
produktivitas yang 
semakin 
berkualitas 
Meningkatnya 
penggunaan bibit unggul 
pertanian yang terjamin 
kualitasnya dari 15,35% 
dari tahun 2009 menjadi 
91,40% pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Ketahanan Pangan 
Pertanian / 
Perkebunan 
Peningkatan Produksi, 
produktivitas dan mutu 
Produk Perkebunan, 
Produk Pertanian 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
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      Program 
Peningkatan 
Produksi Pertanian / 
Perkebunan 
Pengembangan Bibit 
Unggul Pertanian / 
Perkebunan 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
Program 
Peningkatan 
ketahanan pangan 
pertanian / 
perkebunan 
Pengembangan 
Perbenihan/Perbibitan 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
Meningkatnya sistem 
agribisnis dan ketahanan 
pangan dari 10 klp tahun 
2009 menjadi 45 klp 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
ketahanan pangan 
pertanian / 
perkebunan 
Analisis dan Penyusunan 
Pola Konsumsi dan Suplai 
Pangan 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Pengembangan desa 
Mandiri Pangan 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Penyuluhan sumber 
Pangan Alternatif 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Pemantapan struktur 
Ekonomi Pangan dan 
agribisnis 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Pemanfaatan pekarangan 
untuk pengembangan 
Pangan 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Peningkatan kewaspadaan 
Pangan dan Gizi 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
Kajian rantai Pasokan dan 
Pemasaran Pangan 
BADAN 
KETAHANAN 
PANGAN 
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     Prosentase kelompok 
usaha tani yang mandiri 
dalam pengelolaan 
agribisnis dari 3,84% 
pada tahun 2009 menjadi 
12,90% tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
kesejahteraan petani 
Pelatihan petani dan 
pelaku agribisnis 
KANTOR 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN 
Peningkatan kemampuan 
lembaga petani 
KANTOR 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN 
Prosentase desa yang 
memiliki penyuluh trampil 
dari 33,33% tahun 2009 
menjadi 88,88 tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
penyuluh 
pertanian/perkebuna 
n lapangan 
Peningkatan kapasitas 
tenaga penyuluh 
pertanian/perkebunan 
KANTOR 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN 
Meningkatnya 
populasi ternak 
besar yang 
bersinergi dengan 
intensifikasi 
tanaman pangan 
Meningkatnya usaha tani 
ternak sapi terpadu dari 
64 kelompok pada tahun 
2009 menjadi 134 
kelompok tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Produksi hasil 
Peternakan 
Pembibitan dan Perawatan 
ternak 
DINAS 
PETERNAKAN 
Penelitian dan pengolahan 
gizi dan pakan ternak 
DINAS 
PETERNAKAN 
Penyuluhan kualitas Gizi 
dan Pakan Ternak 
DINAS 
PETERNAKAN 
Pengembangan Agribisnis 
Peternakan 
DINAS 
PETERNAKAN 
Program Peningkatan 
Penerapan Teknologi 
Peternakan 
Penelitian dan 
pengembangan teknologi 
peternakan Tepat Guna 
DINAS 
PETERNAKAN 
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     Meningkatnya Populasi 
ternak sapi dari 47.337 
ekor pada tahun 2009 
menjadi 63.904 ekor pada 
tahun 2015 
Program 
pencegahan dan 
penanggulangan 
penyakit ternak 
Pendataan masalah 
peternakan 
DINAS 
PETERNAKAN 
Pemeliharaan kesehatan 
dan pencegahan penyakit 
menular ternak 
DINAS 
PETERNAKAN 
Pemusnahan ternak yang 
terjangkit penyakit 
endemik 
DINAS 
PETERNAKAN 
Program 
Peningkatan dan 
pengembangan 
statistik 
Penyusunan data base 
peternakan 
DINAS 
PETERNAKAN 
Pembinaan dan 
produksi pertanian 
Pembinaan dan 
pengawasan depo obat 
hewan, bahan asal ternak 
dan hasil olahannya 
DINAS 
PETERNAKAN 
Meningkatnya 
produksi ternak 
unggas 
Meningkatnya usaha tani 
ternak unggas dari 
278.474 ekor  pada 
Tahun 2009 menjadi 
445.558 ekor Tahun 
2015 
Program 
Peningkatan 
Produksi Hasil 
Peternakan 
Pendistribusian Bibit 
ternak kepada Masyarakat 
DINAS 
PETERNAKAN 
Berkembangnya 
kemitraan dalam usaha 
ternak unggas dari 46 
Unit pada Tahun 2009 
menjadi 81 Unit Tahun 
2015 
Program Pembinaan 
dan produksi 
pertanian 
Pemberdayaan 
kelembagaan peternak 
DINAS 
PETERNAKAN 
Meningkatnya 
produksi 
perikanan tangkap 
dan budidaya 
Meningkatnya produksi 
hasil perikanan tangkap 
dari 17.207,8 Ton pada 
tahun 2009 menjadi 
19.788,9 ton tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
perikanan tangkap 
Pendampingan pada 
kelompok nelayan 
perikanan tangkap 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
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       Rehabilitasi terumbu 
karang buatan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Rehabilitasi sumberdaya 
kawasan pesisir 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Program 
Pengembangan 
Sistem Penyuluhan 
Perikanan 
Pembinaan SDM Kelautan 
dan Perikanan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Meningkatnya produksi 
perikanan budidaya dari 
2.752,3 ton pada tahun 
2009 menjadi 5.480 ton 
tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
budidaya perikanan 
Pengadaan alat uji kualitas 
air dan tanah 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Rehabilitasi saluran irigasi 
tambak 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Pengembangan Bibit 
Unggul 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Peningkatan akses 
teknologi dan 
sarana/prasarana 
penangkapan 
Meningkatnya 
sarana prasarana 
penangkapan 
Berkembangnya jumlah 
kapal yang menggunakan 
teknologi penangkapan 
secara modern dari 3 unit 
pada tahun 2009 menjadi 
15 unit tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
perikanan tangkap 
Pengadaan sarana dan 
prasarana perikanan 
tangkap 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Pengembangan dan 
pemanfaatan sistim 
informasi dan statistik 
perikanan tangkap 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Jumlah sarana dan 
prasarana penangkapan 
ikan yang layak dan 
memadai dari 1 unit di 
tahun 2009 menjadi 5 unit 
tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
perikanan tangkap 
Rehabilitasi sedang/berat 
Tempat Pelelangan Ikan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Pemeliharan rutin/berkala 
tempat pelelangan ikan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
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   Peningkatan 
produksi dan 
produktivitas pelaku 
industri dan UMKM 
Peningkatan 
produksi dan 
penyerapan 
tenaga kerja 
industri, UMKM 
Berkembangnya produksi 
industri pengolahan / 
jumlah wirausahaan 
sektor industri dan UMKM 
dari 16.095 unit pada 
Tahun 2009 menjadi 
20.100 unit Tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
kewirausahaan dan 
keunggulan 
kompetitif UMKM 
Penyelenggaraan 
pelatihan kewirausahaan 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTRIAN & 
PERDAGANGAN 
Program 
Pengembangan 
sistem pendukung 
usaha bagi UMKM 
Penyelenggaraan promosi 
produk UMKM 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Sosialisasi dukungan 
informasi penyediaan 
permodalan 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Fasilitasi Pembentukan 
dan Pengembangan 
Lembaga Permodalan 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEREKONOMIAN 
Meningkatnya penyerapan 
tenaga kerja sektor 
industri dan UMKM dari 
24.213 pada Tahun 
2009 menjadi 30.123 
Tahun 2015 
Program Penciptaan 
iklim usaha UMKM 
yang kondusif 
Pengembangan jaringan 
infrastruktur usaha kecil 
dan menengah 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Program 
Pengembangan 
kewirausahaan dan 
keunggulan 
kompetitif UMKM 
Memfasilitasi peningkatan 
kemitraan usaha bagi 
UMKM 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
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  Kontribusi sektor 
pertambangan 
terhadap PDRB 
pada tahun 2015 
mencapai 1,54 
persen 
Pengelolaan 
pertambangan 
Eksploitasi 
sumber-sumber 
pertambangan 
bernilai ekonomis 
tinggi 
Meningkatnya investasi 
dan volume produksi 
pertambangan dari 10,3 
% pada Tahun 2009 
menjadi 29,92% Tahun 
2015 
Program Pembinaan 
dan pengawasan 
bidang 
pertambangan 
Koordinasi dan pendataan 
tentang hasil produksi 
dibidang pertambangan 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Jumlah usaha 
pertambangan yang 
melaksanakan 
eksplorasi/ekploitasi 
sesuai standar yag 
ditetapkan dari 6 pada 
tahun 2009 menjadi 12 
Tahun 2015 
Program Pembinaan 
dan Pengadaan 
Pengelolaan Usaha 
Pertambangan 
Sumber Daya 
Mineral dan 
Batubara 
Penelitian dan 
pengembangan bahan 
galian aneka tambang 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Penelitian dan 
pengembangan kawasan 
karst 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Air Bawah Tanah 
Penelitian dan 
pengembangan air bawah 
tanah 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Program 
Penguasaan dan 
pengembangan 
aplikasi teknologi 
serta teknologi baru 
Pengadaan sarana 
laboratorium 
pertambangan 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Pelestarian ekologi 
dan sumber daya 
alam 
Jumlah usaha bahan 
galian yang memenuhi 
standar pengolahan 
bahan galian dari 3 pada 
Tahun 2009 menjadi 9 
Tahun 2015 
Program Pembinaan 
dan pengawasan 
bidang 
pertambangan 
Monitoring dan 
pengendalian kegiatan 
penambangan bahan 
galian C 
DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
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  Menurunnya 
jumlah dan jenis 
PMKS…. 
Persen 
Penanganan 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan sosial 
Tertanganinya 
jumlah 
penyandang 
masalah 
kesejahteraan 
sosial 
Meningkatnya persentase 
penyandang masalah 
sosial yang ditangani dari 
150 pada Tahun 2009 
menjadi 1200  Tahun 
2015 
Program 
Pemberdayaan 
kelembagaan 
kesejahteraan sosial 
Peningkatan kualitas SDM 
Kesejahteraan sosial 
masyarakat 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Program pembinaan 
anak terlantar 
Pelatihan keterampilan 
dan praktek belajar kerja 
bagi anak terlantar 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Program pembinaan 
para penyandang 
cacat dan trauma 
Pendidikan dan pelatihan 
bagi penyandang cacat 
dan eks trauma 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Program pembinaan 
eks penyandang 
penyakit sosial (eks 
narapidana, PSK, 
narkoba dan 
penyakit sosial 
lainnya) 
Pemberdayaan eks 
penyandang penyakit 
sosial 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Pembinaan Tuna Sosial DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
Program Bantuan 
dan Jaminan 
Kesejahteraan Sosial 
Pelatihan, pendataan dan 
pemutkhiran data 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial 
(PMKS) dan potensi 
sumberdaya 
kesejahteraan sosial 
(PSKS) 
DINAS 
KESEJAHTERAAN 
SOSIAL, TENAGA 
KERJA & 
TRANSMIGRASI 
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  Meningkatnya 
jumlah 
organisasi 
pemuda dan 
olahraga yang 
aktif berprestasi 
sebanyak ….. 
Optimalisasi peran 
pemuda dan 
pengembangan 
olahraga 
Berkembangnya 
kegiatan 
kepemudaan 
Jumlah bidang 
kepemudaan yang meraih 
prestasi Nasional dari 5 
pada tahun 2009 menjadi 
10 pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan peran 
serta kepemudaan 
Pembinaan organisasi 
kepemudaan 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA/KECAM 
ATAN 
Meningkatnya jumlah 
siswa sekolah yang 
terpilih dari 70 orang pada 
tahun 2009 menjadi 350 
orang pada tahun 2015 
Program 
peningkatan peran 
serta kepemudaan 
Pendidikan dan pelatihan 
dasar kepemimpinan 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA/KECAM 
ATAN 
 Berkembangnya 
kegiatan 
keolahragaan 
Jumlah bidang olahraga 
yang meraih prestasi 
regional dari 5 cabang 
pada tahun 2009 menjadi 
10 pada tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
kebijakan dan 
manajemen olah 
raga 
Pengembangan sistem 
sertifikasi dan standarisasi 
profesi 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Program Pembinaan 
dan pemasyarakatan 
olahraga 
Pemberian penghargaan 
bagi insan olahraga yang 
berdedikasi dan 
berprestasi 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Penyelenggaraan 
kompetisi Olahraga 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Pembibitan dan 
pembinaan olahragawan 
berbakat 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Program 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
olahraga 
Peningkatan 
pembangunan sarana dan 
prasarana olahraga 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
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  Jumlah obyek 
wisata yang 
menjadi tujuan 
wisata sebanyak 
2 obyek 
Pengembangan 
potensi wisata dan 
budaya daerah 
Meningkat dan 
meluasnya 
apresiasi seni 
daerah 
Jumlah bidang seni yang 
meraih prestasi dari 4 
pada tahun 2009 menjadi 
11 pada tahun 2015 
Program 
Pengelolaan 
keragaman budaya 
Pengembangan kesenian 
dan kebudayaan daerah 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Teraktualisasikan 
nya situs dan 
karya kebudayaan 
lokal asli 
Terpeliharanya situs dan 
karya budaya lokal dari 13 
tahun 2009 menjadi 26 
tahun 2015 
Program 
Pengelolaan 
kekayaan budaya 
Pengelolaan dan 
pengembangan 
pelestarian peninggalan 
sejarah purbakala, 
museum dan peninggalan 
bawah air 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 
Berkembangnya 
destinasi dan 
event wisata 
Jumlah destinasi wisata 
yang dikembangkan dari 
1 pada tahun 2009 
menjadi 6 pada tahun 
2015 
Program 
Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 
Pengembangan Daerah 
Tujuan Wisata 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Program 
Pengembangan 
Kemitraan 
Fasilitasi Pembentukan 
Forum Komunikasi Antar 
Pelaku Industri Pariwisata 
dan Budaya 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Pengembangan SDM di 
bidang kebudayaan dan 
pariwisata bekerjasama 
dengan lembaga lainnya 
DINAS 
KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA & 
OLAHRAGA 
Meningkatnya 
Indeks 
kesetaraan 
jender 
Pengarusutamaan 
gender 
Berkembangnya 
partisipasi 
perempuan pada 
lembaga 
pemerintah, 
lembaga ekonomi 
dan 
penyelenggaraan 
pembangunan 
Meningkatnya kualitas 
peran serta perempuan 
pada lembaga pemerintah 
, politik, ekonomi 
produktif, sosial budaya , 
agama dan pembinaan 
organisasi perempuan 
dari 40 % tahun 2009 
menjadi 80 % pada tahun 
2015 
Program 
Peningkatan peran 
serta dan kesetaraan 
gender dalam 
pembangunan 
Pembinaan Organisasi 
Perempuan 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
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       Pendidikan & Pelatihan 
peningkatan peran serta & 
kesetaraan gender 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Peningkatan peranan 
wanita menuju keluarga 
sehat dan sejahtera 
(P2WKSS) 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Program 
peningkatan peran 
perempuan di 
pedesaan 
Pembinaan dan 
pemberdayaan PP dan 
kelompok Dasa wisma 
BPMD 
Pembinaan , Pelatihan dan 
pelaksanaan HKG dan 
rakerda PKK 
BPMD 
Berkurangnya 
kasus kekerasan 
terhadap 
perempuan dan 
anak 
Menurunnya jumlah 
kekerasan terhadap 
perempuan dan anak dari 
14,12 % (19 kasus) tahun 
2009 menjadi 85% (5 
kasus) pada tahun 2015 
Program Penguatan 
kelembagaan 
Pengarusutamaan 
Gender dan Anak 
Advokasi dan fasilitasi 
Pengarusutamaan Gender 
bagi perempuan 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Fasilitasi Pengembangan 
pusat pelayanan terpadu 
Pemberdayaan 
Perempuan (P2TP2) 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Program keserasian 
kebijakan 
peningkatan kualitas 
anak dan perempuan 
Pelaksanaan sosialisasi 
yang terkait dengan 
kesetaraan gender, 
Pemberdayaan 
Perempuan & 
Perlindungan Anak 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
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       Pelaksanaan kegiatan Hari 
anak Nasional 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Program 
Peningkatan kualitas 
hidup dan 
perlindungan 
perempuan 
Sosialisasi & Advokasi 
kebijakan Perlindungan 
Tenaga Kerja Perempuan 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Sosialisasi sistem 
pencatatan dan pelaporan 
KDRT 
KANTOR 
PEMBERDAYAAN 
PEREMPUAN DAN 
KELUARGA 
BERENCANA 
Jumlah anggota 
koperasi yang 
aktif… orang 
Peningkatan peran 
dan fungsi koperasi 
Berkembangnya 
koperasi sebagai 
bagian dari 
gerakan sosial 
masyarakat 
Meningkatnya jumlah 
koperasi yang sehat dan 
mandiri dari 20   pada 
Tahun 2009 menjadi 47 
pada Tahun 2015 
Program 
Peningkatan kualitas 
kelembagaan 
koperasi 
Koordinasi pelaksanaan 
kebijakan dan program 
pembangunan koperasi 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Pembinaan, pengawasan 
dan penghargaan koperasi 
berprestasi 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Peningkatan dan 
pengembangan jaringan 
kerja sama usaha koperasi 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO 
KECIL & 
MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
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MISI 3 : Menciptakan Lingkungan yang Kondusif 
 
 
 
No 
 
 
Tujuan 
Indikator 
Kinerja 
Tujuan 
 
 
Kebijakan Umum 
 
 
Sasaran 
 
 
Indikator Sasaran 
 
 
Program 
 
 
Kegiatan 
 
 
SKPD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 Terpeliharanya 
dan semakin 
meningkatnya 
kebersamaan 
antar berbagai 
unsur dalam 
tatanan daerah 
Meningkatnya 
kebersamaan 
antar unsur 
tatanan sosial 
Mendorong 
peningkatan dan 
pemeliharaan 
jaringan kerjasama 
berbagai unsur 
tatanan daerah 
berbasis kearifan 
lokal 
Berkembang dan 
terpeliharanya saling 
kepercayaan, saling 
bantu serta 
kepatuhan kepada 
norma kebersamaan 
Menurunnya tingkat 
Kriminalitas dari 1.435 
kasus pada tahun 2009 
menjadi 1.005 kasus 
pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
Pelatihan 
pengendalian 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Pemantauan orang 
asing dan lembaga 
LSM asing 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Penguatan 
Jaringan Kominda 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat untuk 
menjaga ketertiban 
dan keamanan 
Pembentukan 
satuan keamanan 
lingkungan di 
masyarakat 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Jumlah jenis informasi 
pembangunan yang 
dipublikasi melalui media 
massa dari 84 pada 
tahun 2009 menjadi 821 
pada tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
komunikasi, Informasi 
dan media massa 
Pembinaan dan 
pengembangan 
sumber daya 
komunikasi dan 
informasi 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL 
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       Pengadaan Alat 
Studio dan 
Komunikasi 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL/ 
Pelaksanaan 
Dokumentasi 
Kegiatan 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL 
Program Kerjasama 
Informasi dan Media 
Massa 
Penyebarluasan 
Informasi 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL 
Penyebarluasan 
Informasi yang 
Bersifat 
Penyuluhan bagi 
Masyarakat 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL 
Program Penguatan 
Kelembagaan, 
Komunikasi, Informasi 
dan Hubungan Antar 
Lembaga 
Pengembangan 
Operasional 
Kehumasan 
Daerah 
BAGIAN HUMAS & 
PROTOKOL 
Teraktualisasikannya 
nilai-nilai, norma- 
norma dan 
pengetahuan lokal 
asli 
Terpeliharanya budaya 
lokal asli dari 4 pada 
tahun 2009 menjadi 10 
pada tahun 2015 
Program Pengelolaan 
kekayaan Budaya 
Pengembangan 
kebudayaan dan 
pariwisata 
DINAS KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 
Terpromosikannya 
potensi budaya lokal 
pada tingkat Nasional 
dari 5 Kali pada tahun 
2009 menjadi 10 kali 
pada tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
pemasaran pariwisata 
Pelaksanaan 
promosi pariwisata 
nusantara di dalam 
dan di luar negeri 
DINAS KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, 
PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 
 
2
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    Berkembangnya 
kualitas tatanan pada 
tingkat lokalitas 
desa/kelurahan 
Persentase desa/dusun 
yang melaksanakan 
perencanaan dan 
pelaksanaan 
pembangunan secara 
partisipatif dengan basis 
data yang akurat dari 50 
% pada tahun 2009 
menjadi 90 % pada 
tahun 2015 
Program peningkatan 
partisipasi masyarakat 
dalam membangun 
Desa 
Pelaksanaan 
Musyawarah 
Pembangunan 
Desa/Kelurahan,Du 
sun / Lingkungan 
(MUSRENBANGD 
ES) 
BPMD 
Pelaksanaan Bulan 
Bakti Gotong 
Royong Masyarakat 
BPMD 
Program percepatan 
pembangunan 
pedesaan 
Pembinaan dan 
penguatan 
penyelenggaraan 
Alokasi Dana Desa 
BPMD 
Persentase desa/ 
kelurahan yang 
mengikuti perlombaan 
desa/kelurahan 
sebanyak 13 desa/ 
kelurahan setiap tahun 
Program Peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah Desa 
Perlombaan Desa / 
Kelurahan 
BPMD 
Jumlah anggota 
Lembaga 
Kemasyarakatan Desa 
(LKD) dan anggota 
Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD) yang terlatih 
sebanyak 5 orang/desa 
pada tahun 2009 menjadi 
12 orang/desa pada 
tahun 2015 
Program peningkatan 
keberdayaan 
masyarakat Pedesaan 
Pemberdayaan 
Lembaga dan 
Organisasi 
Masyarakat 
Pedesaan 
BPMD 
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     Persentase perangkat 
kecamatan, Kelurahan 
dan desa  yang 
kompeten dari 115 Pada 
tahun 2009 menjadi 575 
Pada tahun 2015 
Peningkatan kapasitas 
aparatur pemerintah 
Desa 
Pelatihan aparatur 
Pemerintahan 
Desa/Kelurahan 
dalam bidang 
manajemen 
pemerintahan desa 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Persentase aparat 
pemerintah desa/ 
kelurahan yang 
memahami perencanaan 
partisipatif dari 25 % 
pada tahun 2009 menjadi 
75 % pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
kapasitas aparatur 
pemerintah Desa 
Pelatihan aparatur 
Pemerintahan 
Desa/Kelurahan 
dalam bidang 
manajemen 
pemerintahan desa 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Pelatihan aparatur 
Pemerintah Desa 
dalam bidang 
pembangunan 
kawasan 
perdesaan 
BPMD 
Pelatihan aparatur 
pemerintahan 
kecamatan dalam 
bidang manajemen 
pemerintahan 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Jumlah desa yang 
melaksanakan pemilihan 
Kepala Desa Secara 
Demokratis dari 8 Pada 
tahun 2009 menjadi 27 
Pada Tahun 2015 
Program Peningkatan 
Kapasitas aparatur 
pemerintah Desa 
Pemilihan Kepala 
Desa 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Berfungsinya Organisasi 
pemerintah daerah yang 
efektif dan efisien dari 25 
% pada tahun 2009 
menjadi 50 % pada 
tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
Otonomi Daerah 
Penataan, 
Pemetaan dan 
penetapan batas 
kabupaten, 
kecamatan dan 
Desa / Kelurahan 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
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       Peningkatan 
pengkoordinasian 
bidang 
perencanaan, 
pembangunan, 
pemerintahan dan 
kemasyarakatan di 
kecamatan 
KECAMATAN 
Program Peningkatan 
Kapasitas aparatur 
pemerintah Desa 
Penyusunan 
kerangka regulasi 
Pemerintahan Desa 
/ Kelurahan dan 
LKD/LKK 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Jumlah desa/kelurahan 
yang memiliki 
BUMDES/Lembaga 
Ekonomi Masyarakat dari 
0 desa pada tahun 2009 
menjadi 40 desa pada 
tahun 2015 dan 
berfungsinya BUMDES 
sebesar 60 % pada 
tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
Otonomi Daerah 
Pelatihan 
keterampilan 
Manajemen 
BUMDES 
BPMD 
Program Program 
percepatan 
pembangunan 
pedesaan 
Pengembangan 
Lembaga ekonomi 
perdesaan / 
BUMDES 
BPMD 
Jumlah desa/ kelurahan 
yang memiliki kelompok 
usaha yang menerapkan 
Teknologi Tepat Guna 
(TTG) 20 desa/ 
kelurahan pada tahun 
2009 menjadi 40 desa/ 
kelurahan pada tahun 
2015 
Program 
pengembangan 
lembaga ekonomi 
pedesaan 
Pelatihan 
keterampilan 
Usaha Industri 
kerajinan 
BPMD 
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      Program Penguasaan 
dan Pengembangan 
Aplikasi Teknologi dan 
Teknologi Baru 
Pengembangan 
dan Rekayasa TTG 
dan Teknologi Baru 
Perdesaan 
BPMD 
Program Peningkatan 
Kesejahteraan Petani 
 
Pengembangan 
sistem penyuluhan 
pertanian, 
perikanan dan 
kehutanan (SP3K) 
KANTOR PELAKSANA 
PENYULUHAN 
PERTANIAN, 
PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN 
Tingkat 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
kehidupan 
politik 
Pengembangan 
demokrasi dan 
kesatuan bangsa 
Tertanamkannya 
nilai-nilai kesadaraan 
berdemokrasi pada 
masyarakat dan 
pelaku politik 
Kondusifnya kehidupan 
berdemokrasi dan politik 
di masyarakat dari 60 % 
pada tahun 2009 menjadi 
90 % pada tahun 2015 
Program Pendidikan 
Politik Masyarakat 
Pembinaan Ormas, 
Orpol, LSM dan 
Organisasi Profesi 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Fasilitasi 
penyelenggaraan 
Pemilu 
DPKD/BADAN 
KESATUAN BANGSA, 
POLITIK DAN 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
4 Terjaminnya 
kelestarian 
lingkungan dan 
keberlanjutan 
sumberdaya alam 
Rasio antara 
kawasan hutan 
yang 
direhabilitasi 
dengan luas 
lahan kritis dari 
250 Ha : 26.772 
Ha Tahun 2009 
menjadi 1.075 
Ha : 27.847 Ha 
Tahun 2015. 
Pengelolaan dan 
pengendalian 
lingkungan hidup 
Terlestarikannya 
sumber daya alam 
Meningkatnya jumlah 
luas hutan yang mampu 
dipertahankan fungsinya 
dari 660 Ha pada tahun 
2009 menjadi 2.200 Ha 
tahun 2015 
Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 
Koordinasi 
penyelenggaraan 
reboisasi dan 
penghijauan hutan 
(Reboisasi) 
DINAS KEHUTANAN 
Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam rehabilitasi 
hutan dan lahan 
DINAS KEHUTANAN 
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     Jumlah Lokasi 
keanekaragaman hayati 
kab. Barru yang dapat 
dipantau atau dilakukan 
pengawasan dari 1 lokasi 
pada tahun 2009 menjadi 
10 lokasi pada tahun 
2015 
Program perlindungan 
dan Konservasi 
Sumber daya alam 
Pengembangan 
Ekowisata dan 
Jasa Lingkungan 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Meningkatnya luasan 
lahan terumbu 
karang,Mangrove, 
Padang Lamun dan 
Estuaria yang 
terehabilitasi dari 2 Ha 
pada tahun 2009 menjadi 
21 Ha pada tahun 2015 
Program Rehabilitasi 
dan Pemulihan 
cadangan Sumber 
Daya Alam 
Pengelolaan dan 
rehabilitasi terumbu 
karang,Mangrove, 
Padang Lamun, 
Esturia dan Teluk 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Menurunnya jumlah 
kerusakan sumberdaya 
laut dari dari rata-rata 7 
kasus per tahun Pada 
tahun 2009 menjadi rata- 
rata 5 kasus per tahun 
pada tahun 2015 
Program 
Pemberdayaan 
Masyarakat dalam 
Pengawasan dan 
Pengendalian 
Sumberdaya Kelautan 
Pembentukan 
Kelompok 
Masyarakat 
Swakarsa 
Pengamanan 
Sumberdaya 
Kelautan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Pembinaan / 
Pengawasan 
Sumberdaya 
Kelautan 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
Program Peningkatan 
Kesadaran dan 
Penegakan Hukum 
dalam 
Pendayagunaan 
Sumberdaya Laut 
Penyuluhan Hukum 
dalam 
Pendayagunaan 
Sumberdaya Laut 
DINAS KELAUTAN 
DAN PERIKANAN 
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    Terpeliharanya 
kualitas lingkungan 
yang baik 
Meningkatnya 
pengendalian 
pencemaran lingkungan 
dari 1 jenis tahun 2009 
menjadi 4 tahun 2015 
Program Lingkungan 
sehat perumahan 
Pengendalian 
dampak resiko 
pencemaran 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Program 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Perusakan 
Lingkungan Hidup 
Pemantauan 
kualitas lingkungan 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Koordinasi 
Penilaian Kota 
Sehat/Adipura 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Pengawasan 
pelaksanaan 
kebijakan bidang 
lingkungan hidup 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Peningkatan peran 
serta masyarakat 
dalam 
pengendalian 
lingkungan hidup 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Program Peningkatan 
Kualitas dan Akses 
Informasi Sumber 
Daya Alam dan 
Lingkungan Hidup 
Penyusunan 
Laporan Status 
Lingkungan Hidup 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Penyusunan 
Rencana 
Perlindungan dan 
Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Program Pengelolaan 
ruang terbuka hijau 
(RTH) 
Pemeliharaan 
Ruang Terbuka 
Hijau 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
Pengawasan dan 
pengendalian RTH 
KANTOR 
LINGKUNGAN HIDUP 
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     Persentase kecamatan 
yang dilayani TPA 
terpadu dari 28,75 % 
Pada tahun 2009 
menjadi 42,85 % pada 
tahun 2015 
Program 
pengembangan 
kinerja pengelolaan 
persampahan 
Peningkatan 
Operasi dan 
pemeliharaan 
prasarana dan 
sarana 
persampahan 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Persentase wilayah kota 
yang bebas sampah 
berserakan dari 14,28% 
pada tahun 2009 menjadi 
28,57% pada tahun 2015 
Program 
pengembangan 
kinerja pengelolaan 
persampahan 
Penyediaan 
prasarana dan 
sarana 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Tersedianya 
instrumen 
tanggap darurat 
daerah 
terhadap 
bencana 
Pengembangan 
sistem mitigasi, 
adaptasi dan 
penanganan bencana 
Terciptanya sistem 
penanganan 
bencana yang 
tanggap, efektif dan 
efisien 
Dipertahankannya 
persentase korban dan 
lokasi bencana yang 
ditangani sebesar 100% 
pada tahun 2009 dan 
2015 
Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Pengadaan logistik 
dan obat-obatan 
bagi penduduk di 
tempat 
penampungan 
sementara 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Pemantauan dan 
penyebarluasan 
informasi potensi 
bencana alam 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Pengadaan tempat 
penampungan 
sementara dan 
evakuasi penduduk 
dari ancaman/ 
korban bencana 
alam 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
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      Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Pengadaan sarana 
dan prasarana 
evakuasi penduduk 
dari ancaman/ 
korban bencana 
alam 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Penyiapan dana 
siap pakai/dana on 
call 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
Program perencanaan 
pembangunan daerah 
rawan bencana 
Koordinasi 
penyusunan profile 
daerah rawan 
bencana 
BADAN 
PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 
Persentase korban dan 
lokasi bencana yang 
ditangani dari 25 % pada 
tahun 2009 menjadi 70 
% pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
kesiagaan dan 
pencegahan bahaya 
kebakaraan 
Pengadaan sarana 
dan Prasarana 
Pencegahan 
bahaya kebakaraan 
SATPOL PP 
Dipertahankannya 
persentase korban dan 
lokasi bencana yang 
ditangani sebesar 100% 
tahun 2009 dan tahun 
2015 
Program upaya 
Kesehatan 
Masyarakat 
Peningkatan 
pelayanan dan 
penanggulangan 
masalah kesehatan 
DINAS KESEHATAN 
Persentase korban dan 
lokasi bencana yang 
ditangani dari 0 % pada 
tahun 2009 menjadi 100 
% pada tahun 2015 
Program pencegahan 
dini dan 
penanggulangan 
korban bencana alam 
Pengadaan 
perlengkapan dan 
peralatan medis 
untuk penanganan 
bencana 
RSUD 
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    Terciptanya kesiapan 
dalam mitigasi dan 
adaptasi dampak 
perubahan iklim 
terhadap produksi 
pertanian, ketahanan 
pangan, gangguan 
kesehatan dan 
keragaman hayati 
Jumlah dan jenis 
dampak perubahan iklim 
terhadap produksi 
pertanian tanaman 
pangan dan perkebunan 
yang ditangani dari 4 
kasus pada tahun 2009 
menjadi 3 kasus Tahun 
2015 
Program Peningkatan 
ketahanan pangan 
pertanian / 
Perkebunan 
Peningkatan 
Perlindungan 
Tanaman 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
Persentase dampak 
perubahan iklim yang 
ditangani dari 0 % 
pada tahun 2009 menjadi 
100 % pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
produksi hasil 
peternakan 
Pengelolaan lahan 
dan air 
DINAS PETERNAKAN 
Meningkatnya 
Keberdayaan 
masyarakat 
dalam aspek 
kepatuhan 
terhadap norma 
hukum, adat 
istiadat, 
kearifan lokal 
dan hak asasi 
manusia 
Mendorong 
perwujudan 
pemberdayaan 
masyarakat 
Terjaganya 
keharmonisan dalam 
bentuk interaksi 
antar kelompok, 
golongan, lapisan 
dan pemangku 
kepentingan 
Menurunnya Penyakit 
Masyarakat (PEKAT) 
dari 103 kasus pada 
tahun 2009 menjadi 61 
kasus pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Pemberantasan 
Penyakit Masyarakat 
(PEKAT) 
Penyuluhan 
Pencegahan 
Peredaran / 
Penggunaan Miras 
dan Narkoba 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Jumlah dialog forum 
wawasan kebangsaan 
yang difasilitasi dari 2 kali 
2009 pada tahun menjadi 
10 kali pada tahun 2015 
Program Kemitraan 
pengembangan 
wawasan kebangsaan 
Seminar, Talk 
Show, Diskusi 
peningkatan 
wawasan 
kebangsaan 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Pelaksanaan forum 
komunikasi, 
sosialisasi dan 
dialog 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
 
11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Program 
Pengembangan 
Wawasan 
kebangsaan 
Peningkatan 
kesadaran 
masyarakat akan 
nilai-nilai luhur 
bangsa 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Penegakan ketertiban 
dan keamanan 
Semakin 
harmonisnya 
kehidupan sosial dan 
tingginya kepatuhan 
kepada hukum 
Meningkatnya 
penegakan PERDA dari 
masyarakat dari 4 jenis 
PERDA pada tahun 
2009 menjadi 20 jenis 
PERDA pada tahun 
2015 
Program Peningkatan 
Sistem Pengawasan 
Internal dan 
Pengendalian 
Pelaksaaan Kegiatan 
KDH 
Penanganan kasus 
pengaduan di 
lingkungan 
pemerintah daerah 
SATPOL PP 
Program peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
kebijakan KDH 
Penegakan Perda SATPOL PP 
Tertanganinya kegiatan 
aksi di masyarakat dari 
10 kali pada tahun 2009 
menjadi 50 kali pada 
tahun 2015 
Program 
Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan tindak 
Kriminal 
Peningkatan 
kerjasama dengan 
aparat keamanan 
dalam tekhnis 
pencegahan 
kejahatan 
SATPOL PP 
Tertanganinya 
permasalahan strategis 
daerah dari 50 % pada 
tahun 2009 menjadi 75 
% pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
Fasilitasi forum 
pengkajian 
masalah strategis 
daerah 
BADAN KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Program 
Pemberdayaan 
Potensi Keamanan 
Pembinaan Hukum 
dan Kamtibmas 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
Penegakan hukum 
dan Hak Asasi 
Manusia 
Terwujudnya 
kesadaran dan 
penghargaan 
terhadap hukum dan 
hak asasi manusia 
Persentase kebutuhan 
Produk Hukum daerah 
yang di Undangkan dari 
60 % Pada tahun 2009 
menjadi 100 % Pada 
tahun 2015 
Program Penataan 
Peraturan Perundang- 
undangan 
Penyusunan 
Rencana Kerja 
Rancangan 
Peraturan 
Perundang- 
undangan 
BAGIAN HUKUM 
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       Kajian Peraturan 
Perundang- 
undangan daerah 
terhadap peraturan 
perundang- 
undangan yang 
baru, yang lebih 
tinggi dari 
keserasian antar 
peraturan 
perundang- 
undangan 
BAGIAN HUKUM 
Legislasi 
rancangan 
peraturan 
perundang- 
undangan 
BAGIAN HUKUM 
Fasilitasi sosialisasi 
peraturan 
perundang- 
undangan 
BAGIAN HUKUM 
Publikasi peraturan 
perundang- 
undangan 
BAGIAN HUKUM 
Persentase 
permasalahan Hukum 
yang ditindak lanjuti dari 
75 % Pada tahun 2009 
menjadi 100 % Pada 
tahun 2015 
Program peningkatan 
sistem pengawasan 
internal dan 
pengendalian 
pelaksanaan 
Penanganan kasus 
pengaduan 
dilingkungan 
Pemda 
BAGIAN HUKUM 
Inventarisasi 
temuan 
pengawasan 
BAGIAN HUKUM 
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       Koordinasi 
pengawasan yang 
lebih 
komprenhensif 
BAGIAN HUKUM 
Evaluasi berkala 
temuan hasil 
pengawasan 
BAGIAN HUKUM 
Meningkatnya jumlah 
stakeholder yang 
memahami dan memiliki 
kesadaran hukum dan 
HAM dari 150 pada 
tahun 2009 menjadi 303 
stakehoder pada tahun 
2015 
Program peningkatan 
kesadaran Hukum dan 
HAM 
Orientasi rencana 
aksi nasional Hak 
azasi manusia 
(RANHAM) 
BAGIAN HUKUM 
Bintek dan 
penyusunan 
Laporan Harta 
Kekayaan 
Penyelengara 
Negara (LHKPN) 
BAGIAN HUKUM 
Program peningkatan 
kerjasama antar 
PEMDA 
Fasilitasi 
pembentukan 
kerjasama antar 
daerah dibidang 
Hukum 
BAGIAN HUKUM 
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MISI 4 :  Mengembangkan Interkoneksitas Wilayah 
 
 
 
 
No 
 
 
Tujuan 
 
Indikator Kinerja 
Tujuan 
 
Kebijakan 
Umum 
 
 
Sasaran 
 
 
Indikator Sasaran 
 
 
Program 
 
 
Kegiatan 
 
 
SKPD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
5 Meningkatnya 
daya saing 
daerah 
Meningkatnya 
aksesibilitas 
daerah dan 
berkembangnya 
fasilitas wilayah 
Peningkatan 
aksesibilitas 
wilayah 
Terpenuhinya 
kebutuhan jalan- 
jembatan dan 
pelabuhan bagi 
angkutan dan 
perlintasan 
orang/barang 
Persentase 
dusun/Lingkungan yang 
memiliki akses jalan dan 
jembatan baik. u/ Jalan dari 
447,90 Km (45,23 %) Pada 
Tahun 2009 Menjadi 
618,43 Km (62,45%) Pada 
Tahun 2015 
Program Pembangunan 
Jalan dan Jembatan 
Pembangunan Jalan 
dan Jembatan 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Program Rehabilitasi / 
pemeliharaan jalan dan 
jembatan 
Rehabilitasi/Pemeliha 
raan Jalan dan 
Jembatan 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Persentase jalan yang 
memiliki rambu-rambu 
310.16 km (47,10%) tahun 
2009 menjadi 502.16 km 
(76,26%) pada tahun 2015, 
marka jalan 26.45 km 
(12,68%) pada tahun 2009 
menjadi 153.98 km 
(73,85%) pada tahun 2015 
dan pagar pengaman jalan 
2.400 km (24 %) pada 
tahun 2009 menjadi 8.400 
km (84 %) pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
dan Pengamanan lalu 
lintas 
Pengadaan rambu- 
rambu lalu lintas 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Pengadaan marka 
jalan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Pengadaan pagar 
pengaman jalan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Meningkatnya fasilitas 
pendukung pelabuhan 
penyeberangan 
Garongkong dari 5 kegiatan 
(62,5 %) tahun 2009 
menjadi 8 kegiatan (100% 
pada tahun 2015 
Program Pembangunan 
Sarana dan Fasilitas 
Perhubungan 
Perencanaan 
Pembangunan 
Prasarana dan 
Fasilitas 
Perhubungan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
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      Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 
Pembangunan 
Gedung Terminal 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Terwujudnya pengelolaan 
operasional pelabuhan 
penyeberangan 
Garongkong dari 0% pada 
tahun 2009 menjadi 73,33 
% (10 kegiatan) pada tahun 
2015 
Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 
Peningkatan 
pengelolaan terminal 
angkutan sungai, 
danau dan 
penyeberangan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Meningkatnya Fasilitas 
Pendukung Pelabuhan Laut 
Garongkong dari 4 kegiatan 
(80 %) tahun 2009 menjadi 
5 kegiatan (100 %) pada 
tahun 2015 
Program Pembangunan 
Prasarana dan Fasilitas 
Perhubungan 
Penyusunan norma, 
kebijakan,standar 
dan prosedur bidang 
perhubungan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Terpenuhinya 
kebutuhan 
infrastruktur 
angkutan darat 
Meningkatnya fasilitas 
Pendukung angkutan darat 
dari 4 kegiatan (44,44 %) 
tahun 2009 menjadi 8 
kegiatan (88,88 %) pada 
tahun 2015 
Program Pembangunan 
Sarana dan Prasarana 
Perhubungan 
Pembangunan 
Gedung Terminal 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Pembangunan Halte 
Bus 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 
Rehabilitasi/Pemeliha 
raan 
terminal/pelabuhan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
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     Persentase moda angkutan 
yang memenuhi ijin 
kelaikan jalan dari 1.712 
(88,70 %) tahun 2009 
menjadi 2.455 (93,63 %) 
pada tahun 2015 
Program Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana 
dan Fasilitas LLAJ 
Rehabilitasi/Pemeliha 
raan sarana alat 
pengujian kendaraan 
bermotor 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Program Peningkatan 
pelayanan angkutan 
Koordinasi dalam 
pelayanan angkutan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Program Peningkatan 
pelayanan angkutan 
Pemilihan dan 
pemberian 
penghargaan 
supir/juru mudik/awak 
kendaraan angkutan 
umum teladan 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI 
INFORMATIKA 
Terpenuhinya 
fasilitas yang 
dapat 
mengakselerasi 
pertumbuhan 
dan transformasi 
perekonomian 
serta kemajuan/ 
kemandirian 
wilayah 
Persentase kawasan 
strategis, sarana 
perekonomian dan desa 
yang terlayani air bersih 
dari 30 Desa/Kel (55,56 %) 
Pada Tahun 2009 menjadi 
41 Desa/Kel (75,93 %) 
Pada Tahun 2015 
Program Pembangunan 
Infrastruktur Pedesaan 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Air Bersih 
Pedesaan 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Persentase desa yang 
memiliki jaringan irigasi 
teknis dari 25,93 % tahun 
2009 menjadi 51,85% 
tahun 2015 
Program Pengembangan 
dan Pengelolaan 
Jaringan Irigasi, rawa 
dan jaringan pengairan 
lainnya 
Pembangunan/ 
Peningkatan saluran 
dan bendung 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Rehabilitasi/Pemeliha 
raan Jaringan Irigasi 
yang telah dibangun 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
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     Persentase desa/kelurahan 
yang mendapatkan fasilitasi 
pengembangan 
infrastruktur dasar dari 
60,4% pada tahun 2009 
menjadi 100 % tahun 2015 
Program percepatan 
pembangunan pedesaan 
Pengembangan 
Infrastruktur 
pedesaan terintegrasi 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Persentase kawasan 
strategis, sarana 
perekonomian dan KK yang 
terlayani listrik dari 83,26% 
pada tahun 2009 menjadi 
83,77% pada tahun 2015 
Program Pembinaan dan 
Pengembangan Bidang 
Ketenagalistrikan 
Pemasangan Listrik 
desa / Genset 
DINAS 
PERTAMBANGAN DAN 
ENERGI 
Penelitian dan 
pengembangan 
potensi kelistrikan 
DINAS 
PERTAMBANGAN DAN 
ENERGI 
Persentase kawasan 
strategis, sarana 
perekonomian dan desa 
yang terlayani 
telekomunikasi dari 40.74 
% pada tahun 2009 
menjadi 75.92 % pada 
tahun 2015 
Program Pengembangan 
komunikasi, Informasi 
dan media massa 
Pembinaan dan 
Pengembangan 
Jaringan komunikasi 
dan informasi 
DINAS 
PERHUBUNGAN, 
KOMUNIKASI & 
INFORMATIKA 
Jumlah kecamatan yang 
memiliki BPR dari 0 unit 
pada tahun 2009 menjadi 1 
unit pada tahun 2015 
Program Pengembangan 
lembaga ekonomi 
perdesaan 
Fasilitasi permodalan 
bagi usaha mikro 
kecil dan menengah 
di perdesaan 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEREKONOMIAN 
Jumlah kecamatan yang 
memiliki pasar layak dari 5 
pada tahun 2009 menjadi 7 
pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
pemasaran hasil 
produksi pertanian / 
Perkebunan 
Pembangunan 
sarana dan 
prasarana pasar 
kecamatan / 
Perdesaan produksi 
hasil pertanian / 
Perkebunan 
DPKD 
 
 
4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Pemeliharan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana pasar 
kecamatan/pedesaan 
produksi hasil 
pertanian/perkebunan 
DPKD 
Jumlah desa yang memiliki 
pasar yang layak dari 13 
Desa dan 6 Kecamatan 
pada tahun 2009 menjadi 
27 Desa dan 7 Kecamatan 
pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Efisiensi Perdagangan 
Dalam Negeri 
Pengembangan 
pasar dan distribusi 
barang/ Produk 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Pengembangan 
pasar lelang daerah 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Pendataan, 
sosialisasi dan 
pelatihan ekspor 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Jumlah kajian 
pengembangan ekonomi 
wilayah dari 0 pada tahun 
2009 menjadi 1 pada tahun 
2015 
Program Perencanaan 
Pengembangan Wilayah 
Strategis dan cepat 
tumbuh 
Penyusunan 
perencanaan 
Pengembangan 
Wilayah Strategis dan 
cepat tumbuh 
BAPPPEDA 
    Pengembangan wilayah 
strategis dan cepat 
tumbuh 
Pengembangan 
infrastruktur dan 
fasilitas umum 
perkotaan 
 
Rasio 
pemanfaatan 
ruang sesuai 
peruntukannya 
Akselerasi 
penataan 
ruang 
Terpeliharanya 
keseimbangan 
antara kawasan 
lindung dengan 
kawasan 
budidaya 
Jumlah kawasan hutan 
yang direhabilitasi dari 845 
Ha pada tahun 2009 
menjadi 2.200 Ha pada 
tahun 2015. 
Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 
Koordinasi 
penyelenggaraan 
reboisasi dan 
penghijauan hutan 
(Reboisasi) 
DINAS KEHUTANAN 
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     Menurunnya kasus ilegal 
logging dan peredaran hasil 
yang ilegal dari 2 kasus 
pada tahun 2009 menjadi 0 
kasus pada tahun 2015. 
Program Rehabilitasi 
Hutan dan Lahan 
Pengawasan dan 
Peredaran Hasil 
Hutan 
DINAS KEHUTANAN 
Jumlah pal batas hutan 
yang direkonstruksi dari 90 
km pada tahun 2009 
menjadi 270 km pada tahun 
2015. 
Program Pemanfaatan 
Potensi Sumber Daya 
Hutan 
Pemantapan 
kawasan hutan 
DINAS KEHUTANAN 
Persentase tersusunnya 
rencana pemanfaatan 
ruang dari 47,83% tahun 
2009 menjadi 78,26% 
tahun 2015 
Program Pengendalian 
pemanfaatan ruang 
Penyusunan 
kebijakan 
pengendalian 
pemanfaatan ruang 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
 Program Perencanaan 
Tata Ruang 
Penyusunan rencana 
tata ruang wilayah 
BAPPEDA 
Penyusunan 
rancangan peraturan 
daerah tentang 
RTRW 
BAPPEDA 
Berkembangnya 
wilayah 
perkotaan/agrop 
olitan, wilayah 
industri dan 
kawasan 
strategis 
Jumlah kawasan 
pemukiman perkotaan 
layak huni yang terbentuk 
dari 42,85 % pada tahun 
2009 menjadi 71,43 % 
tahun 2015 
Program Pembangunan 
saluran drainase 
perkotaan dan 
perdesaan 
Pembangunan 
saluran Drainase / 
gorong-gorong 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Program Penyehatan 
lingkungan dan 
pemukiman 
Penataan lingkungan 
pemukiman kawasan 
perkotaan dan 
perdesaan 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
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     Jumlah Kawasan 
agropolitan yang terbentuk 
dari 4 pada tahun 2009 
menjadi 7 pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 
Pengembangan 
Kawasan Agropolitan 
BADAN KETAHANAN 
PANGAN DAN 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
Program Pembinaan dan 
Produksi Pertanian 
Pembinaan dan 
Operasional Sentra 
Pembibitan 
Hortikultura 
BADAN KETAHANAN 
PANGAN DAN 
PELAKSANA 
PENYULUHAN 
Jumlah kawasan sentra 
tanaman pangan 
hortikultura yang terbentuk 
dari 4 kawasan pada tahun 
2009 menjadi 7 kawasan 
pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Produksi 
Pertanian/Perkebunan 
Perluasan Areal 
Tanaman Pangan 
dan Holtikultura 
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN PANGAN 
DAN PERKEBUNAN 
Jumlah Kawasan 
minapolitan yang terbentuk 
dari 0 pada tahun 2009 
menjadi 1 kawasan pada 
tahun 2005 
Program pengembangan 
budidaya perikanan 
Pembinaan dan 
pengembangan 
perikanan 
DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
Program pengembangan 
kawasan budidaya laut, 
air payau dan air tawar 
Kajian kawasan 
budidaya laut, air 
payau dan air tawar 
DINAS KELAUTAN DAN 
PERIKANAN 
Jumlah kawasan usaha dan 
industri peternakan yang 
terbentuk dari 1 pada 
tahun 2009 menjadi 2 
kawasan pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Hasil Produksi 
Peternakan 
Pembangunan 
sarana dan 
prasarana pembibitan 
ternak 
DINAS PETERNAKAN 
Program Peningkatan 
pemasaran hasil 
produksi peternakan 
Pembangunan 
sarana dan 
prasarana pasar 
produksi hasil 
peternakan 
DINAS PETERNAKAN 
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     Jumlah kawasan pariwisata 
yang terbentuk dari 0 pada 
tahun 2009 menjadi 5 
kawasan pada tahun 2015 
Program Pengembangan 
Destinasi Pariwisata 
Pengembangan 
Daerah Tujuan 
Wisata 
DINAS KEBUDAYAAN, 
PARIWISATA, PEMUDA 
& OLAHRAGA 
Jumlah sentra industri kecil 
dan menengah yang 
terbentuk dari 1 pada 
tahun 2009 menjadi 36 
sentra pada tahun 2015 
Program Pengembangan 
industri kecil dan 
menengah 
Pembinaan industri 
kecil dan menengah 
dalam memperkuat 
jaringan klaster 
industri 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Meningkatnya penyerapan 
tenaga kerja sektor industri 
dari 5.656 orang pada 
tahun 2009 menjadi 5.906 
orang pada tahun 2015 
Program Pengembangan 
sistem pendukung usaha 
bagi UMKM 
Penyelenggaraan 
pembinaan industri 
rumah tangga, 
Industri kecil dan 
industri menengah 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Program Pengembangan 
Kewirausahawan dan 
keunggulan kompetitif 
usaha kecil dan 
menengah 
Memfasilitasi 
Peningkatan 
Kemitraan Usaha 
bagi UMKM 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Tertanganinya 
wilayah banjir 
dan wilayah 
kekeringan 
Jumlah spot wilayah rawan 
banjir yang tertangani dari 
583, 25 Ha (45,60%) tahun 
2009 menjadi 705,62 Ha 
tahun 2015 dan kekeringan 
yang tertangani dari 19.538 
Ha (48,2%) tahun 2009 
menjadi 20.997,35 Ha 
(51,80%) tahun 2015 
Program Pengendalian 
Banjir 
Peningkatan 
Pembangunan Pusat- 
Pusat Pengendali 
Banjir 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Program Pengendalian 
Banjir 
Rehabilitasi 
Pemeliharaan 
bantaran dan tanggul 
sungai 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Program Pengendalian 
Banjir 
Pembangunan 
Prasarana Pengaman 
Pantai 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
Meningkatnya 
jumlah nilai 
investasi 
Pengembang 
an iklim 
investasi 
Berkembangnya 
keadaan 
kondusif bagi 
penanaman 
modal dalam 
negeri dan asing 
Terbangunnya infrastruktur 
dan data base penanaman 
modal daerah yang 
terintegrasi dari 0 paket 
tahun 2009 menjadi 3 paket 
tahun 2015 
Program Peningkatan 
iklim investasi dan 
realisasi investasi 
Pembangunan sistem 
informasi 
KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN 
PENANAMAN MODAL 
Tersedianya regulasi 
investasi dari 8 regulasi 
tahun 2009 menjadi 12 
tahun 2015 
Program Peningkatan 
iklim investasi dan 
realisasi investasi 
Kajian kebijakan 
penanaman modal 
KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN 
PENANAMAN MODAL 
Tersedianya data dan 
informasi investasi dari 1 
pada tahun 2009 menjadi 4 
pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
promosi dan kerjasama 
investasi 
Koordinasi 
perencanaan dan 
pengembangan 
penanaman modal 
BAPPEDA 
Terpromosikannya peluang 
investasi daerah dalam 
skala nasional dan 
internasional dari 4 kali 
pada tahun 2009 menjadi 
19 kali pada tahun 2015 
Program Peningkatan 
Promosi dan kerja sama 
Investasi 
Penyelenggaraan 
Pameran Investasi 
KANTOR PELAYANAN 
PERIZINAN DAN 
PENANAMAN MODAL 
Pengembang 
an kerjasama 
daerah 
Berkembangnya 
jaringan 
kerjasama antar 
daerah 
Jumlah kerjasama antar 
daerah dari 0 pada tahun 
2009 menjadi 1 pada tahun 
2015 
Program Peningkatan 
Kerjasama Antar 
Pemerintah Daerah 
Fasilitasi/pembentuka 
n kerjasama antar 
daerah dalam 
penyediaan 
pelayanan publik 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
Fasilitasi/pembentuka 
n perkuatan 
kerjasama antar 
daerah pada bidang 
ekonomi 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
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MISI 5 : Mewujudkan Tata Kelola yang Baik dan Bersih 
 
 
 
 
No 
 
 
Tujuan 
 
Indikator Kinerja 
Tujuan 
 
 
Kebijakan Umum 
 
 
Sasaran 
 
 
Indikator Sasaran 
 
 
Program 
 
 
Kegiatan 
 
 
SKPD 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
6 Semakin 
fungsionalnya nilai 
dan ajaran agama 
dalam etos dan 
budaya kerja dalam 
tatanan pemerintah 
dan sosial 
kemasyarakatan 
Terwujudnya tata 
kelola 
pemerintahan 
yang lebih 
bertanggung 
jawab 
Aktualisasi peran 
dan fungsi agama 
dalam keseluruhan 
aktifitas 
masyarakat 
Semakin tingginya 
kualitas 
penghayatan dan 
pengamalan ajaran 
agama 
Rukunnya kehidupan 
dan kesadaran 
beragama dari 75% 
pada tahun 2009 
menjadi 95% pada 
tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
wawasan 
kebangsaan 
Peningkatan toleransi 
dan kerukunan dalam 
kehidupan beragama 
DINAS KESATUAN 
BANGSA, POLITIK 
DAN PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 
Program 
Peningkatan 
Kerukunan Umat 
Beragama 
Pembinaan 
Kehidupan Umat 
Beragama 
BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
Persentase sarana 
peribadahan yang 
mendapatkan 
pembinaan dan fasilitasi 
dari pemerintah dari 
98% pada tahun 2009 
menjadi 100% pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Kerukunan Umat 
Beragama 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
keagamaan 
BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
Persentase lembaga 
keagamaan yang 
mendapatkan 
pembinaan dan fasilitasi 
pemerintah dari 0 tahun 
2009 menjadi 82 tahun 
2015 
Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan Umat 
Beragama 
Pembinaan lembaga 
pendidikan informal 
pengajian dasar 
BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
 
1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Jumlah kelompok 
keagamaan aparatur 
yang aktif yang 
mendapatkan 
pembinaan dari 0 pada 
tahun 2009 menjadi 5 
pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan Umat 
Beragama 
Pembinaan dan 
fasilitasi kehidupan 
beragama aparatur 
BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
Jumlah regulasi 
birokrasi yang 
berlandaskan ajaran 
agama dari 0 tahun 
2009 menjadi 20 pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Pelayanan 
Kehidupan Umat 
Beragama 
Penyusunan kerangka 
regulasi keagamaan 
BAGIAN 
KESEJAHTERAAN 
RAKYAT 
Meningkatnya 
persentase lembaga 
pendidikan formal yang 
mendapatkan 
pembinaan dan fasilitasi 
dari pemerintah dari 
47,00% pada tahun 
2009 menjadi 59,25% 
pada tahun 2015 
Program 
Pengembangan 
Lembaga-Lembaga 
Sosial Keagamaan 
dan Lembaga 
Pendidikan 
Keagamaan 
Pesantren Kilat DINAS PENDIDIKAN 
MTQ antar pelajar DINAS PENDIDIKAN 
Pengembangan 
infrastruktur 
pandidikan sosial , 
Sosial Budaya dan 
keagamaan 
DINAS PENDIDIKAN / 
DINAS PU / BAG. 
KESRA 
7 Terwujudnya 
pelayanan umum 
yang efektif dan 
efisien dan 
memuaskan 
masyarakat 
Terwujudnya 
transparansi, 
akuntabilitas dan 
partisipasi dalam 
perencanaan dan 
pengawasan 
Peningkatan 
efektifitas 
perencanaan dan 
pengawasan 
Tercapainya 
efektifitas dan 
efisiensi 
pengelolaan 
program/kegiatan 
yang transparan, 
akuntabel dan 
partisipatif 
Tertibnya administrasi 
dan keuangan dari 90 % 
Pada Tahun 2009 
menjadi 100% Pada 
tahun 2015 
Program Pelayanan 
administrasi 
Perkantoran 
Penyediaan jasa 
Surat Menyurat 
SELURUH SKPD 
Penyediaan alat tulis 
Kantor 
SELURUH SKPD 
Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 
SELURUH SKPD 
 
2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 
Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi 
kinerja SKPD 
SELURUH SKPD 
Penyusunan laporan 
semesteran 
SELURUH SKPD 
Penyusunan laporan 
akhir tahun 
SELURUH SKPD 
Penyusunan RKA dan 
DPA 
SELURUH SKPD 
Persentase pencapaian 
sasaran kinerja dari 
90% Pada Tahun 2009 
menjadi 100 % pada 
Tahun 2015 
Program Pelayanan 
administrasi 
perkantoran 
Penyediaan jasa 
komunikasi, sumber 
daya air dan listrik 
SELURUH SKPD 
Penyediaan jasa 
jaminan barang milik 
daerah 
BAGIAN UMUM 
Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan 
dinas/operasional 
SELURUH SKPD 
Penyediaan jasa 
kebersihan kantor 
SELURUH SKPD 
Penyediaan jasa 
perbaikan peralatan 
kerja 
SELURUH SKPD 
Penyediaan 
komponen instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor 
SELURUH SKPD 
 
 
3
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Penyediaan peralatan 
dan perlengkapan 
kantor 
SELURUH SKPD 
Penyediaan peralatan 
rumah tangga 
SELURUH SKPD 
Penyediaan bahan 
bacaan dan peraturan 
perundang-undangan 
SELURUH SKPD 
Penyediaan makanan 
dan minuman 
SELURUH SKPD 
Rapat-rapat kordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 
SELURUH SKPD 
Rapat-rapat kordinasi 
dan konsultasi ke 
dalam daerah 
SELURUH SKPD 
Program 
Peningkatan 
pengembangan 
sistem pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan 
Monitoring dan 
Evaluasi 
SELURUH SKPD 
Program 
Peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur 
Pembangunan rumah 
jabatan 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pembangunan 
gedung kantor 
DINAS PEKERJAAN 
UMUM 
 
4
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Pengadaan mobil 
jabatan 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pengadaan 
kendaraan 
dinas/operasional 
BAGIAN UMUM / 
DINAS PENDIDIKAN 
Pengadaan 
perlengkapan rumah 
jabatan/dinas 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pengadaan 
perlengkapan gedung 
kantor 
SELURUH SKPD 
Pengadaan peralatan 
rumah jabatan/dinas 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pengadaan peralatan 
gedung kantor 
SELURUH SKPD 
Pengadaan 
meubeleur 
SELURUH SKPD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala rumah 
jabatan 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala rumah 
dinas 
KECAMATAN 
Pemeliharaan 
rutin/berkala gedung 
kantor 
SELURUH SKPD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala mobil 
jabatan 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
 
5
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Pemeliharaan 
rutin/berkala 
kendaraan 
dinas/operasional 
SELURUH SKPD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan rumah 
jabatan/dinas 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala 
perlengkapan gedung 
kantor 
SELURUH SKPD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
rumah jabatan/dinas 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala peralatan 
gedung kantor 
SELURUH SKPD 
Pemeliharaan 
rutin/berkala mebeleur 
SELURUH SKPD 
Rehabilitasi 
sedang/berat rumah 
jabatan 
BAGIAN UMUM/ 
SEKRETARIAT DPRD 
Rehabilitasi 
sedang/berat rumah 
dinas 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, 
KELURAHAHAN DAN 
DESA 
Rehabilitasi 
sedang/berat rumah 
gedung kantor 
SELURUH SKPD 
Rehabilitasi 
sedang/berat 
kendaraan 
dinas/operasional 
SATPOL PP 
 
6
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
      Program 
Peningkatan disiplin 
aparatur 
Pengadaan pakaian 
dinas beserta 
perlengkapannya 
BAGIAN UMUM 
Tersusunnya laporan 
penyelenggaraan 
pemerintahan, 
pembangunan dan 
pelayanan 
kemasyarakatan dari 5 
pada tahun 2009 
menjadi 15 pada tahun 
2015 
Program Penerapan 
Kepemerintahan 
yang baik 
Penyusunan Laporan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah 
(LPPD) 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
Penyusunan Laporan 
Reguler (evaluasi dan 
implementasi Otoda) 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
Penyusunan Laporan 
insidentil 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
UMUM 
Program 
peningkatan dan 
Pengembangan 
pengelolaan 
keuangan daerah 
Penyusunan standar 
satuan harga 
BAGIAN UMUM 
Persentase SKPD yang 
menerapkan sistem 
akuntabilitas kinerja dari 
12 % Pada tahun 2009 
menjadi 90 % tahun 
2015 
Program 
Peningkatan sistem 
pengawasan internal 
dan pengendalian 
pelaksanaan 
kebijakan KDH 
Pelaksanaan 
pengawasan internal 
secara berkala 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
Penanganan kasus 
pengaduan 
dilingkungan Pemda 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Pengendalian 
manajemen 
pelaksanaan 
kebijakan KDH 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 
Program Penerapan 
Kepemerintahan 
yang baik 
Pelayanan Pemilihan 
Penyedia Barang dan 
Jasa Pemerintah 
BAGIAN 
ADMINISTRASI 
PEMBANGUNAN 
Program 
mengintensifkan 
penanganan 
pengaduan 
masyarakat 
Pembentukan unit 
khusus penanganan 
pengaduan 
masyarakat 
INSPEKTORAT 
DAERAH/BAGIAN 
ORGANISASI/KECAM 
ATAN 
Program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 
Koordinasi 
penyusunan laporan 
kinerja pemerintah 
daerah 
BAPPEDA 
Persentase hasil 
pengawasan yang 
dtindak lanjuti dari 19,60 
% Pada tahun 2009 
menjadi 85 % pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan sistem 
pengawasan internal 
dan pengendalian 
pelaksanaan 
kebijakan KDH 
Inventarisasi temuan 
pengawasan 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
Tindak lanjut hasil 
temuan 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
Koordinasi 
pengawasan yang 
lebih komprehensif 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
Persentase data yang 
terintegrasi secara 
akurat dan up to date 
dari 66,67 persen pada 
tahun 2009 menjadi 
100,00 persen pada 
tahun 2015 
Program 
pengembangan 
data/informasi/statisti 
k daerah 
Penyusunan dan 
pengumpulan data 
dan statistik daerah 
BAPPEDA 
 
8
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) 
BAPPEDA 
Survey Harga 
Bangunan 
BAPPEDA 
Penyusunan dan 
pengumpulan data 
PDRB 
BAPPEDA 
Program Penyiapan 
potensi sumberdaya, 
sarana dan 
prasarana daerah 
Kajian potensi 
sumberdaya yang 
terkait dengan 
investasi 
BAPPEDA 
Program 
Pengembangan 
data/informasi 
Penyusunan dan 
pengumpulan data 
informasi kebutuhan 
penyusunan dokumen 
perencanaan 
BAPPEDA 
Program 
Peningkatan dan 
pengembangan 
statistik 
Penyusunan Profil 
Kesehatan 
DINAS KESEHATAN 
Persentase tersusunnya 
dokumen perencanaan 
pembangunan daerah 
dari 62,5 persen pada 
tahun 2009 menjadi 100 
persen pada tahun 2015 
Program 
perencanaan 
pembangunan 
daerah 
Penyusunan 
rancangan RPJMD 
BAPPEDA 
Penyelenggaraan 
musrenbang RPJMD 
BAPPEDA 
Penetapan RPJMD BAPPEDA 
 
9
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Monitoring, evaluasi 
dan pelaporan 
pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah 
BAPPEDA 
Penyusunan 
rancangan RKPD 
BAPPEDA 
Penyelenggaraan 
musrenbang RKPD 
BAPPEDA 
Penetapan RKPD BAPPEDA 
Penyusunan RPIJM 
bidang Cipta Karya 
BAPPEDA/PU 
Pengembangan 
partisipasi masyarakat 
dalam perumusan 
program dan 
kebijakan layanan 
publik 
BAPPEDA 
Program 
Perencanaan 
Pengembangan Kota-
kota Menengah dan 
Besar 
Koordinasi 
perencanaan air 
minum, drainase dan 
sanitasi perkotaan 
BAPPEDA 
Meningkatnya 
kualitas fungsi 
legislasi, 
penganggaran dan 
pengawasan DPRD 
Persentase Perda yang 
ditetapkan tepat waktu 
dari 20 persen menjadi 
100 persen pada tahun 
2015 
Program 
Peningkatan 
kapasitas lembaga 
perwakilan rakyat 
daerah 
Hearing/ dialog dan 
koordinasi dengan 
pejabat pemerintah 
daerah dan tokoh 
masyarakat/ tokoh 
agama 
SEKRETARIAT DPRD 
Rapat-rapat alat 
kelengkapan dewan 
SEKRETARIAT DPRD 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Rapat-rapat paripurna SEKRETARIAT DPRD 
Reses SEKRETARIAT DPRD 
Kunjungan kerja 
pimpinan dan anggota 
DPRD dalam daerah 
SEKRETARIAT DPRD 
Kunjungan kerja 
pimpinan dan anggota 
DPRD keluar daerah 
SEKRETARIAT DPRD 
Peningkatan 
Kapasitas Pimpinan 
dan Anggota DPRD 
SEKRETARIAT DPRD 
Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kemasyarakatan, 
pemerintahan dan 
pembangunan 
Tertib dan lancarnya 
pelayanan 
kemasyarakatan, 
pemerintahan dan 
pembangunan dari 86 
kali pada tahun 2009 
menjadi 516 kali pada 
tahun 2015 
Program peningkatan 
pelayanan kedinasan 
kepala daerah/ wakil 
kepala daerah 
Dialog/ audiensi 
dengan tokoh-tokoh 
masyarakat, 
pimpinan/ anggota 
organisasi sosial dan 
masyarakat 
BAGIAN UMUM 
Penerimaan 
kunjungan kerja 
pejabat negara/ 
departemen/ lembaga 
pemerintah non 
departemen/ luar 
negeri 
BAGIAN UMUM 
Rapat koordinasi 
unsur MUSPIDA 
BAGIAN UMUM 
Rapat koordinasi 
pejabat pemerintah 
daerah 
BAGIAN UMUM 
 
11
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Kunjungan kerja/ 
inspeksi kepala 
daerah/ wakil kepala 
daerah 
BAGIAN UMUM 
Koordinasi dengan 
pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah 
lainnya 
BAGIAN UMUM 
Perawatan dan 
Pengobatan Kepala 
Daerah/Wakil Kepala 
Daerah 
BAGIAN UMUM 
Tercapainya 
kapasitas yang 
bersesuaian 
dengan tuntutan 
perwujudan 
kepemerintahan 
yang baik dan 
saling 
memberdayakan 
dengan 
kelembagaan 
masyarakat dan 
swasta 
Prosentase SKPD yang 
memiliki analisis jabatan 
dan analisis beban kerja 
dari 0 % pada tahun 
2009 menjadi 100 % 
pada tahun 2015 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 
Penyusunan 
instrumen analisis 
jabatan dan analisis 
beban kerja 
BAGIAN ORGANISASI 
Fasilitasi Fit & Proper 
test 
BAGIAN ORGANISASI 
Pengelolaan dan 
penatalaksanaan 
keuangan dan aset 
daerah 
Meningkatnya 
tranparansi dan 
akuntabilitas 
pengelolaan 
keuangan dan aset 
daerah 
Persentase aset daerah 
yang tercatat dan sesuai 
dengan peruntukannya 
dari 65% pada tahun 
2009 menjadi 95 % 
pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Pengelolaan Aset 
milik Daerah 
Penyusunan dan 
Pengumpulan Data 
Aset Daerah 
DPKD 
Pengelolaan dan 
Analisis Data Aset 
Daerah 
DPKD 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     Meningkatnya aset milik 
pemda yang disertifikasi 
dari 352 pada tahun 
2009 menjadi 402 pada 
tahun 2015 
Program Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemamfaatan Tanah 
Sertifikasi Tanah Aset 
Daerah 
BAGIAN 
PERTANAHAN 
Jumlah Lahan/lokasi 
untuk pembangunan 
fasilitas umum dari 54 
pada tahun 2009 
menjadi 70 pada tahun 
2015 
Program Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemamfaatan Tanah 
Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 
Pemerintah 
BAGIAN 
PERTANAHAN 
Tersedianya dokumen 
dan sistem pengelolaan 
keuangan daerah yang 
berbasis kinerja dari 
75% pada tahun 2009 
menjadi 100% pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan dan 
pengembangan 
pengelolaan 
keuangan daerah 
Penyusunan 
rancangan Perda 
tentang pajak daerah 
dan retribusi daerah 
DPKD 
Penyusunan 
Rancangan Perda 
tentang APBD 
DPKD 
Penyusunan 
Rancangan Peraturan 
KDH tentang 
Penjabaran APBD 
DPKD 
Penyusunan 
Rancangan Perda 
tentang Perubahan 
APBD 
DPKD 
Penyusunan 
Rancangan Peraturan 
KDH tentang 
Penjabaran 
Perubahan APBD 
DPKD 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
       Penyusunan 
Rancangan Perda 
tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
DPKD 
Penyusunan 
Rancangan Peraturan 
KDH tentang 
Penjabaran 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 
DPKD 
Penyusunan Sistem 
Informasi Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
DPKD 
Intensifikasi dan 
Ekstensifikasi Sumber-
sumber Pendapatan 
Daerah 
DPKD 
Tercapainya 
kepuasan 
pelanggan 
Optimalisasi 
pelayanan Umum 
Terciptanya 
pelayanan publik 
yang prima 
Tersusun dan 
terimplementasikannya 
SOPP dari 50% pada 
tahun 2009 menjadi 100 
% pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
pelayanan publik 
Penyusunan standar 
pelayanan 
SELURUH SKPD 
Penilaian Citra 
Pelayanan Publik 
(CPP) tingkat unit 
Pelayanan 
BAGIAN ORGANISASI 
Penyusunan Profil 
Pelayanan Dasar 
BAGIAN ORGANISASI 
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      Program 
Peningkatan 
pelayanan angkutan 
Pemilihan dan 
pemberian 
penghargaan 
supir/juru mudik/awak 
kendaraan angkutan 
umum teladan 
DINAS 
PERHUBUNGAN DAN 
KOMINFO 
Meningkatnya 
ketersediaan fasilitas 
pada tempat-tempat 
pelayanan umum dari 
279 titik pada tahun 
2009 menjadi 593 titk 
pada tahun 2015 
Program 
Peningkatan fasilitas 
penerangan jalan 
Pemasangan Lampu 
Penerangan Jalan 
BAGIAN UMUM 
Pemeliharaan 
rutin/berkala Lampu 
penerangan Jalan 
BAGIAN UMUM 
Program 
pengembangan 
wilayah strategis dan 
cepat tumbuh 
Pengembangan 
infrastruktur dan 
fasilitas umum 
perkotaan 
BAGIANA UMUM / 
DINAS PU / DINAS 
PERTAMBANGAN 
DAN ENERGI 
Terciptanya 
pengelolaan 
kependudukan dan 
catatan sipil yang 
tertib 
Meningkatnya 
persentase penduduk 
ber KTP dari 88,19 % 
tahun 2009 menjadi 
96,63 % pada tahun 
2015, ber Akte kelahiran 
dari 81,05 % pada tahun 
2009 menjadi 90,31 %, 
berAkte Nikah 
persatuan penduduk 
dari 6,25 % pada tahun 
2009 menjadi 76,19 % 
pada tahun 2015 
Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 
Peningkatan 
pelayanan publik 
dalam bidang 
kependudukan 
DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 
Penyediaan informasi 
yang dapat diakses 
masyarakat 
DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 
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      Program Penataan 
Administrasi 
Kependudukan 
Sosialisasi kebijakan 
kependudukan 
DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 
Pengembangan data 
base kependudukan 
DINAS 
KEPENDUDUKAN 
DAN CATATAN SIPIL 
Berkembangnya 
sistem pelayanan 
yang menjamin 
efektifitas, efisiensi 
dan kepuasan 
pelanggan 
Meningkatnya 
persentase dokumen 
arsip pemerintah daerah 
yang tersimpan rapih 
dan amandari 30 
persen pada tahun 2009 
menjadi 70 persen pada 
tahun 2015 
Program 
penyelamatan dan 
pelestarian 
dokumen/arsip 
daerah 
Pembangunan sistem 
keamanan 
penyimpanan data 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Pengadaan sarana 
pengolahan dan 
penyimpanan arsip 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Penduplikatan 
dokumen/arsip daerah 
dalam bentuk 
informatika 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Program 
Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
dan prasarana 
kearsipan 
Pemeliharaan 
rutin/berkala sarana 
pengolahan dan 
penyimpanan arsip 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Pemeliharaan 
rutin/berkala arsip 
daerah 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Program 
Peningkatan kualitas 
pelayanan informasi 
Penyusunan dan 
penerbitan naskah 
sumber arsip 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
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       Sosialisasi/penyuluha 
n kearsipan di 
lingkungan instansi 
pemerintah/swasta 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Program Perbaikan 
sistem administrasi 
kearsipan 
Pembangunan data 
base informasi 
kearsipan 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Pengumpulan data KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Pengklasifikasikan 
data 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Penyusunan sistem 
katalog data 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Pemeliharaan 
peralatan jaringan 
informasi kearsipan 
KANTOR 
PERPUSTAKAAN, 
ARSIP DAN 
DOKUMENTASI 
Meningkatnya jumlah 
kasus obyek lahan 
sengketa yang mampu 
di fasilitasi oleh 
pemerintah dari 0 kasus 
tahun 2009 menjadi 52 
kasus Tahun 2015 
Program Penataan 
Penguasaan, 
Pemilikan, 
Penggunaan dan 
Pemanfaatan Tanah 
Penyuluhan Hukum 
Pertanahan 
BAGIAN 
PERTANAHAN 
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      Program 
Penyelesaian Konflik- 
Konflik Pertanahan 
Fasilitasi 
Penyelesaian Konflik- 
Konflik Pertanahan 
BAGIAN 
PERTANAHAN 
Persentase pengaduan 
konsumen yang mampu 
difasilitasi dari 50 % 
pada tahun 2009 
menjadi 100 % pada 
tahun 2015 
Program 
perlindungan 
konsumen dan 
pengamanan 
perdagangan 
Fasilitasi penyelesaian 
permasalahan- 
permasalahan 
pengaduan konsumen 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
  Peningkatan 
pengawasan 
peredaran barang dan 
jasa 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
  Operasionalisasi dan 
pengembangan UPT 
kemetrologian daerah 
DINAS KOPERASI 
USAHA MIKRO KECIL 
& MENENGAH 
PERINDUSTIAN & 
PERDAGANGAN 
Pendelegasian dan 
pembagian urusan 
pemerintahan 
Berkembangnya 
organisasi dan 
kelembagaan 
pemerintah daerah 
yang efektif 
Persentase perangkat 
Kecamatan, Kelurahan 
dan Desa yang 
kompeten dari 20% 
Pada tahun 2009 
menjadi 21 % Pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
Kapasitas aparatur 
pemerintah Desa 
Penyusunan kerangka 
regulasi 
Pemerintahan Desa / 
Kelurahan dan 
LKD/LKK 
BAGIAN 
PEMERINTAHAN 
KECAMATAN, DESA 
DAN KELURAHAN 
Berfungsinya Organisasi 
pemerintah daerah yang 
efektif dan efisien 50 % 
tahun 2009 menjadi 100 
% 2015 
Program Penataan 
Kelembagaan dan 
ketatalaksanaan 
Evaluasi Struktur 
Kelembagaan 
BAGIAN ORGANISASI 
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       Penyusunan 
(Reorganisasi) 
perangkat Daerah dan 
Penyusunan naskah 
akademik 
BAGIAN ORGANISASI 
Sosialisasi tata 
naskah dinas manual 
dan elektronik 
BAGIAN ORGANISASI 
Penyusunan 
standarisasi kinerja 
dan implementasi 
ketatalaksanaan 
BAGIAN ORGANISASI 
4 Terwujudnya 
profesionalisme 
aparatur 
Peningkatan 
kapasitas 
sumberdaya 
manusia aparatur 
Meningkatnya 
kemampuan 
manajerial dan 
teknis aparatur 
Persentase aparat yang 
mengikuti diklat Teknis 
dan fungsional dari 
64% pada tahun 2009 
menjadi 80% pada 
tahun 2015 
Program 
Peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 
Pendidikan dan 
pelatihan formal 
SELURUH SKPD 
Sosialisasi peraturan 
perundang-undangan 
SELURUH SKPD 
Bimbingan teknis 
implementasi 
peraturan perundang- 
undangan 
SELURUH SKPD 
Program 
Peningkatan 
kapasitas sumber 
daya aparatur 
Pendidikan dan 
pelatihan prajabatan 
bagi calon PNS 
Daerah 
BKD 
Pendidikan dan 
pelatihan struktural 
bagi PNS Daerah 
BKD 
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       Pendidikan dan 
pelatihan teknis tugas 
dan fungsi bagi PNS 
daerah 
BKD 
Persentase SKPD yang 
memiliki aparatur yang 
kompeten sesuai 
jabatannya dari 58,46% 
pada tahun 2009 
menjadi 95% pada 
tahun 2015 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 
Pemberian bantuan 
tugas belajar dan 
ikatan dinas 
BKD 
Penyusunan 
instrumen analisis 
jabatan PNS 
BKD 
Seleksi penerimaan 
calon PNS 
BKD 
Penempatan PNS BKD 
Pengembangan diklat 
(Analisis Kebutuhan 
Diklat, Penyusunan 
silabi, Penyusunan 
Modul, Penyusunan 
Pedoman Diklat) 
BKD 
Pemberian bantuan 
penyelenggaraan 
penerimaan Praja 
IPDN 
BKD 
Program Pendidikan 
Kedinasan 
Ujian Dinas dan 
Penyesuaian 
BKD 
Program 
peningkatan 
profesionalisme 
tenaga pemeriksa 
dan aparatur 
pengawasan 
Pelatihan 
pengembangan 
tenaga pemeriksa dan 
aparatur pengawasan 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
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       Pelatihan pengawasan 
dan penilaian 
Akuntabilitas Kinerja 
INSPEKTORAT 
DAERAH 
Terimplementasikannya 
pola pengembangan diri 
dan karir yang jelas dari 
58% pada tahun 2009 
menjadi 85% pada 
tahun 2015 
Program Fasilitas 
pindah/purna tugas 
PNS 
Pemulangan pegawai 
yang pensiun 
BKD 
Pemindahan tugas 
PNS 
BKD 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 
Penyusunan Rencana 
Pembinaan Karir PNS 
BKD 
Persentase aparatur 
yang mendapatkan 
reward dan punishment 
dari 41,76% pada tahun 
2009 menjadi 60% pada 
tahun 2015 
Program Pembinaan 
dan Pengembangan 
Aparatur 
Pemberian 
penghargaan bagi 
PNS yang berprestasi 
BKD 
Program 
Peningkatan disiplin 
aparatur 
Pembinaan disiplin 
pegawai 
BKD 
 
 
BUPATI BARRU, 
 
 
 
 
 
ANDI IDRIS SYUKUR 
 
 
 
21 
